ANALISIS PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MAKASSAR TA??? TIDAK RANTASA (GEMAR MTR) KOTA MAKASSAR by -, SUSILAWATI
i 
 
ANALISIS PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MAKASSAR TA’ TIDAK 
RANTASA (GEMAR MTR) KOTA MAKASSAR 
SKRIPSI 
 Untuk memenuhi sebagian Persyaratan  
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1 
 
Program Studi Ilmu Pemerintahan 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh  
SUSILAWATI 
E121 12 254 
 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2016 
 
ii 
 
LEMBARAN PENGESAHAN 
 
SKRIPSI 
ANALISIS PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MAKASSAR TA’ TIDAK 
RANTASA (GEMAR MTR) KOTA MAKASSAR 
 
Yang dipersiapkan dan disusun oleh : 
SUSILAWATI 
E121 12 254 
 
Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi 
Pada tanggal 20 Mei 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat 
 
Telah disetujuji oleh: 
 
  
Pembimbing I, 
 
 
 
 
Dr. Hasrat Arief Saleh, MS 
NIP.19511011 1980 03 1 002 
Pembimbing II, 
 
 
 
 
 
Dr. Jayadi Nas, M.Si 
NIP. 19710501 199803 1 004 
 
 
Mengetahui, 
Ketua Jurusan Ilmu Politik dan 
Pemerintahan FISIP Unhas 
 
 
 
 
 
Dr. H. A. Samsu Alam. M.Si 
NIP.19641231 198903 1 027 
 
 
Menyetujui, 
Ketua Program Studi Ilmu 
Pemerintahan FISIP Unhas 
 
 
 
 
 
Dr. Hj. Nurlina, M.Si 
NIP. 19630921 1987 02 2 001 
iii 
 
LEMBARAN PENERIAMAAN  
SKRIPSI 
ANALISIS PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MAKASSAR TA’ TIDAK 
RANTASA (GEMAR MTR) KOTA MAKASSAR 
Yang dipersiapkan dan disusun oleh : 
SUSILAWATI 
E121 12 254 
Telah diperbaiki 
dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi 
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 
Makassar, Pada Hari Jum’at, 27 Mei 2016 
 
Menyetujui‟ 
PANITIA UJIAN : 
Ketua     : Dr. Hasrat Arief Saleh, MS. (   ) 
Seketaris   : Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si. ( ) 
Anggota   : Dr. Hj. Nurlinah, M.Si. ( ) 
Anggota   : Dr. Jayadi Nas, M.Si. ( ) 
Anggota   : Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si. ( ) 
Pembimbing I  : Dr. Hasrat Arief Saleh, MS. ( ) 
Pembimbing II : Dr. Jayadi Nas, M.Si ( ) 
 
iv 
 
KATA PENGANTAR 
Bismillahirrahmanirrahim,  
Alhamdulillahirabbil’alamin 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Shubhana wa 
Ta’ala, karena berkat taufiq dan kehadirat-Nya jualah sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Program Gerakan 
Masyarakat Makassar ta‟ Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar“. 
Dalam format sederhana, penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah 
yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada 
jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat juga penulis panjatkan kepada 
Rasulullah Shalallahu’alahi wassalam, selaku pembesar Islam yang 
mengantar ummat dari zaman kebodohan ke zaman keilmuan ini. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah 
tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam 
penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat 
mengharapkan masukan dan saran, kritikan yang bersifat membangun guna 
kesempurnaan skripsi ini.  
Penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, 
mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada 
pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran 
dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku 
v 
 
mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun 
moril.  
Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis syukur kepada 
Allah Shubhana wa Ta’ala yang masih memberikan kenikmatan-Nya, baik 
nikmat kesehatan, kesempatan bahkan keislaman hingga kenikmatan iman 
masih ada sampai saat ini, dan untuk orang tua penulis yang tercinta, Aji, H. 
Burhanuddin dan Ummi, Hj. Surtini yang telah memberikan segalanya 
kepada ananda, tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih dan rasa 
sayang ananda, Semoga Allah Shubhana wa Ta’ala selalu melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya. Saudara penulis, Suhartina, Amd, Bakhtiar dan 
Bustamin, S.E dengan segala dukungan, bantuan dan doanya.  Penulis juga 
mengucapkan Jazakumullah Khairan kepada yang terhormat;   
1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA, selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 
mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Hasanuddin. 
2. Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya. 
3. Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan 
Pemerintahan, beserta seluruh staf khususnya Prodi Ilmu 
Pemerintahan. 
vi 
 
4. Dr. Hj. Nurlina, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta dengan para stafnya. 
5. Dr. Hasrat Arief Saleh, MS selaku Pembimbing I dan Dr. Jayadi Nas, 
M.Si selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk 
membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis mampu 
menyelesaikan skripsi ini.  
6. Pemerintah Kota Makassar, dari tingkat RT/RW, Kelurahan, 
Kecamatan bahkan Pemerintah Kota yang telah memberikan 
informasi, data dan memudahkan penulis dalam melaksanakan 
penelitian.  
7. Teruntuk guru – guru penulis, Ummi Sumayya. A. Riska Sardi, Kak 
Wina, yang senantiasa sabar mengajari dan menuntun penulis di 
tengah kesibukan yang padat. 
8. Untuk saudara terhebat A. Rachmi Dwi Putri yang kini telah menjadi 
guru bagi bibit penerus bangsa dan Sitti Normawati yang telah menjadi 
petualang laut, terima kasih telah setia menemani hingga 10 tahun.  
9. Untuk saudara seperjuangan Mety Silfitriana yang pada akhirnya 
memenangkan pertempuran akademik ini. 
vii 
 
10. Untuk saudara Multi L, Defi Arianti Safitri, Radiana Eka, Musdalifah, A. 
Rewo Batari Wanti, dan Rismala Sari Sapar yang selalu siap silih 
berganti selalu ada selama ini mendengarkan keluh kesah dan  untuk 
segala tawa, sedih, pengertian dan bantuannya.  
11. Untuk saudara – saudara bimbingan penulis Sitti Batari Puteri, Sri Nur 
Wahyuni, Masyita Majid dan Lifia Anis Tahara A L terima kasih ilmu – 
ilmu kalian selama ini 
12. Saudara Fraternity, Irmayanti Sultan, Harnida, Perawati Yusuf, Nur 
Willy Rusli,  Wahyu Sigit Yudhoyono, Harman Alif, Andi Asnaldi, 
Marwan Tasdir, Andi Fitrah, Muh. Nur Taufiq, Andi Ilafi, Wirawan 
Zaenal, Andi Al Gazali, Tirto Eko W, Muh. Afdal KArim, Andi NurHadi, 
Randi Ruslan, Urlick, Ardyanto, Ferdinand W, Erwin, Andi Tafaqqur 
Salamun, Muh. Ilham, Indra Saputra, Js Aswin, Andi Patunggai, Muh. 
Chaidir, Andi Dedi, Muschlis, terima kasih atas bantuan dan doanya. 
Semoga bisa tetap bersaudara dan kelak dipertemukan dalam kondisi 
yang dicita – cita kan. 
13.  Saudara – Saudara di Lembaga Dakwah Mahasiswa Muslim Sospol 
(LD MMS) dan UKM LDK MPM Unhas yang senantiasa menyirami sisi 
rohani penulis. 
viii 
 
14. Kanda dan Dinda kader merdeka dan militan HIMAPEM FISIP 
UNHAS, AUFKLARUNG 09, VOLKSGEIST 10, ENLIGHTMENT 11, 
LEBENSRAUM 13, FIDELITAS 14 dan Federasi  15 terima kasih atas 
segala pengalaman, bantuan dan doa yang diberikan.  
15. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, 
yang patut mendapatkan ucapan terima kasih. Akhirnya, skripsi ini 
selesai semoga dapat berguna dan bermanfaat, bagi penulis maupun 
pada orang lain/instansi yang terkait, Insya Allah. Semoga Allah swt 
memberikan karuniaNya kepada Bapak, Ibu serta Saudara (i) atas 
segala bantuannya kepada Penulis,  
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya. Aamiin, Ya Rabbal Alamin.  
 
Makassar, Mei 2016  
P E N U L I S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ix 
 
INTISARI 
SUSILAWATI. NIM E121 12 254. ANALISIS PROGRAM GERAKAN 
MASYARAKAT MAKASSAR TA’ TIDAK RANTASA (GEMAR MTR) KOTA 
MAKASSAR, di bawah bimbingan Dr. Hasrat Arief . MS dan Dr. Jayadi 
Nas, M.Si  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
pelaksanaan program Gemar MTR dan faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan setiap program Gemar MTR di bidang kebersihan. Hasil dari 
penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah khususnya 
Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan program – program dari 
Gemar MTR. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang konsep 
pengembangan ilmu pemerintahan dalam hal analisis kebijakan.  
 
Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Pengumpulan 
data dilakukan menggunakan teknik wawancara, kuisoner, observasi dan 
studi pustaka,. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kuantitaif 
kemudian menguraikannya dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya 
membuat kesimpulan.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Gemar MTR belum 
maksimal. Kesadaran masyarakat yang kurang karena minimnya sosialisasi 
terlihat dari sig.(2-tailed) sebesar 0,703 untuk informan masyarakat dan 
sig.(2-tailed) sebesar 0,539 untuk informan pemerintah yang menunjukkan 
adanya korelasi antara keduanya. .Masih ada program seperti Lisa dan 
Mabasa yang belum berjalan baik sedangkan Mabelo dan Aku dan 
Sekolahku Tidak Rantasa mendapatkan respon dan dukungan yang baik oleh 
sebagian besar masyarakat. Pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan 
memberikan pengaruh dalam pelaksanaan Gemar MTR. 
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ABSTRACT 
Susilawati. NIM E121 12 254. ANALYSIS OF PROGRAM GERAKAN 
MASYARAKAT MAKASSAR TA’ TIDAK RANTASA (GEMAR MTR) 
MAKASSAR, under the guidance of Dr. Hasrat Arief. MS and Dr. Jayadi 
Nas, M.Si 
 
This study aims to description and analyze the implementation of the program 
Gemar MTR and the factors that affect the implementation of any program in 
the field of hygiene Gemar MTR. The results of this study are expected to be 
input for the government, especially the Government of Makassar in 
improving the program - the program of Gemar MTR. In terms of academic, 
results from this study are expected to provide donations and food for thought 
about the concept of the development of the science of government in terms 
of policy analysis. 
 
This type of research used is descriptive. Data is collected using interview 
techniques, questionnaire, observation and literature study. The data were 
then analyzed by quantitative then describe in words and sentences, and 
then make conclusions. 
 
The results showed that the implementation of the MTR Gemar not 
maximized. Public awareness is lacking due to lack of socialization seen from 
Sig. (2-tailed) of 0.703 to informants community and sig. (2-tailed) of 0.539 for 
a government informant who show a correlation between the two. There are 
programs like Lisa and Mabasa are not well while Mabelo and Me and My 
School Rantasa not get a good response and support by most people. 
Environmental policy actors and policy influence in the implementation of 
Gemar MTR. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 Pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat memiliki 
tanggung jawab untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan konteks 
sosial budayanya. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar 
untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan dan 
program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Undang – 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian direvisi kembali dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 yang selanjutnya diundang – 
Undangkan dalam Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 menegaskan urusan wajib pemerintah 
daerah meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan 
ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, 
ketertiban  umum,  dan  pelindungan masyarakat dan sosial menjadi 
tanggungjawab daerah yang harus mengurusinya. 
 Keberhasilan melaksanakan urusan tugas tersebut sangat ditentukan 
oleh kemampuan pemerintah dalam merencanakan kebijakan. Aparatur 
pemerintahan dan kelompok masyarakat dapat ikut serta bersama – sama 
melaksanakan program atau kebijakan yang telah diputuskan dan didukung 
atau ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada. Kebijakan yang 
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dikeluarkan diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat di daerah.  
 Pemerintah Kota Makassar saat ini dipimpin oleh Moh. Ramdhan 
Pomanto dan Syamsu Rizal yang menggantikan Ilham Arief Sirajuddin dan 
Supomo Guntur pada Mei 2014. Pemerintahan dibawah kepemimpian baru 
ini diharapkan mampu mencermati semua kebutuhan masyarakat Kota 
Makassar, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan output-nya untuk 
masyarakat.  
 Pengaturan masyarakat dapat berimplikasi terhadap perkembangan 
daerah. Keikutsertaan masyarakat merupakan penunjang dalam 
penyelenggaraan kebijakan daerah dan dapat mengoptimalkan output dari 
kebijakan tersebut. Pemerintahan Danny – Ical (sapaan dari Walikota dan 
Wakil Walikota Kota Makassar) menawarkan “8 Jalan Masa Depan” kepada 
masyarakat Kota Makassar. Kedelapan jalan itu adalah : 1) Biring Kanaya 
City; 2) Sisi Utara Sungai Jeneberang; 3) Sisi Timur dan Barat Sungai Tallo; 
4) Sekitar Danau Balang Tonjong; 5) Delta Lakkang; 6) Kawasan Untia; 7) 
Paccerakkang dekat Manggala; dan 8) Barombong. 1  Kedelapan jalan ini 
adalah ikon baru dari pasangan tersebut yang ingin menjadikan Kota 
Makassar menjadi Kota Dunia. 
                                                           
1. Rusdin Tompo, Masa Dpan Makassar, Dinamika Demokrasi dan Pemerintahan. 
Badan Arsip Perustakaan dan Pengelolaan Data Kota Makassar, Makassar, 2014, 
hal. v 
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 Kebijakan pertama yang diluncurkan adalah Gerakan Masyarakat 
Makassar ta‟ Tidak Rantasa atau Gemar MTR. Kebijakan Gemar MTR ini 
adalah bentuk realisasi dari visi Walikota yang terpilih yang ingin membuat 
Kota Makassar menjadi Kota dunia yang nyaman untuk semua. Kota dunia 
sebagai harapan Kota Makassar memiliki indikator pencapaian. Kota yang 
memiliki akses yang memberikan kemudahan bagi warganya dalam 
beraktifitas dengan infrastruktur yang lengkap, kualitas pelayanan publik oleh 
Pemerintah dan kenyamanan warga kota. Berangkat dari beberapa indikator 
tersebut, dibutuhkan suatu kebijakan yang mampu mengatasi berbagai 
masalah sosial.  
Kebijakan Gemar MTR merupakan Keputusan Walikota Makassar No. 
660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan 
Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar 
Ta‟ Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar yang mengatur tentang tata 
kebersihan Kota dimulai dari kesadaran semua warga Kota Makassar untuk 
mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari – hari, baik 
dalam hal bersih lingkungan sekitar maupun bersih dalam berperilaku. Dalam 
sebuah wawancara, Pak Danny mengatakan: 
"Gerakan masyarakat makassar tidak rantasa' yaitu gerakan melihat 
joroknya (rantasa) kota menjadi musuh kita yg ditindaki dengan "Lisa" 
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(lihat sampah ambil) dan "Mabelo" (makassar bersih lorong) serta di 
pelihara secara konsisten dengan "sampah tukar beras" .”2 
 
 Gemar MTR adalah program awal Walikota dan Wakil Walikota 
Makassar untuk mengubah mentalitas warga Makassar untuk menjadi lebih 
baik. Pak Danny pada salah satu wawancara mengatakan, 
“Makassar tidak rantasa tidak hanya pada persoalan sampah atau 
kebersihan, tapi banyak lainnya. Termasuk penataan pedagang kaki 
lima, pasar, lokalisasi, drainase, dan lainnya. Ada banyak. Tapi, kita 
mulai dari sampah”.3 
Hal ini menunjukkan bahwa semua program yang berkaitan dengan Gemar 
MTR saat ini masih pada tahapan aspek kebersihan belum mencakup pada 
aspek lainnya. 
 Keberhasilan penerapan kebijakan Gemar MTR ini bukan hanya 
bergantung kepada Walikota atau pun aparat penyelenggaranya saja, namun 
masyarakat juga ikut serta dalam menyukseskan kebijakan tersebut. Wujud 
dari ikut serta masyarakat dengan mendukung kebijakan Gemar MTR melalui 
partisipasi dalam setiap pelaksanaan program dari kebijakan tersebut. Salah 
satu slogan dari kebijakan Gemar MTR ini adalah Lisa (Lihat Sampah Ambil). 
Melalui slogan tersebut, Pemerintah menanamkan budaya bersih dengan 
                                                           
2. Ilham Magenre, “Dikritik Soal Sampah di Makassar, Ini Jawaban Danny Pomanto”, 
Tribun Timur, 25 Mei 2014, http://makassar.tribunnews.com/2014/05/25/dikritik-
soal-sampah-di-makassar-ini-jawaban-danny-pomanto, 14 Juni 2015, pukul 19.57 
Wita. 
3. Muh Syahrullah, “Bangun Kultur Tertb via MTR”, Sindo, 
http://www.academia.edu/8483397/MAKASSAR_UPEKS, 4 Juni 2015, pukul 20.20 
Wita. 
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menghimbau siapa pun yang melihat sampah untuk memungut dan 
membuangnya pada tempat sampah. Dari 500 petugas kebersihan, sampah 
yang dihasilkan oleh 1,4 juta penduduk Makassar dapat ditangani dengan 
bantuan dari 1,4 juta penduduk tersebut.4 
Pelaksanaan Gemar MTR sampai saat ini masih belum optimal. Hal ini 
bisa dilihat dari minimnya sosialisasi yang dilakukan. Pada gerakan Lisa, 
masih banyak masyarakat yang belum paham tentang gerakan tersebut. 
Masyarakat mengetahui Lisa ini melalui spanduk – spanduk yang ada di 
sekolah – sekolah dan di sudut – sudut jalan saja. Mereka hanya mengetahui 
kepanjangan dari Lisa itu namun dalam partisipasinya masih kurang. 
Buktinya, tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah kota yang terbagi 
atas sampah kering dan sampah basah terbengkalai, rusak dan kurang 
difungsikan. Masyarakat masih beranggapan yang memiliki tugas dan 
kewajiban untuk mengelola kebersihan lingkungan adalah petugas 
kebersihan, buktinya masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam 
membersihkan lingkungan, jika ada kegiatan yang sifatnya insidentil seperti 
memperingati hari besar atau pun kedatangan tamu atau instruksi dari tokoh 
masyarakat setempat. 
Kondisi Lisa tidak jauh beda dengan kondisi Makassar Bebas Sampah 
(Mabasa). Produksi sampah masyarakat yang cukup besar sekitar 4.000 
                                                           
4. Risdianto Tunandi, “ Danny Pomanto, Walikota Makassar Beberkan Program 100 Hari”, 14 Juni 
2015, http://www.academia.edu/8483397/MAKASSAR_UPEKS, 4 Juni 2015, pukul 
20.20 Wita. 
6 
 
kubik sedangkan timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
yang terletak di Kecamatan Manggala sudah menggunung. Jika produksi 
sampah terus meningkat sementara pengelolaan sampah di TPA tidak 
terkendali maka sulit untuk mewujudkan Makassar untuk bebas dari sampah. 
Timbunan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menjadi salah 
satu kendala untuk mewujudkan Mabasa. Hal ini bisa terlihat di setiap TPS – 
TPS di sudut jalan seperti di  Jl. Sungai Saddang Baru depan Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar (SPBU). Walaupun lokasi pembuangan sampah 
tersebut terdapat kontainer, tapi tidak mampu menampung volume sampah, 
sehingga sampah berserakan dimana – mana. 
Sementara Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa dan Makassar Bersih 
Lorong (Mabelo) juga bernasib sama dengan Lisa dan Mabasa. Jika Aku dan 
Sekolahku tidak Rantasa berkonsentrasi pada sekolah – sekolah sedangkan 
Mabelo berkonsentrasi pada lorong – lorong yang ada di Kota Makassar. 
Kedua program ini ingin menanamkan kesadaran hidup bersih pada anak – 
anak di bangku sekolah dan masyarakat di lorong. Namun, pemahaman 
masyarakat masih sekedar pengetahuan dari slogan – slogan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah kota.  Sementara awal perencanaan Gemar 
MTR ini memiliki konsep yang besar. Walikota Makassar menjadikan 
programnya ini sebagai bentuk revolusi mental masyarakat Kota Makassar. 
Melalui Gemar MTR akan memupuk kesadaran warga untuk berlaku 
layaknya masyarakat perkotaan yang hidup teratur. Jika pemahaman masih 
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minim dan belum mampu memupuk kesadaran masyarakat maka akan sulit 
untuk mengubah lingkungan dan prilaku „rantasa‟ menjadi lebih baik. 
Gemar MTR telah mencapai setahun peluncurannya pada 15 Juni 
2014 lalu. Dalam awal perencanaan, Gemar MTR ini diharapkan mampu 
mengubah pola tingkah laku masyarakat menjadi lebih teratur untuk menuju 
Kota Makassar menjadi Kota dunia. Tahapan awalnya di mulai dari aspek 
kebersihan. Maka diperlukan analisis kebijakan dari program Gemar MTR ini 
untuk melihat pelaksanaan dari setiap program – program yang ada dalam 
meyelesaikan masalah sosial khususnya dalam bidang kebersihan di kota 
Makassar dan pencapaian yang telah dihasilkan oleh Gemar MTR sebagai 
program harapan kota Makassar untuk menjadi Kota dunia.  
Bertitik tolak dari hal tersebut, maka judul dari penelitian ini adalah 
“Analisis Program Gerakan Masyarakat Makassar ta’ Tidak Rantasa 
(Gemar MTR) Kota Makassar”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Kebijakan Gemar MTR merupakan kebijakan yang baru dikeluarkan 
oleh pemerintah Kota Makassar pada bulan Juni 2014 lalu. Gemar MTR telah 
cukup setahun, namun dalam pelaksanaannya masih belum mampu 
menyelesaikan masalah sosial khususnya di bidang kebersihan masyarakat. 
Hal ini terlihat dari pengelolaan sampah yang belum maksimal sehingga 
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penumpukan sampah masih sering terlihat baik di Tempat Pembuangan 
Sementara bahkan pada tempat sampah yang ada di rumah warga. 
Pelaksanaan kebersihan di lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di 
sekolah pun masih diselenggarakan ketika ada kegiatan tertentu seperti 
kedatangan Wali Kota atau pun tamu istimewa lainnya. Pemahaman 
masyarakat saja masih minim terhadap setiap  program yang ada sehingga 
belum mampu menumbuhkan kesadaran akan makna dari Gemar MTR ini. 
Dari serangkaian permasalan tersebut, maka perlu adanya analisis kebijakan 
untuk melihat pelaksanaan Gemar MTR. Penulis menganalisis tentang 
program dari Gerakan Masyarakat Makassar ta‟ Tidak Rantasa‟ melalui 
pertanyaan penelitian sebagai berikut. 
1. Bagaimana pelaksanaan program Gemar MTR di bidang kebersihan? 
2. Apa faktor – faktor  yang mempengaruhi pelaksanaan setiap program 
Gemar MTR di bidang kebersihan?  
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat pada penulisan ini 
maka tujuannya adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program 
Gemar MTR di bidang kebersihan.  
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan setiap 
program Gemar MTR di bidang kebersihan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
sumbangan dan bahan pemikiran tentang konsep pengembangan 
ilmu pemerintahan. 
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan program – 
program dari Gemar MTR. 
3. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi 
nilai tambah yang selanjutnya dapat dikombinasikan dengan 
penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji 
tentang analisis kebijakan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek 
konseptual - teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsep teori 
yang dijadikan sebagai alat analisis permasalahan yang diangkat. Adapun 
landasan konsep yang akan dijelaskan ialah konsep kebijakan, implementasi 
kebijakan, analisis kebijakan, dan Program Gerakan Masyarakat Makassar ta‟ 
Tidak Rantasa (Gemar MTR). 
 
2.1 Kebijakan  
Kebijakan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk 
mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Bernadus Luankali 
berpendapat bahwa kebijakan adalah “Ilmu tentang hubungan pemerintah 
dengan warga negara atau apa yang sesungguhnya dibuat oleh pemerintah 
secara riil untuk warga negara.” 5 Hal ini berarti bahwa pemerintah dalam 
membuat suatu kebijakan tidak hanya untuk kepentingan pribadinya saja, 
namun berdasarkan kepentingan masyarakat. 
Konsep  kebijakan  atau dalam  bahasa  inggris  sering  kita  dengar  
dengan  istilah  policy.  Menurut Ealau dan Penwitt, kebijakan adalah sebuah 
ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan 
                                                           
5. Luankali Bernandus, Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan 
Keputusan, Amelia Press, Jakarta, 2007, hal. 145 
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berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang 
terkena kebijakan itu). Titmuss mendefenisikan kebijakan sebagai prinsip – 
prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan – tujuan 
tertentu. Kebijakan menurut Titmuss senantiasa berorientasi kepada masalah 
(problemoriented) dan berorientasi kepada tindakan (action – oriented) 
dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan 
yang memuat prinsip – prinsip untuk mengarahkan cara – cara bertindak 
yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan 
tertentu.6 
Carl  J.  Federick  sebagaimana  dikutip  Leo  Agustino mendefinisikan  
kebijakan  sebagai  serangkaian  tindakan/kegiatan  yang diusulkan  
seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan tertentu  
dimana  terdapat  hambatan – hambatan (kesulitan – kesulitan) dan 
kesempatan – kesempatan (tantangan) terhadap  pelaksanaan  usulan  
kebijakan tersebut  dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu.7 Pendapat  ini  
juga menunjukan  bahwa  ide  kebijakan  melibatkan  perilaku  yang  memiliki 
maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, 
karena  bagaimanapun  kebijakan  harus  menunjukan  apa  yang 
sesungguhnya  dikerjakan  daripada  apa  yang  diusulkan  dalam  beberapa 
kegiatan pada suatu masalah.  
                                                           
6. Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2007, hal. 7. 
7. Leo Agustino, Dasar – Dasar Kebijakan Publik,  Alfabeta, Bandung 2006, hal. 7. 
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Menurut Woll kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk 
memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui 
berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 8  Anderson 
merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan secara sengaja dilakukan 
oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah 
atau persoalan tertentu yang dihadapi.9 Kebijakan mencakup seluruh bagian 
aturan – aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya 
proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik. 
Menurut M. Irfan Islamy berpendapat bahwa: 
“Kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih 
jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan 
kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sehingga 
policy lebih tepat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan 
kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata wisdom”.10 
 
Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada 
tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan 
sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya 
dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh 
pemerintah. Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn secara umum 
kebijakan dikelompokan menjadi tiga, yaitu: 
                                                           
8. Hesel Nogi Tangkilisan, Implementasi Kebijakan Publik, Lukm Offset YPAPI, 
Yogyakarta 2003, hal. 2 
9. Budi Winarno, Teori dan Proses kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 
2002, hal. 15 
10. T, Islami dan W. H. Utomo, Hubungan Tanah, Air dan Tanaman. IKIP  
Semarang Press, Semarang, 1995, hal. 5 
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a) Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan 
hingga dibuatnya suatu kebijakan. 
b) Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang 
sudah dirumuskan. 
c) Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali 
implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain 
mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan 
tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan 
hasil yang dicapai.11 
Berdasarkan pengelompokan tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan 
memiliki tiga proses yang harus dikaji. Pengkajian dilakukan agar 
memudahkan aparatur dalam membuat suatu kebijakan dan meneliti 
kekurangan apa yang terjadi. Adapun menurut Woll terdapat tingkatan 
pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu: 
a) Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan 
pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan 
rakyat. 
b) Adanya output kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk 
melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personil 
dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan 
mempengaruhi kehidupan rakyat. 
                                                           
11. Hesel Nogi Tangkilisan, Op.Cit., hal. 5 
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c) Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan 
kebijakan yang mempengaruhi masyarakat.12 
Dalam teori sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang 
berarti bahwa dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak 
terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia 
yang subyektif yang diciptakan melalui pilihan – pilihan yang sadar oleh 
pelaku kebijakan; sistem kebijakan adalah realitas obejktif yang 
dimanifestasikan ke dalam tindakan – tindakan yang teramati berikut 
konsekuensinya; para perilaku kebijakan merupakan produk dari sistem 
kebijakan. Para analis kebijakan, tidak berbeda dari aktor – aktor kebijakan 
lainnya, merupakan pencipta dan hasil ciptanya sistem kebijakan. 
Gambar 1. Tiga element sistem kebijakan 
 
Defenisi dari masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan 
pelaku kebijakan (policy stakeholders) yang khusus, yaitu para individu atau 
                                                           
12. Hesel Nogi Tangkilisan, Ibid, hal. 2 
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kelompok yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka 
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku 
kebijakan, misalnya kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai 
politik, agen – agen pemerintah, pemimpin terpilih, dan para analis kebijakan 
sendiri sering menangkap secara berbeda informasi yang sama mengenai 
lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan (policy environment) yaitu 
konteks khusus di mana keajaiban – keajaiban di sekeliling isu kebijakan 
publik.13 
Berdasarkan  pendapat  berbagai  ahli  tersebut  di  atas  maka  dapat 
disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan – tindakan atau kegiatan yang 
sengaja  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh  seseorang,  suatu  kelompok 
atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya 
pemilihan  diantara  berbagai  alternatif, hambatan – hambatan (kesulitan – 
kesulitan) dan kesempatan – kesempatan (tantangan) terhadap  pelaksanaan  
usulan  kebijakan tersebut  untuk  mencapai  maksud dan tujuan tertentu. 
Melalui kebijakan, pemerintah ingin melakukan pengaturan dalam 
masyarakat untuk mencapai visi dari pemerintah itu sendiri dengan tetap 
mengedepankan kepentingan rakyat. Menyelesaikan masalah – masalah 
yang terjadi di masyarakat sehingga keikutsertaan masyarakat dalam 
menjalankan suatu kebijakan tersebut berakselerasi dengan pembangunan di 
                                                           
13. William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua, Gadjah Mada 
Uneversity Press, Yogyakarta, 2003, hal. 111 
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daerah. Pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan harus dapat 
melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasian 
nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi 
kehidupan rakyat. 
2.1.1 Kebijakan Pemerintahan 
Pada lokus pemerintahan, menurut Hoogerwerf kebijakan harus 
dipahami sebagai kebijakan pemerintah yang dapat diartikan sebagai 
suatu penyataan kehendak yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar 
kekuasaan yang dimilikinya. Pemerintah adalah kekuasaan, tanpa 
kekuasaan maka pemerintah tidak punya arti apa – apa.14 Sementara 
subtansi dari kebijakan pemerintah adalah membuat/melakukan 
pengambilan keputusan untuk kemudian melakukan tindakan oleh 
pemerintah secara bersama – sama dengan pihak rakyat yang dikuasi 
dan diatur dan atau secara sepihak oleh pemerintah terhadap rakyat. 15 
Seorang pemimpin atau pimpinan yang memiliki intergrasi  melalui 
pengakuan atas kekuasaan yang dimiliki akan melahirkan kewenangan 
untuk dapat berbuat. Demikian pula dengan kemampuan penciptaan 
tujuan yang sama dengan cara berpikir yang sama. Kekuasaan 
melahirkan kewenangan bagi pemerintah untuk bisa mengeluarkan suatu 
kebijakan. 
                                                           
14. Faried Ali, Syamsu Alam, dan Sastro M. Wantu, Studi Analisis Kebijakan, PT. 
Refika Adiatma, Bnadung, 2012, hal. 8 
15. Faried Ali, Syamsu Alam, dan Sastro M. Wantu, Ibid, hal. 13.  
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Berbicara tentang kekuasaan, maka subtansi yang harus 
diperhatikan adalah influencing atau sejauhmana kita mampu 
mempengaruhi publik memberikan dukungan terhadap kehendak yang 
diinginkan. Disinilah faktor kepemimpinan sebagai hal strategis.  
Begitu pula dengan konsep “kewenangan”, subtansi yang harus 
diperhatikan adalah the willingness to serve atau sejauhmana 
kemampuan dalam menciptakan kesediaan publik untuk membantu. 
Kemampuan yang diperlukan untuk menciptakan 3 (tiga) faktor utama, 
yaitu: (1) intergrity (kejujuran), (2) Common purpose (tujuan yang sama), 
(3)  Common method of thinking (metode berpikir yang sama). 
Setiap kehendak yang dinyatakan, pada hakikatnya adalah 
merupakan hasil pilihan dari sejumlah alternatif yang ada dan atau 
tersedia guna melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sejalan 
dengan konsep kebijakan yang dikemukakan oleh Dye. 16  Suatu 
kebijakan dikatakan sebagai kebijakan publik jika memiliki 4 (empat) 
unsur, yaitu: 
a) Adanya pernyataan kehendak, berarti ada keinginan atau 
sejumlah kemauan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak 
melakukan sesuatu. 
b) Pernyataan didasarkan pada otoritas, berarti ada kewenangan 
yang dimiliki atau melekat pada diri seseoang pemegang atau 
                                                           
16. Faried Ali, Syamsu Alam, dan Sastro M. Wantu, Ibid, hal. 9 
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pemilik kewenangan dan atau pada kesatuan sistem seperti 
lembaga atau organisasi, terlepas dari mana kewenangan 
diperoleh, apakah lewat penunjukkan dan pengangkatan atau 
melalui suatu proses demokratiksasi yang berlangsung.  
c) Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika 
perlu melakukan pemaksaan kehendak. Ini berarti, bahwa untuk 
mencapai kehendak yang diinginkan oleh otoritas diperlukan 
kegiatan pengaturan dalam artian yang seluas – luasnya. 
Pegaturan yang dilakukan melalui kegiatan administrasi, melalui 
kegiatan pengelolaan (manajemen) dan melalui penuangan 
kehendak lewat aturan perundangan yang berlaku. 
Kesemuanya diarahkan pada terciptanya ketertiban dalam 
kehidupan organisasi. 
d) Adanya tujuan yang dikehendaki. Ini berarti mengandung arti 
yang luas, dapat saja tujuan dalam konteks ruang dan waktu 
capaian, dapat saja tujuan dalam konteks situasi dan keadaan 
seperti upaya peradaman konflik atau pencapaian kesepakatan 
dalam kehidupan kebersamaan dengan mempertimbangkan 
peran dan status. 
Lokus kebijakan pemerintahan dapat berupa siklus yang terus 
berputar. Berikut dapat dilihat Gambar 2: 
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Gambar 2. Lokus  dan fungsi kebijakan pemerintahan dalam 
hubungan pemerintahan 
Lokus kebijakan dalam proses pemerintahan (gambar b) 
menunjukkan “lokasi” kebijakan yang dimaksud. Dalam gambar terlihat 
jelas rute, proses, dan siklus pemerintahan. Ketiga macam bentuk 
aliran itu terus – menerus berlangsung. Misalnya fungsi perencanaan 
berjalan terus, kalau perencanaan produk yang satu salesai, 
perencanaan produk yang satu tadi terus berlangsung, proses 
perencanaan suatu produk tidak terhenti dengan keluarnya rencana, 
tetapi berlanjut, karena pelaksanaan rencana itu harus terus – 
menerus dipantau, dievaluasi, dan seterusnya. Jadi walaupun 
perencanaan itu sebagai rute dianggap terletak di rute 2, sebagai 
fungsi, proses, dan siklus, berjalan terus ke rute 3, 4, dan 
seterusnya.17 
                                                           
17. Taliziduhu Ndraha, Kybernology, Ilmu Pemerintahan Baru, Rineka Cipta, Jakarta, 
2011, hal. 493. 
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Pilihan – pilihan berupa masukan (input, IP) dari lingkungan 
setelah diproses, menjadi bahan mentah (policy agenda) buat proses 
pembuatan kebijakan (policy formulation). Jika kebijakan sudah 
diterapkan (alternative policy). Namun demikian, dalam proses 
implementasi kebijakan (rute 3), terdapat alternatif tentang instrumen, 
cara, gaya sesuai dengan kondisi implementasi kebijakan. Jika dalam 
proses implementasi sudah ditetapkan suatu intrumen, maka 
instrumen itulah yang digunakan, bukan yang lain, dan demikian 
seterusnya. 
Setiap kegiatan pemerintahan berhubungan dengan kebijakan. 
Pada setiap langkah dalam proses, fungsi, rute, dan siklus kebijakan, 
pihak yang diperintah terlibat atau dilibatkan. Kebijakan lahir karena 
adanya kewenangan untuk mengatur masyarakat melalui kekuasaan 
yang melekat pada pemerintah. Maka siklus kebijakan akan terus 
berputar hingga setiap masalah dapat dikendalikan. 
Berdasarakan uraian di atas, maka kebijakan pemerintah 
merupakan pernyataan berdasarkan kekuasaan yang melekat pada 
pemerintah yang bersangkutan. Kebijakan tersebut dikeluarkan 
melalui pengambilan keputusan bersama pemerintah dengan rakyat 
sehingga kebijakan yang dikeluarkan tetap berpihak pada rakyat. 
Kebijakan pemerintah khususnya pada bertujuan untuk melakukan 
pengaturan di masyarakat sehingga kebijakan ini akan terus berjalan 
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dan mengalami perubahan hingga masalah – masalah sosial dapat 
dikendalikan demi pembangunan daerah. 
 
2.2 Implementasi Kebijakan 
Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam 
siklus kebijakan publik. Implementasi sering dianggap hanya merupakan 
pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para 
pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan 
tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting 
karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat 
dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi 
merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan 
dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa konsep 
mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. 
Secara Etimologis, implementasi menurut kamus Webster yang dikutib oleh 
Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut: 
Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. 
Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to 
provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk 
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melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan 
dampak/akibat terhadap sesuatu.18 
Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan 
juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah 
“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat 
atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 
kebijakan”.19 
Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 
yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: 
Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang 
seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 
dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada 
masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam 
Widodo (2010:87)).20 
 
Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, 
disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan perwujudan dari 
kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pun masyarakat atau pun 
non pemerintah dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai 
dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan yang dikeluarkan. 
                                                           
18. Wahab dalam  Webster,  Dalam  Kamus  Besar  Webster,  Arena  Kami, 2006, hal. 
64 
19. Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Wahab, Analisis Kebijakan  Publik, Arena 
Kami, 2006, hal. 65. 
20. Mazmanian,  dalam  Widodo, Defenisi  Implementasi  Kebijakan. Arena Kami,  
2010, hal. 87. 
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2.2.1 Model Impelementasi Kebijakan 
1) Model Mazmanian dan Sabatiar 
Model ini dikemukakan oleh Hogwood dan Sabiter, model 
yang disusun atas dasar proses implementasi kebijakan. Sebagai 
suatu proses, ditegaskan bahwa dalam tahapan implementasi 
kebijakan terdapat tiga variabel bebas yang dapat berpengaruh, 
yaitu: (1) Mudah/tidaknya masalah dikendalikan, (2) Kemapuan 
kebijakan untuk menstruktur proses implementasi, dan (3) variabel 
di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Di 
antara ketiga variabel bebas, variabel (1) berpengaruh secara 
langsung terhadap variabel (2) dan (3). 
Adapun yang menjadi indikator dari variabel mudah/tidaknya 
masalah kebijakan adalah terdiri dari: 
1. Kesukaran – kesukaran teknis keseragaman perilaku kelompok 
sasaran. 
2. Presentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah penduduk. 
3. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan. 
Sedangkan pada variabel kemampuan kebijakan, indikatornya 
dapat disebutkan sebagai berikut: 
1. Kejelasan konsinstensi tujuan; 
2. Digunakannya teori kasual yang memadai; 
3. Ketetapan alokasi sumber dana; 
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4. Keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana; 
5. Aturan – aturan keputusan dari badan pelaksana; 
6. Rekrutmen pejabat pelaksana; 
7. Akses formal pihak luar. 
Variabel di luar kebijakan, indikatornya adalah: 
1. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi; 
2. Dukungan publik; 
3. Sikap dan sumber – sumber yang dimiliki kelompok – kelompok; 
4. Dukungan dari pejabat atasan; 
a) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat – pejabat 
pelaksana.21 
2) Model Hogwood dan Gunn 
Model ini dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn yang 
mejelaskan bahwa dalam mengimplementasi kebijakan negara 
secara sempurna diperlukan beberapa syarat berikut: (1) Hal yang 
akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius; (2) Untuk 
pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber – sumber yang 
cukup memadai; (3) Perpaduan sumber – sumber yang diperlukan 
benar – benar tersedia; (4) Kebijakan yang akan 
diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang 
andal; (5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya 
                                                           
21. Faried Ali, Syamsu Alam, dan Sastro M. Wantu, Op.Cit., hal. 94-95. 
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sedikit mata rantai penghubungnya; (6) Hubungan saling 
ketergantungan harus kecil; (7) Pemahaman yang mendalam dan 
kesepakatan terhadap tujuan; (8) Tugas – tugas terperinci dan 
ditempatkan dalam urutan yang tepat; (9) Komunikasi dan 
koordinasi yang sempurna; (10) pihak – pihak yang memiliki 
wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan 
kepatuhan sempurna.22   
3) Model Grindle 
Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan 
ditentukan oleh isi dan konteks implementasinya. Kedua hal 
tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu 
yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, 
sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil 
berupa dampak pada masyarakat individu dan kelompok serta 
perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan 
yang dilaksanakan.  Indikator isi kebijakan menurut Grindle adalah 
(1) Kepentingan yang dipengaruhi; (2) Tipe manfaat; (3) Derajat 
perubahan yang diharapkan; (4) Letak pengambilan keputusan; (5) 
Pelaksanaan program; (6) Sumber daya yang dilibatkan. 
Sedangkan kontesk implementasi indikator – indikatornya adalah: 
                                                           
22. Faried Ali, Syamsu Alam, dan Sastro M. Wantu, Ibid, hal. 95 
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(1) Kekuasaan, strategi aktor yang terlibat; (2) Karakteristik 
lembaga penguasa; (3) Kepatutan daya tanggap.23 
4) Meter dan Horn 
Model ini mengemukakan perbedaan – perbedaan dalam 
proses implementasi dipengaruhi olh sifat kebijakan yang akan 
dilaksanakan. Dikemukakan bahwa jalan yang menghubungkan 
antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah 
variabel – variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel tersebut 
terdiri dari : (1) Variabel ukuran dan tujuan kebijakan serta variabel 
sumber – sumber kebijakan sebagai dua variabel yang secara 
bersama – bersama mempengaruhi variabel komunikasi antar 
organisasi dan kegiatan pelaksana; (2) Variabel sumber – sumber 
kebijakan mempengaruhi pula variabel sikap para pelaksana dan 
variabel lingkungan: ekonomi, sosial, dan politik; (3) Variabel 
komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan 
mempengaruhi variabel sikap para pelaksana ddan ciri badan 
pelaksana; (4) Variabel lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik, 
mempengaruhi variabel ciri badan pelaksana dan variabel sikap 
para pelaksana; (5) Variabel ciri badan pelaksana di samping 
mempengaruhi variabel sikap para pelaksana juga mempengaruhi 
variabel komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana; (6) 
                                                           
23. Faried Ali, Syamsu Alam, dan Sastro M. Wantu, Ibid, hal. 95-96 
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terakhir, variabel siap para pelaksana yang telah terbentuk oleh 
berbagai variabel yang mempengaruhi prestasi kerja, sebaliknya 
prestasi kerja akan dipengaruhi pula oleh ciri badan pelaksana.24   
Dari serangkaian model implementasi kebijakan yang 
dikemukakan di atas, model implementasi kebijakan dari Grindle 
yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh 
isi dan konteks implementasinya. Kedua hal tersebut harus 
didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan 
dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam 
pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak 
pada masyarakat individu dan kelompok serta perubahan dan 
penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang 
dilaksanakan. Melalui variabel ini dapat dikaitkan pada 
implementasi setiap program gemar MTR. Kelompok sasaran, 
pejabat bertugas, dan dukungan dari semua sumber yang 
berkaitan dengan program ini dapat menjadi pengaruh dalam 
implementasi setiap program. 
 
 
 
 
                                                           
24. Faried Ali, Syamsu Alam, dan Sastro M. Wantu, Ibid, hal. 96 
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2.3 Analisis Kebijakan 
Analisis dapat dilakukan terhadap berbagai segi aspek kehidupan 
manusia, baik ekonomi, politik maupun hal lainnya. Analisis oleh para ahli 
diartikan cukup beragam. Analisis menurut Dale Yoder diartikan sebagai 
prosedur melalui fakta – fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan 
yang diperoleh dan dicatat secara sistematis. 25  Berdasarkan pendapat 
tersebut maka dalam melakukan suatu analisis perlu dilakukan beberapa 
prosedur yang berhubungan fakta-fakta yang akan diamati. Adanya prosedur 
tersebut maka akan terjadinya pemecahan bagian-bagian dalam melakukan 
suatu pengamatan.  
Pendapat lain mengenai analisis juga diungkapkan oleh Supriyono, 
sebagai penelusuran kesempatan atau tantangan atau sumber. Analisis juga 
melibatkan pemecahan suatu keseluruhan ke dalam bagian-bagian untuk 
mengetahui sifat, fungsi dan saling berhubungan antar bagian tersebut. 26 
Analisis sangat diperlukan atau penting karena sifat dari lingkungan sangat 
dinamis dan berubah dengan cepat.  
Menurut Dale Yoder seperti yang dikutif oleh A.A. Anwar Prabu 
Mangkunegara dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia 
Perusahaan analisis didefinisikan sebagai: “Prosedur melalui fakta-fakta yang 
                                                           
25. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen sumber daya manusia perusahaan, 
Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal. 13. 
26. A. Dan Supriyono W Ahmad, Psikologi Belajar, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 
89. 
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berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara 
sistematis”. 27 
Berdasarkan hal di atas bahwa dalam menganalisis peneliti melakukan 
kajian terhadap suatu objek riset dengan terlebih dahulu memecahnya ke 
dalam beberapa bagian. Kegiatan analisis merupakan proses kerja dari 
rentetan tahapan pekerjaan sebelum riset didokumentasikan melalui tahapan 
penulisan laporan.  
Sisi mekanisme dan substantif, analisis dapat dilihat dari berbagai 
perspektif. Purnawan menjelaskan analisis dapat di lihat dari:  
a) Secara Mekanis, dalam tahapan analisis akan terjadi: (a) 
Perubahan angka dan catatan hasil pengumpulan data jadi 
informasi yang lebih mudah dipahami. (b) Penggunaan alat 
analisis yang bermanfaat untuk membuktikan hipotesis ataupun 
pendeskripsian variabel riset secara benar, bukan kebetulan saja. 
(c) Penginterprestasian berbagai informasi dalam kerangka yang 
lebih luas, atau inferensi ke populasi, untuk menjawab 
pertanyaan – pertanyaan yang muncul. 
b) Secara Substantif, dalam tahapan analisis dilakukan proses: (a) 
Membandingkan dan mengetes teori atau konsep dengan 
informasi yang ditemukan. (b) Mencari dan menentukan konsep 
baru dari data yang dikumpulkan. c) Mencari penjelasan apakah 
                                                           
27. Anwar Prabu Mangkunegara,Op.Cit, hal. 13 
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konsep baru itu berlaku umum, atau baru terjadi bila ada kondisi 
tertentu.28 
Persepektif analisis baik dilihat secara mekanis atau substantif maka 
akan lebih memudahkan dalam menganalisis. Selain itu, kita dapat 
menentukan dari sisi mana kita akan menganalisis. Analisis yang 
memungkinkan kita melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variable 
secara bersamaan, dengan menggunakan teknik analisis ini maka kita dapat 
menganalisis pengaruh beberapa variable terhadap variabe –variabel lainnya 
dalam waktu yang bersamaan. 
Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang 
dan dalam proses pembuatan kebijakan.29 Dalam menciptakan pengetahuan 
tentang proses pembuatan kebijakan analis kebijakan meneliti sebab, akibat 
dan kinerja kebijakan dan program publik. Jika pengetahuan tentang 
kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota – 
anggota badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bersama dengan warga 
negara yang memiliki peranan dalam keputusan – keputusan publik, dapat 
menggunakan hasil – hasil analisis kebijakan untuk memperbaiki proses 
pembuatan kebijakan dan kinerjanya. Hal ini disebabkan efektivitas 
pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap stok pengetahuan 
                                                           
28. Abdul Halim,  Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama, 
Salemba empat, Jakarta, 2002, hal. 35. 
29. Harold D. Lasswel, A Preview of Policy Science, American Elsevier Publishing, 
New York Co, 1971, hal 1. 
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yang tersedia, komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi 
penting sekali dalam praktik dan teori pembuatan kebijakan publik.30   
Berdasarkan uraian di atas maka prespektif analisis yang akan 
digunakan oleh penelitian ini adalah prespektif secara mekanis. Secara 
mekanis, penulis akan mencoba mengumpulkan informasi dan 
mendeskripsikannya sehingga mampu membuktikan penelitian yang 
dilakukan melalui fakta – fakta di lapangan. Penulis akan menganalisis 
melalui sebab, akibat dan kinerja aparat serta program pemerintah. 
2.3.1 Pendekatan Analisis Kebijakan 
Analisis kebijakan diharapkan dapat menghasilkan informasi – 
inormasi dan argumen – argumen yang masuk akal megenai tiga macam 
pertanyaan: (1) nilai – nilai yang diperoleh menjadi tolak ukur apakah 
suatu masalah telah dapat dipecahkan; (2) fakta – fakta yang 
keberadaannya dapat membatasi atau mempertinggi pencapaian nilai – 
nilai; (3) tindakan – tindakan dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan 
pencapian nilai – nilai dan pemecahan masalah – masalah. Untuk 
keperluan tersebut, analisis dapat menggunakan satu atau lebih dari tipe 
pendekatan analisis: yang menurut Dunn, ada 3 (tiga) pendekatan yang 
dapat digunakan dalam menganalisis kebijakan, yaitu: 
 
                                                           
30. Harold D. Lasswel, Ibid. hal. 1 
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a) Pendekatan empirik, 
b) Pendekatan evaluatif, dan  
c) Pendekatan normatif.31 
Tabel 1. Tiga Pendekatan dalam Analisis Kebijakan32 
Pendekatan  Pertanyaan Utama Tipe Informasi 
Empirik Adakah dan akankah ada (fakta) Deskriptif dan Prediktif 
Evaluatif Apa manfaatnya (nilai) Evaluatif 
Normatif  Apakah manfaat yang harus 
diperbuat (aksi) 
Preskriptif  
Ketiga pendekatan tersebut dapat digunakan dalam menganalisis 
kebijakan dalam tiga tahapan dan setiap tahapan memiliki pertanyaan 
pokok serta tipe informasi yang dibutuhkan. 
Pendekatan empirik adalah pendektan yang dilakukan terhadap 
relaitas – realitas kebijakan yang terjadi. Pendekatan ini diperlukan baik 
pada tingkat perumusan maupun pada tingkat implementasi dan evaluasi. 
Informasi yang diharapkan adalah dapat menerangkan dan menunjukkan 
fakta – fakta yang terjadi. Hasilnya dapat menampilka informasi dalam 
dua model analisis, yaitu model analisis prediksi dan model analisis 
deskriptif.  
                                                           
31. Faried Ali, Syamsu Alam, dan Sastro M. Wantu, Op.Cit., hal. 27 
32. William N. Dunn, Op.Cit., hal. 98 
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Model analisis prediksi digunakan bagi informasi sebelum (ex ante) 
diputuskan sebagai suatu rumusan atau suatu informasi sebelum 
diimplementasikan. Sedangkan model deskriptif ditujukan untuk informasi 
yang sudah (ex post) dirumuskan dan atau sudah diimplementasikan. 
Pada tahap perumusan, model analisis prediksi akan dapat 
mengungkapkan informasi berkaitan dengan realitas dan apa yang akan 
dijanjikan sebagai komitmen, realitas dari sejumlah faktor yang 
berpengaruh dan relaitas kemungkinan penerimaan kelompok sasaran 
atas apa yang dijanjikan, sebelum dilakukan perumusan kebijakan. Hasil 
analisis akan dapat meramalkan (prediksi) apa yang akan terjadi atas apa 
yang dijanjikan kelak yang dijanjikan itu dirumuskan. 
Pada tahap implementasi, model analisis prediksi akan dapat 
mengungkapkan realitas faktor – faktor yang memungkinkan kinerja 
kebijakan dapat melaksanakan komitmen yang telah dirumuskan. 
Pengungkapan realitas faktor yang berpengaruh sebelum komitmen 
kebijakan yang dijalankan. Hasil analisis akan dapat meramalkan kinerja 
kebijakan ketika komitmen itu dirumuskan untuk selanjutnya 
diimplementasikan. 
Pada tahan evaluasi, model prediksi dapat mengungkapkan 
realitas kinerja kebijakan sebelum dilakukan evaluasi, sehingga hasil akan 
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dapat digunakan dalam melakukan ramalan atas bagaimana kinerja 
seharusnya setelah dilakukan evaluasi. Sedangkan model deskriptif, pada 
tahap perumusan, analisis dilakukan untuk menggambarkan realitas dari 
rumusan kebijakan dan realitas atas implementasi kebijakan, sehingga 
hasil yang diharapkan akan memperlihatkan sejumlah informasi yang 
telah terjadi berkaitan dengan perumusan dan implementasi. 
Pendekatan evaluatif adalah pendekatan terhadap informasi hasil 
penilaian atas apa yang diinginkan oleh kebijakan baik itu nilai dalam 
harapan jangka pendek (effect) maupun nilai dalam harapan jangka 
panjang (Impact). Pendekatan ini jika diterapkan akan memperlihatkan 
adanya suatu deviasi sebab nilai harapan yang ditentukan akan berbeda 
jika berhadapan dengan nilai faktual. Hasil pendekatan akan dapat 
diketahui dari hasil evaluasi terhadap rumusan keijakan dan implementasi 
kebijakan. 
Pendekatan normatif adalah pendekatan atas informasi yang 
berkaitan dengan dipertahankannya kegiatan – kegiatan kebijakan 
sebagai suatu keharusan normatif. Dalam pendekatan ini, informasi dilihat 
sebagai sesuatu yang seyogyanya secara hukum atau aturan tingkah laku 
yang bersifat khusus yang harus terjadi. 
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Setiap pendekatan mengahasilkan rekomendasi sebagai hasil dari 
analisis yang digunakan. Rekomendasi kebijakan merupakan proses 
rasional dimana analisis menghasilkan informasi dan argumen yang 
masuk akal mengenai pemecahan – pemecahan potensial atas masalah, 
atau kebijakan. Tuntutan kebijakan tidak boleh dikacaukan dengan tujuan 
emosional, program partai yang bersifat  ideologis, atau aktivitas politik 
lainnya. 
Analisis kebijakan tidak sekedar menghasilkan informasi tetapi juga 
memindahkan argumen yang bernalar mengenai kebijakan. Argumen 
kebijakan mencerminkan alasan mengapa berbagai kelompok dalam 
masyarakat tidak sepaham mengenai alternatif kebijakan yang 
disampaikan terbuka oleh pemerintah yang mengundang dapat pendapat 
dan pemikiran mengenai isu kebijakan yang diperlukan. 
Setiap argumen kebijakan mempunyai enam elemen, yaitu: 
a) Informasi yang relevan dengan kebijakan; 
b) Tuntutan kebijakan, merupakan kesimpulan dari argumen 
kebijakan, dan konsekuensi logis dari informasi yang relevan 
dengan kebijakan yang diperlukan; 
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c) Pembenaran, yang berperan membawa informasi yang relevan 
dengan kebijakan ke tuntutan kebijakan dalam keadaan dimana 
terdapat ketidaksepahaman; 
d) Dukungan yang berisi asumsi – asumsi atau argumen tambahan 
yang dapat digunakan untuk mendukung pembenaran maupun 
berupa bantahan atau penolakan; 
e) Bantahan merupakan kesimpulan asumsi atau argumen bahwa 
kondisi yang melatar belakangi tuntutan di tolak dapat di terima 
dengan syarat; 
f) Syarat menyajikan tingkat seberapa jauh analisis diyakini 
kebenaran isi komitmen. 
Keenam elemen disebutkan adalah menjadi struktur argumen kebijakan 
yang menggambarkan analis menggunakan alasan dan bukti yang 
menuntun kepada pemecahan masalah kebijakan. Jadi tidak sekedar 
mengahasilkan informasi dan memindahkan. 
Analisis kebijakan menerapkan beberapa metode penelitian untuk 
menghasilkan pelbagai informasi. Tipe informasi yang relevan dengan 
kebijakan adalah yang bersangkut paut dengan : 
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a) Masalah kebijakan, yaitu informasi yang berkaitan dengan 
kebutuhan, nilai, atau keinginan yang belum terpuaskan yang dapat 
diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan kebijakan; 
b) Alternatif kebijakan, yaitu informasi yang berkaitan dengan arah 
tindakan yang secara potensial dapat memberi sumbangan pada 
pencapaian nilai – nilai dan pemecahan masalah kebijakan; 
c) Tindakan kebijakan, yakni informasi yang berkaitan dengan gerakan 
atau serangkaian gerakan yang diturunkan oleh alternatif kebijakan 
yang dirancang untuk mencapai nilai – nilai tertentu; 
d) Hasil kebijakan, yaitu informasi yang berkaitan dengan akibat yang 
dapat diobservasi dan tindakan kebijakan; 
e) Hasil guna kebijakan, yaitu informasi yang berkaitan dengan tingkat 
seberapa jauh hasil kebijakan memberi sumbangan pada 
pencapaian nilai. 
Penggunaan pelbagai metode penelitian untuk menghasilkan 
inforamsi dan argumen yang argumentatif, tidak menjamin bahwa hasil 
analisis kebijakan akan digunakan oleh para pengambil kebijakan. 
Analisis kebijakan pada dasarnya merupakan proses kognitif sedangkan 
pembuat kebijakan merupakan proses politik. Struktur kekuasaan politik, 
fisibilitas politik dan karakter pengambil keputusan merupakan faktor lain 
yang mempengaruhi. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka pendekatan analisis yang 
digunakan adalah pendekatan empirik. Pendekatan ini menitikberatkan 
pada realitas – realitas atau kondisi real yang terjadi di lapangan. Melalui 
informasi yang diperoleh akan menunjukkan fakta – fakta yang kemudian 
dideskripsikan dalam bentuk argumen jadi tidak sekedar menghasilkan 
informasi tapi juga menerangkannya.  
2.3.2 Ruang Lingkup Analisis Kebijakan 
Secara konseptual kebijakan pada dasarnya berkenaan dengan 
otoritas yang dilakukan oleh para pemegang otoritas untuk melakukan 
pengaturan berbagai kepentingan publik dalam berbagai dimensi di 
tengah – tengah begitu banyak faktor yang saling pengaruh 
mempengaruhi, yang secara subtansial hanya berkenaan dengan 
persoalan keputusan dan tindakan yang para pemegang otoritas untuk 
kepentingan publik selaku para kelompok sasaran, pada hakikatnya 
adalah ditujukan untuk memecahkan masalah – masalah kemanusiaan. 
Hal ini berkenaan dengan aspek yang multi dimensi, semua aspek yang 
bersentuhan dengan kepentingan manusia dan hakikat kemanusiaannya. 
Hakekat manusia, membutuhkan pertumbuhan dan 
perkembangannya yang teratur serta di dalam perlakuan tidak saja 
sebagai manusia individu yang memiliki berbagai peran dan status 
kelompok, mulai dari kelompok yang sederhana seperti keluarga hingga 
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pada kelompok bangsa dalam suatu kehidupan organisasi negara, yang 
memerlukan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan pemberdayaan. 
Sedangkan hakikat kemanusiaan bersentuhan dengan perlakuan potensi 
yang dimiliki yang memerlukan pertumbuhan dan pembinaan. Baik 
sebagai manusia maupun dalam hakekat kemanusiaannya, 
keberadaannya tidak signifikan dengan kesulitan atau tingkat kemudahan 
yang dialami akan tetapi selalu berada dalam berbagai permasalahan 
atau dalam perbedaan nilai yang diinginkan itulah mendorong 
dilakukannya pengaturan oleh para pemegang otoritas baik itu 
berlangsung dalam komitmen yang terjadi secara sepihak atau oleh 
kesepakatan semua orang melalui kebijakan yang dirumuskan dan 
tindakan yang dilakukan. 
Berpedoman pada ruang lingkup kajian dari kebijakan dan 
dikaitakan dengan analisis sebagai metode yang digunakan lebih dari 
satu metode atau lebih satu macam penganalisisan, maka ruang lingkup 
analisis kebijakan adalah seluas ruang lingkup masalah nilai – nilai 
kemanusiaan yang dapat dilakukan analisis secara deskripsi, evaluasi, 
prediksi, dan preskripsi yang dapat diperbandingkan atau 
dipertentangkan menurut waktu penggunaan (sebelum dan sesudah 
dilakukan tindakan).33 
 
                                                           
33. Faried Ali, Syamsu Alam, dan Sastro M. Wantu, Ibid., hal. 25-26. 
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2.3.3 Prosedur Analisis Kebijakan 
Metodeologi analisis kebijakan menggabungkan 5 (lima) prosedur 
umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia : defenisi, 
prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Dalam analisis kebijakan 
prosedur – prosedur tersebut memperoleh nama – nama khusus. 
Perumusan masalah (defenisi) menghasilkan informasi nama – nama 
khusus. Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai 
konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, 
termasuk tidak melakukan sesuatu. Rekomendasi (preskripsi) 
menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari 
konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah. Pemantauan 
(deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan 
masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Evaluasi yang 
mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari -  hari, 
menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi 
pemecahan atau pengatasan masalah. Kelima prosedur analisis 
kebijakan tersebut disajikan gelap dalam gambar berikut. 34 
 
 
 
 
                                                           
34. William N. Dunn, Op.Cit, hal. 21-22 
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Gambar 3. Analisis Kebijakan yang berorientasi pada masalah 
 
 
G 
 
Kelima gambar analisis kebijakan yang ditunjukkan pada Gambar  
3 berguna sebagai alat untuk menggambarkan keterkaitan antara metode 
– metode dan teknik – teknik analisis kebijakan. Metode analisis kebijakan 
adalah prosedur umum untuk menghasilkan dan mentransformasi 
informasi yang relevan dengan kebijakan dalam berbagai konteks. Setiap 
metode didukung oleh sejumlah teknik, yaitu prosedur yang relatif khusus 
digunakan bersama – sama dengan metode – metode tertentu untuk 
menjawab pertanyaan – pertanyaan yang lebih sempit.35  
 
                                                           
35 William N. Dunn, Ibid, hal. 23 
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2.4 Program Gerakan Masyarakat Makassar ta’ Tidak Rantasa 
Gerakan Masyarakat Makassar ta‟ Tidak Rantasa adalah kebijakan 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar bulan Juni 2014 
berdasarkan Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 
tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) 
Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta‟ Tidak Rantasa (Gemar MTR) 
Kota Makassar. Gemar MTR sama dengan istilah Makassar bersih atau 
Makassar tidak jorok. Rantasa adalah antonim dari kata “bersih”. 
Penggunaannya sangat populer di segala lapisan masyarakat terutama 
kalangan menengah bawah. Meskipun sesungguhnya merupakan bahasa 
daerah bagi etnis Makassar, namun penggunaanya sudah seperti bahasa 
Indonesia. Seringkali kata ini terselip ketika sedang berkomunikasi 
menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan, kata “tidak” pada MTR sendiri 
adalah bahasa Indonesia resmi. 
Dari aspek sosiologis, fenomena rantasa’ di Makassar selalu identik 
dengan kehidupan kelompok warga kelas menegah bawah, baik secara 
ekonomi maupun secara akademik. Kelompok ini umumnya menggunakan 
istilah rantasa’ untuk menjelaskan kondisi jorok, kotor, atau tidak bersih. 
Secara psikologis, istilah „bersih‟ seakan bukan bagian dari kehidupan sehari 
– hari. Istilah „bersih‟ tidak menginternalisasi dalam diri dan membentuk rasa 
bahasa dalam kehidupan mereka maka terjadi polarisasi segmen. Istilah 
bersih segmen kelas atas. Sementara istilah “tidak rantasa’” bagi segmen 
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kelas menengah bawah. Penggunaan bahasa, segmen atas jauh lebih 
mudah mencerna istilah „bersih‟ sehingga, penggunaan nama dari program 
Makassar ta‟ Tidak Rantasa’ merupakan strategi untuk menjangkau semua 
segmen. 
Arti Rantasa’ dalam penggalan kata nama kebijakan Gemar MTR 
identik dengan lingkungan yang kotor. Dalam kebijakan Gemar MTR bukan 
sekedar program kebersihan tapi program perubahan perilaku masyarakat. 
Perubahan dari perilaku jorok (rantasa’) menjadi tidak rantasa’ (bersih). 
Penggunaan kata rantasa’  ini diharapkan mampu dipahami oleh setiap 
segmen kelas sehingga tujuan dalam merubah perilaku dapat tercapai.36 
Pada awal kepemimpinan Moh. Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal 
selaku Walikota dan Wakil Walikota  Kota Makassar dihadapkan dengan 
kondisi Kota Masyarakat yang membutuhkan perhatian. Pada tahun 2013 
data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar, Kota Makassar 
dengan luas 177.557 ha, ini mampu memproduksi sampah hingga 550 ton, 
atau sekitar 4.000 meter kubik per hari.37 Pada tahun 2014, data  dari  Dinas  
Perhubungan  Kota  Makassar, pertumbuhan  kendaraan  dalam  kurung  
waktu  5  tahun  terakhir  mencapai  22% pertahun,  sementara  perbaikan  
dan  peningkatan  infrastruktur  terutama  sarana jalan  tidak  sebanding  
                                                           
35. Rusdin Tompo,  Op.Cit., hal. 153-154 
36. Herni Amir, “Sehari, volume sampah di Kota Makassar capai 550 ton”, 
SindoNews.com, 29 Juni 2013, 
http://daerah.sindonews.com/read/755458/25/sehari-volume-sampah-di-kota-
makassar-capai-550-ton-1372492281, diakses 3 Juni 2014, pukul 21.18 Wita. 
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dengan  pertumbuhan  prasarana  dan  sarana  transportasi, sehingga  akibat  
yang  dirasakan  sekarang  terutama  jam  sibuk  pagi,  siang  dan malam  
sering  terjadi  gangguan  arus  lalulintas  dibeberapa  ruas  jalan  Kota 
Makassar. 38  Tahun 2014, data dari Kepolisian Resort Kota Besar 
(Polrestabes) Makassar kasus kriminal sebanyak 1.343 kasus yang 
meningkat 2% dari tahun 2013 lalu dan kasus narkoba sebanyak  216 
kasus.39 Pada tahun 2013, pendapatan perkapita Kota Makasssar mencapai 
Rp 37,23 juta hanya saja Bappeda Makassar mencatat, sebanyak 432.115 
jiwa atau 131.299 kepala keluarga masih hidup dan menetap pada kawasan 
pemukiman kumuh. Kawasan kumuh identik dengan penduduk kategori 
miskin.40 Timbunan sampah yang banyak, kemacetan di setiap ruas jalan, 
kasus kriminal yang meningkat dan pemukiman kumuh serta masalah – 
masalah kota lainnya yang harus segera diatasi. 
Gemar MTR ini lahir dari visi misi Moh. Ramdhan Pomanto dan 
Syamsu Rizal selaku Walikota dan Wakil Walikota. Gemar MTR diluncurkan 
pada acara akbar A‟bbulo Sibatang Lompoa di Celebes Convention Center, 
15 Juni 2014. Pada peleuncuran Gemar MTR Pak Danny yang dihadiri 
sekitar 15 ribu orang mengharapkan kedepannya Kota Makassar tidak ada 
                                                           
37. Ir. Abdul Kadir Salim, MT, “Studi Karakteristik Infrastruktur Dan Penanggulangan 
Kemacetan Lalulintas Kota Makassar”, 2014. 
38. Makassar UPKES, “Kasus Curanmor di Makassar Naik 2 Persen”, 
OnlineBeritaKotaMakassar, 1 Januari 2014, 
http://www.beritakotamakassar.com/bkm-kriminal/item/8991-kasus-curanmor-di-
makassar-naik-2-persen, diakses 3 Juni 2015, pukul 21.35 Wita. 
39. Rusdin Tompo, op Cit,hal. ix 
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lagi sampah yang berserakan sehingga dukungan dari masyarakat sangat 
dibutuhkan agar tidak ada lagi sampah di kota dan juga di lorong -  lorong.41 
Adapun visi dan misi pada saat mencalonkan menjadi Walikota dan Wakil 
Walikota Makassar.  
Visi : Mewujudkan Kota Dunia Untuk Semua, Tata Lorong Bangun 
Kota Dunia. 
Misi : 
1) merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar 
dunia; 
2) merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia; dan 
3) mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas 
bebas korupsi.  
Ada 2 (dua) kalimat yang menjadi landasan dari Gemar MTR ini. 
Pertama, merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar 
dunia. Pada misi ini ada pencapian yang ingin diwujudkan dengan mengubah 
perilaku nasib masyarakatnya menjadi lebih baik dan sejahtera sesuai 
standar dunia. Melalui misi ini ada program – program yang menjadi titik 
konsentrasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapainya 
yang disebut “Delapan Jalan Masa Depan”. Berikut program tersebut. 
1) Menuju bebas pengangguran. 
                                                           
40. Makassar, UPEKS, “Peluncuran MTR”, Ujung Pandang Ekspress, 16 Juni 2014, 
http://www.academia.edu/8483397/MAKASSAR_UPEKS, 4 Juni 2015, pukul 20.20 
Wita. 
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2) Jaminan sosial keluarga serba guna untuk semua. 
3) Pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam. 
4) Deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah. 
5) Sampah kita DIA tukar beras. 
6) Training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan. 
7) Rumah kota murah untuk rakyat kecil. 
8) Hidup hijau dengan kebun kota. 
Misi kedua dengan merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas 
dunia yang juga memiliki titik konsentrasi sebagai berikut. 
1) Atasi macet, banjir, sampah, dan masalah perkotaan lainnya. 
2) Bentuk badan pengendali pembangunan kota. 
3) Bangun waterfront city selamatkan pesisir dan pulau-pulau Makassar. 
4) Bangun sistem transportasi publik kelas dunia. 
5) Lengkapi infrastruktur kota berkelas dunia. 
6) Bangun biringkanal city dan delapan ikon kota baru lainnya. 
7) Bangun taman temati. 
8) Tata total lorong. 
Delapan jalan masa depan ini memuat program – program dari Gemar 
MTR salah satunya menukar sampah dengan beras. Pada aspek kebersihan 
ada beberapa program yang menjadi bagian dari Gemar MTR. Di antaranya 
program – program tersebut yakni;  1) Kontainer  sampah tidak akan ada lagi 
di ruang kota Makassar. Adanya penyediaan kantong plastik sampah di 
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setiap rumah maka sampah tersebut akan langsung diangkut oleh armada 
kebersihan dan langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir. 2) Adanya 
jadwal pembuangan sampah pada malam hari di mulai pukul 19.00 hingga 
pukul 21.00 WITA. Hal ini berhubungan dengan adanya pemberian sanksi 
sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pelanggaran membuang sampah 
sembarangan serta mengangkut sampah pada siang hari. Operasi 
kebersihan dilakukan di malam hari karena ketika sampah dibuang di siang 
hari maka memungkinkan sampah berserakan disebabkan tiupan angin atau 
pun gangguan hewan. Adapun program yang terkait dari Gemar MTR yakni; 
(1) Lisa (Lihat Sampah Ambil), (2) Mabasa (Makassar Bebas Sampah), (3) 
Mabelo (Makassar Bersih Lorong), dan (4) Aku dan Sekolahku tidak 
Rantasa‟. Keempat program ini bertujuan merubah pola hidup masyarakat 
pada khususnya menjadi lebih baik dan sejahtera dan mengubah kota 
Makassar pada umumnya menjadi kota yang nyaman untuk semua. 
 
2.5 Kerangka Konsep 
Kebijakan sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh badan-badan dan 
aparat pemerintah, disadari bahwa kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh 
para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Pada sistem kebijakan, terdapat 3 
(tiga) elemen yang saling mengaitkan. Kebijakan, pelaku kebijakan dan 
lingkungan kebijakan. Kebijakan yang dibuat pemerintah dikeluarkan untuk 
melakukan pengaturan dalam masyarakat. Para pelaku kebijakan bertugas 
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untuk menjalankan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan pemerintahan. 
Sedangkan lingkungan kebijakan mempengaruhi jalannya kebijakan tersebut. 
Berdasarkan Keputusan Walikota Makassar No. 
660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan 
Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar 
Ta‟ Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar, Gemar MTR muncul 
sebagai kebijakan awal pemerintahannya yang menjadi program revolusi 
mental bagi Kota Makassar. Dalam pelaksanaan Gemar MTR, pemerintah 
berkeinginan untuk mengubah masyarakat yang berperilaku “rantasa” 
menjadi pribadi yang bersih. Gemar MTR ini mempengaruhi dua elemen 
dalam sistem kebijakan, yakni Lingkungan dan Pelaku Kebijakan. Gemar 
MTR dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat selaku pelaku kebijakan 
yang berimplikasi pada lingkungan kebijakan. Para pelaku kebijakan 
diharapkan mampu menjadi pendukung dengan berpartisipasi bukan menjadi 
penghambat dalam kebijakan tersebut. Pemerintah diharapkan mampu 
memahamkan dan memfasilitasi setiap program dari Gemar MTR yang 
dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam pelaksanaan 
kebijakan. Pemahaman masyarakat harus ditingkatkan demi menumbuhkan 
kesadaran masyarakat akan pentingnya berperilaku tidak “rantasa”. Gemar 
MTR yang dalam penelitian ini berfokus pada bidang kebersihan diharapkan 
mempengaruhi lingkungan kebijakan dari lingkungan yang „rantasa‟ menjadi 
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lebih bersih. Kemudian pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan saling 
mempengaruhi, ketika pelaku kebijakan dapat maksimal dalam 
melaksanakan setiap program dari Gemar MTR maka akan terjadi perubahan 
pada lingkungan kebijakan dan begitu pula sebaliknya. Perubahan tersebut 
kemudian akan mempengaruhi kebijakan itu sendiri, akan tetap seperti itu 
atau akan melakukan inovasi di dalamnya. 
Gambar 4. Kerangka Konsep Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian merupakan cara alamiah untuk memperoleh data 
dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Data yang didapat dari penelitian ini 
digunakan untuk memecahkan, memahami serta mengantisipasi masalah 
yang sangat menunjang pada penyusunan hasil penelitian. 
3.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 
Kota Makassar adalah salah satu kota di Indonesia yang mengeluarkan 
kebijakan menggunakan bahasa asli daerahnya dalam mencapai tujuan 
pembangunan kota utamanya dalam mencapai visi Kota Makassar yaitu 
“Makassar Kota Dunia yang Nyaman untuk semua”. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang 
memberikan gambaran tentang pelaksanaan program dan hasil dari Gemar 
MTR di Kota Makassar. Pada umumnya kegiatan penelitian deskriptif meliputi 
pengumpulan data, analisis data, interprestasi data serta diakhiri dengan 
kesimpulan pada penganalisisan data tersebut. 
 
 
51 
 
3.3 Sumber Data 
Penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber yaitu, data primer dan 
data sekunder 
1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
responden/informan dengan memakai teknik pengumpulan data 
berupa interview (wawancara) melalui kuisoner. Penelitian ini lebih 
menekankan pada data primer untuk mengetahui analisis dari 
kebijakan tersebut.  Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik Purposive sampling yang merupakan suatu 
metode yang sengaja dilakukan dengan pertimbangan bahwa 
responden/informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan 
berkompeten terhadap persoalan yang diteliti. Jumlah narasumber ada 
101 (seratus puluh satu) dengan rincian sebagai beriku: 
a. Jumlah informan 
1) 1 (satu) pembuat Kebijakan/Walikota Makassar,  
b. Jumlah responden 
1) 25 (dua puluh lima) pihak pemerintah dari Dinas, Kecamatan 
dan Kelurahan,  
2) 30 (tiga puluh) dari pihak sekolah, dan 
3) 45 (empat puluh lima) dari pihak masyarakat. 
 Ada pun narasumber  yang menjadi sumber data adalah sebagai 
berikut: 
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a. Wali Kota Makaassar, Moh. Ramdhan Pomanto, sebagai kepala 
daerah Kota Makassar yang menggagas Gemar MTR. 
b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar, sebagai 
lembaga pemerintahan yang berfokus pada bidang kebersihan. 
c. Kecamatan se-Kota Makassar, terdiri dari 14 (empat belas) 
kecamatan, meliputi: (1) Kecamatan Mariso, (2) Kecamatan 
Mamajang, (3) Kecamatan Tamalate, (4) Kecamatan Rappocini, (5) 
Kecamatan Makassar, (6) Kecamatan Ujung Pandang, (7) 
Kecamatan Wajo, (8) Kecamatan Bontoala, (9) Kecamatan Ujung 
Tanah, (10) Kecamatan Tallo, (11) Kecamatan Panakukang (12) 
Kecamatan Manggala, (13) Kecamatan Biringkanaya, (14) 
Kecamatan Tamalanrea. 
d. Lurah  di Kota Makassar, terdiri dari 2 (dua) kelurahan dari tiap 
kecamatan yang dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 
1) Jumlah penduduk terbesar dan terkecil dengan asumsi bahwa 
produksi sampah relatif akan pararel dengan  besaran jumlah 
penduduk; 
2) Pasar tradisional sebagai salah satu lokasi yang banyak 
memproduksi sampah; 
3) Sekolah sebagai sarana program Gemar MTR; dan  
4) Pertimbangan – pertimbangan lain yang dianggap relevan. 
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Adapun kelurahan yang terpilih berdasarkan pertimbangan tersebut 
meliputi: 
a) Kecamatan Mariso 
(1) Kelurahan Panambungan dengan jumlah penduduk paling 
banyak 11.923 
(2) Kelurahan Kampung Buyang dengan jumlah penduduk 
paling sedikit 3.695 
b) Kecamatan Mamajang 
(1) Kelurahan Sambung Jawa dengan jumlah penduduk paling 
banyak 10.742 
(2) Kelurahan Labuang Baji dengan jumlah penduduk paling 
sedikit 1.351 
c) Kecamatan Tamalate 
(1) Pasar Pa‟baeng – Baeng di Kelurahan Pa‟baeng – Baeng. 
d) Kecamatan Rappocini 
(1) Kelurahan Gunung Sari dengan jumlah penduduk paling 
banyak 40.032 
(2) Kelurahan Bonto Makkio dengan jumlah penduduk paling 
sedikit 4.965 
e) Kecamatan Makassar 
(1) Kelurahan Maccini Gusung dengan jumlah penduduk paling 
banyak 8.221 
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(2) Kelurahan Maradekaya Selatan dengan jumlah penduduk 
paling sedikit 2.022 
f) Kecamatan Ujung Pandang 
(1) Kelurahan Lajangiru dengan jumlah penduduk paling banyak 
5.966 
(2) Kelurahan Mangkura dengan jumlah penduduk paling sedikit 
1.457 
g) Kecamatan Wajo 
(1) Pasar Panampu di Kelurahan Pattunuang  
h) Kecamatan Bontoala 
(1) Pasar Terong di Kelurahan Wajo Baru 
i) Kecamatan Ujung Tanah 
(1) SDN 1 Ujung Tanah di Kelurahan Pattingaloang Baru  
j) Kecamatan Tallo 
(1) SMAN 17 Makassar di Kelurahan Lembo  
k) Kecamatan Panakukang 
(1) SDN Unggulan 1 Toddopuli di Kelurahan Paropo  
l) Kecamatan Manggala 
(1) SMAN 20 Makassar di Kelurahan Manggala  
m) Kecamatan Biringkanaya 
(1) SMAN 15 Makassar di Kelurahan Bulurokeng  
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n) Kecamatan Tamalanrea 
(1) SMPN 30 Makassar di Kelurahan Tamalanrea Jaya  
e. Kepala Sekolah, seorang guru, dan 3 (tiga) siswa di Kota Makassar 
1) SDN Unggulan  1 Toddopuli Makassar 
2) SDN 1 Ujung Tanah Makassar 
3) SMPN 20 Makassar 
4) SMPN 30 Makassar 
5) SMAN 17 Makassar 
6) SMAN 15 Makassar 
f. Kepala Pasar, seorang petugas, dan 3 (tiga) pedagang di Kota 
Makassar 
1) Pasar Pa‟baeng – Baeng 
2) Pasar Panampu 
3) Pasar Terong 
g. Masyarakat Kota Makassar. Tiap lokasi di kelurahan mengambil 
lima orang informan, dua dari pihak pemerintah dan tiga dari 
masyarakat 
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen – 
dokumen, catatan – catatan, arsip – arsip, materi – materi, serta 
literature lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer 
penelitian. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara  
Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui cara 
pendekatan berinteraksi langsung berupa tanya jawab dengan 
pemerintah dan masyarakat mengenai kebijakan program Gemar 
MTR. 
2. Kuisoner 
Kuisoner adalah angket atau daftar pertanyaan kepada 
responden/informan untuk mendapatkan sejumlah jawaban dari 
sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan penelitian.  
3. Observasi 
Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 
yang tidak hanya mengukur sikap dari responden/informan namun 
juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. 
Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari 
perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada 
responden/informan yang tidak terlalu besar. 
4. Studi Kepustakaan 
Bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui 
teks-teks tertulis maupun soft-copy edition, seperti buku, e-book, 
artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau 
arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. 
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Pengumpulan data melalui bahan pustaka menjadi bagian yang 
penting dalam penelitian ketika peneliti memutuskan untuk melakukan 
kajian pustaka dalam menjawab rumusan masalahnya. 
5. Dokumentasi 
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 
berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah 
berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, 
foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan 
waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui 
hal-hal yang pernah terjadi pada waktu silam. Secara detail bahan 
dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat 
pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen 
pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan 
di website, dan lain-lain. 
 
3.5 Defenisi Operasional 
Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mencoba menjabarkan 
definisi oprasional yang digunakan pada penelitian ini agar dapat dijadikan 
sebagai acuan.  
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3.5.1 Gerakan Masyarakat Makassar ta’ Tidak Rantasa 
Gemar MTR menjadi program revolusi mental bagi Kota 
Makassar. Beberapa program yang menjadi konsentrasi 
pelaksanaannya memiliki tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat 
dan menjadi Kota Makassar menjadi kota yang nyaman. Melalui 
program Lisa, Mabelo, Mabasa, dan Aku dan Sekolahku tidak Rantasa 
dari Gemar MTR ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. 
Setiap program yang meyangkut Gemar MTR ini memiliki indikator 
pelaksanaan dalam pencapaian tujuannya, indikator – indikator 
tersebut meliputi: 
a. Regulasi Gemar MTR; 
b. Sosialisasi setiap program; 
c. Lisa 
1) Pengadaan kantong plastik sampah; 
2) Pengadaan tempat sampah basah dan kering di sudut jalan; 
d. Mabasa 
1) Pembuangan sampah pada malam hari di mulai pukul 20.00 
hingga pukul 21.00 WITA; 
2) Penerapan sanksi denda hingga Rp 5.000.000,-,; 
3) Pengadaan mobil „Tangkasaki‟; 
4) Retribusi sampah; 
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e. Mabelo 
1) Penerapan sistem penanaman vertical garden; 
2) Bank sampah; 
3) Sampah tukar beras; 
f. Aku dan Sekolah ku Tidak Rantasa 
1) Setiap pekan, siswa melakukan bersih – besih selama 30 menit 
sebelum masuk kelas di hari jum‟at; 
2) Setiap bulan, siswa melakukan bersih – bersih di lingkungan 
sekolah di pagi hari tanggal 9; 
Indikator faktor – faktor yang mempengaruhi meliputi: 
a. Pelaku kebijakan 
1) Pemerintah sebagai pembuat dan pelakasana kebijakan; dan  
2) Masyarakat sebagai pendukung dan pelakasana kebijakan.  
b. Lingkungan kebijakan 
1) Kondisi sosial dan budaya masyarakat; dan 
2) Jumlah penduduk 
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3.6 Analisis Data 
Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif. Data tersebut 
bersumber dari data kuantitatif (tabel frekuensi dan hasil uji korelasi beberapa 
variabel yang relevan dengan tujuan penelitian) dan data kualitatif (hasil 
wawancara).  Data yang diperoleh dengan menggunakan kuisoner akan 
diolah dengan menggunakan program SPSS 22. Sejumlah pertanyaan yang 
diberi bobot dengan nilai tertinggi 4 dan terendah 1. Hasil pengolahan skor 
setiap pertanyaan dibagi dengan jumlah responden sehingga didapatkan 
rata-rata skor. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:  
X Nilai rata-rata (rerata) = Σ f.i  
 n  
Keterangan:  
i = nilai/ skor, yaitu 1 – 4  
f = frekuensi (banyaknya responden) 
Nilai skor rata-rata (rerata) tersebut kemudian dikelompokkan dalam tiga 
kategori, yaitu sebagai berikut:  
1. Digolongkan tinggi ;  
Rata-rata skor : > 3  
2. Digolongkan sedang ;  
Rata-rata skor : 2 - 3  
3. Digolongkan Rendah ;  
Rata-rata skor : < 2 
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Adapun hasil korelasi kekuatan hubungannya dilihat berdasarkan 
Interval kategorisasi kekuatan hubungan korelasi menurut Jonathan arwono 
adalah sebagai berikut. 
Tabel 3. hasil korelasi kekuatan hubungannya dilihat berdasarkan 
Interval kategorisasi kekuatan hubungan korelasi 
0 :  Tidak ada Korelasi  
0,00 – 0,25 :  Korelasi sangat lemah  
0,25 – 0,50 :  Korelasi cukup  
0,50 – 0,75 :  Korelasi kuat  
0,75 – 0,99 :  Korelasi sangat kuat  
1 :  Sempurna  
 
Dalam penelitian ini pengelolaan data tidak harus dilakukan setelah 
data terkumpul atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengelolaan 
data selesai. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam 
bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, 
proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang panjang. Data 
dari kuisoner dan hasil wawancara serta observasi yang diperoleh kemudian 
dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Data 
tersebut akan dianalisis untuk melihat pelaksanaan program Gemar MTR 
Kota Makassar.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar 
4.1.1 Sejarah Kota Makassar 
Kota Makassar terbentuk sebagai suatu daerah otonom 
berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, 
sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822. 
Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar 
diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. 
Tanggal 31 Agustus 1971 nama Kota Makassar berubah 
menjadi Ujung Pandang, hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971. Saat itu Kota Makassar 
dimekarkan dari 21 Km2 menjadi 115,87 Km2, terdiri dari 11 wilayah 
kecamatan, 62 lingkungan dengan penduduk sekitar 700 ribu jiwa. 
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Pemekaran ini mengadopsi sebagian dari wilayah Kabupaten Gowa, 
Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kupulauan.  
Pada masa jabatan Presiden BJ. Habibie nama Kota Makassar 
dikembalikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 
1999 tentang Perubahan Nama Kota Madya Ujung Pandang menjadi 
Kota Makassar. Dalam konsederan perubahan tersebut disebutkan 
bahwa perubahan itu wujud keinginan masyarakat Ujung Pandang 
dengan mendapat dukungan DPRD Tk. II dan perubahan ini sejalan 
dengan pasal 5 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 
Tahun 1999, bahwa perubahan nama daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah.  
Tahun 2014 Kota Makassar telah berusia 407 tahun sesuai 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi 
Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, hal tersebut hasil dari 
semua elemen masyarakat Kota Makassar mulai dari Budayawan, 
Pemerintah, dan Masyarakat yang mengadakan penelusuran dan 
pengkajian sejarah Makassar. 
Kota Makassar biasa juga disebut Kota Daeng atau Kota 
Anging Mamiri. Daeng adalah salah satu gelar dalam strata atau 
tingkat masyarakat di Makassar atau di Sulawesi Selatan pada 
umumnya, Daeng dapat pula diartikan “kakak”. Ada tiga klasifikasi 
“Daeng”, yaitu: nama gelar, panggilan penghormatan, dan panggilan 
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umum. Sedang Anging Mamiri artinya “angin bertiup” adalah salah 
satu lagu asli daerah Makassar ciptaan Borra Daeng Ngirate yang 
sangat populer pada tahun 1960-an. 
Wilayah Kota Makassar 175,77 km2, maka batas – batas 
wilayahnya berubah, sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan (Pangkep), dan Kabupaten Maros. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan 
Kabupaten Gowa. 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan 
Kabupaten Takalar. 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
Adapun nama – nama Kepala Pemerintahan Kota Makassar 
sebagai berikut: 
 
a. Sampara Dg. Lili (1951-1952) 
b. Achmad Dara Syachruddin (1952-1957) 
c. M. Junus Dg. Mile (1957-1959) 
d. Latif Dg. Massikki (1959-1962) 
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e. H. Arupala (1962-1965) 
f. Kol.H.M.Dg. Patompo (1962-1976) 
g. Kol. Abustam (1976-1982) 
h. Kol. Jancy Raib (1982-1988) 
i. Kol. Suwahyo (1988-1993) 
j. H.A. Malik B. Masry,SE.MS (1994-1999) 
k. Drs. H.B. Amiruddin Maula, SH.Msi (1999-2004) 
l. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM (2004 - 2008) 
m. Ir. H. Andi Herry Iskandar, MSi (2008 - 2009)  
n. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM (2009 - 2014) 
o. Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto (2014 sampai Sekarang) 
4.1.2    Visi dan Misi 
Visi : ”Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua” 
Misi : 
a. Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera 
standar dunia; 
b. Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia; 
dan 
c. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas 
bebas korupsi.  
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Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar 
dunia 
a. Menuju bebas pengangguran. 
b. Jaminan sosial keluarga serba guna untuk semua. 
c. Pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam. 
d. Deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah. 
e. Sampah kita DIA tukar beras. 
f. Training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa 
agunan. 
g. Rumah kota murah untuk rakyat kecil. 
h. Hidup hijau dengan kebun kota. 
Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia 
a. Atasi macet, banjir, sampah, dan masalah perkotaan lainnya. 
b. Bentuk badan pengendali pembangunan kota. 
c. Bangun waterfront city selamatkan pesisir dan pulau-pulau 
Makassar. 
d. Bangun sistem transportasi publik kelas dunia. 
e. Lengkapi infrastruktur kota berkelas dunia. 
f. Bangun biringkanal city dan delapan ikon kota baru lainnya. 
g. Bangun taman temati. 
h. Tata total lorong. 
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Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas bebas 
korupsi 
a. Menuju PAD Rp.1 Triliun 
b. Insentif progersif semua aparat RT dan RW Rp 1 juta perbulan 
c. Pelayanan publik langsung ke rumah 
d. Fasilitas pelayanan publik terpusat terpadu di kecamatan 
e. Pembayaran pajak dan retribusi tahunan online terpadu 
f. Bebas bayar internet di ruang publik kota “Makassar Cyber City” 
g. Bentuk Makassar Incoorporated dan Bank of Makassar 
 
4.1.3 Secara Administrasi 
Kota Makassar merupakan kota tebesar keempat di Indonesia 
dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki luas areal 
75,77 km2. Secara jelas dilihat pada Tabel 3: 
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Tabel 3. Luas wilayah, Jumlah: Kelurahan, dan Penduduk Kota Makassar 
2014 
No. Kecamatan 
Luas 
Wilayah 
Jumlah 
Kelurahan 
Jumlah 
Penduduk/Jiwa 
1. Mariso 1,82 9 59.612 
2. Mamajang 2,25 13 65.824 
3. Tamalate 20.21 10 165.979 
4. Rappocini 9,23 10 156.427 
5. Makassar 2,52 12 67.088 
6. Ujung Pandang 2,63 10 31.365 
7. Wajo  1,99 8 38.214 
8. Bontoala 2,52 14 90.900 
9. Ujung Tanah  5,94 12 52.532 
10. Tallo  5,83 15 147.224 
11. Panakukang  17,05 11 147.659 
12. Manggala,  24,14 6 108.185 
13. Biringkanaya  48,22 7 140.691 
14. Tamalanrea. 31,85 6 97.530 
Total 175,77 143 1.370.080 
Sumber: BPS Kota Makassar 2014 
Tabel 3, menunjukkan bahwa wilayah terluas yaitu Kecamatan 
Biringkanaya 48,22 km2, sedangkan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Mariso 
dengan luas 1,82 km2. Kota Makassar sudah menjadi kota Metropolitan. 
Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat 
perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, 
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simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara 
dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. 
Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 
kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan 
laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2014 adalah 1.370.080 jiwa. Kota 
Makassar terdiri dari beberapa etnis Bugis, etnis Makassar, etnis Cina, etnis 
Toraja, etnis Mandar, etnis Bima (Nusa Tenggara Barat) dan lain – lain. 
Tabel 3. terlihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 
Kecamatan Tamalate dengan jumlah penduduk 165.979 jiwa, berbatasan di 
sebelah utara dengan Kecamatan Mamajang, di sebelah timur kabupaten 
gowa, di sebelah selatan kabupaten Takalar dan di sebelah barat dengan 
Selat Makassar. Kecamatan yang paling sedikit penduduknya yaitu 
kecamatan Ujung Pandang dengan jumlah penduduk 31.365 jiwa, terletak di 
pesisir bagian barat Kota Makassar dengn luas wilayah 2,63 km2 dengan 
batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Wajo, sebelah 
timur berbatasan dengan kecamatan Bontoala dan kecamatan Makassar, 
sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mamajang dan Kecamatan 
Mariso dan sebelah barat dengan Selat Makassar. 
Mayoritas penduduk Makassar beragama Islam, dalam sejarah 
perkembangan Islam Makassar adalah kota kunci dalam penyebaran agama 
islam ke kalimantan, Philipina Selatan, NTB, dan Maluku. Kota Makassar 
disamping sebagai daerah transit para wisatawan yang akan menuju ke Tana 
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Toraja dan daerah – daerah lainnya, juga memiliki potensi obyek wisata 
seperti: Pulau Lae – lae, Pulau Kayangan, Pulau Samalona, Obyek Wisata 
peninggalan sejarah lainnya seprti: Museum Lagaligo, Benteng Somba Opu, 
Makan Syekh Yusuf, Makan Pengeran Dipenogoro, Makan Raja – Raja Tallo, 
dan lain – lain. Fasilitas penunjang tersedia sejumlah hotel, tempat wisata, 
selain itu juga terdapat obyek wisata Tanjung Bungan yang potensial. 
 
4.2 Gambaran Umum Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebagai Intitusi 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar yang 
pembentukannya diharapkan akan lebih kaya dengan fungsinya agar dapat 
memberikan inspirasi dan imanijasi dalam mengakomodasi dan memfasilitasi 
kepentingan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang pengelolaan 
kebersihan dan ruang terbuka hijau (RTH) serta pemakaman. Selain 
daripada itu institusi ini memiliki tugas dan fungsi yang sangat luas dalam 
mengakselerasikan hasil pembangunan mendukung tericiptanya pelestarian 
lingkungan hidup, karena itu kapasitas kinerjanya diharapkan akan lebih 
efektif dan efesien. 
Pembentukan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
sesuai Peratuan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 7 Juni 
2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dimana dalam 
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kedudukannya merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar 
dengan: 
1. Tugas Pokok 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mempunyai 
tugas pokok merumuskan, menimbang, mengendalikan kebijakan 
dibidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi), 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakanan 
dan tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA). 
2. Fungsi 
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan umum di 
bidang pertamanan, penghijuan, tata keindahan (dekorasi) kota, 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan 
pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) . 
b. Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan 
di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) 
kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan 
pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA). 
c. Penyusunan rencana dan program pengkoordinasian dan kerja 
sama dengan pihak terkait di bidang pertamanan, penghijauan, 
tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan 
Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA). 
72 
 
d. Penyusunan rencana dan program penertiban, peningkatan 
peran serta masyarakat di bidang pertamanan, penghijauan, 
tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan 
Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA). 
e. Pelayanan perizinan pemakaman 
f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknisk 
operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan 
pengurusan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya. 
g. Pelaksanaan kesekretariatan dinas 
h. Pembinaan unit pelaksanaan teknis 
4.2.1 Visi dan Misi 
Visi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
"Kota Makassar Nyaman, Hijau, Bersih dan Asri 2014" 
Misi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
Berdasarkan visi tersebut di atas, Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar dalam mewujudkannya membutuhnkan 
misi yang medukung dari visinya, maka dirumuskan misi sebagai 
berikut: 
a. Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan 
persampahan/kebersihan yang berkelanjutan. 
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b. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem 
pengelolaan persampahan/ kebersihan dan pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH). 
c. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif 
dunia usaha/swasta dalam pengelolaan 
persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau (RTH). 
d. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan 
dalam sistem pengelolaan persampahan/kebersihan dan 
pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan prinsip 
Good an Cooperate Governance. 
e. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan 
persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau (RTH). 
4.2.2 Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan  
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar memiliki perangkat 
organisasi yang tercantum dala struktur organisasi sebagai berikut: 
1. Seketariat 
Seketariat mempunyai tugas memberikan pelayanan 
administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. 
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2. Sub Bagian Umum Kepegewaian  
Sub Bagian Umum Kepegewaian mempunyai tugas menyusun 
rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahan, 
mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan 
urusan ke rumah tanggang dinas. 
3. Sub Bagian Perlengkapan 
Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun 
rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis perlengkapan, 
membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan 
barang. 
4. Bidang Pertamanan 
Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksakan 
pembangunan dan pemeliharaan taman, tata keindahan taman 
(dekorasi) kota serta pembibitan dan pengembagan tanaman. 
5. Seksi Pembangunan Taman 
Seksi Pembangunan Taman mempunyai tugas melaksakan 
pembangunan, penataan dan pengembangan fungsi - fungsi 
taman kota. 
6. Seksi Pemeliharaan Taman 
Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas melaksanakan 
pemeliharaan taman kota, pengawasan dan pengendalian tata 
keindahan (dekorasi) kota. 
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7. Seksi Pembibitan 
Seksi Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan pembibtan 
dan pengembangan tanaman hias dan pohon pelindung yang 
siap ditanam. 
8. Bidang Penghijuan Kota 
Bidang Penghijauan Kota mempunyai tugas melaksanakan 
perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kawasan 
penghijauan kota, serta melaksanakan pengawasan dan 
pengusutan. 
9. Seksi Pembagunan Kawasan Hijau 
Seksi Pembangunan Kawasan Hijau mempunyai tugas 
melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengembangan, 
dan evaluasi pengelolaan kawasan penghijaun kota. 
10. Seksi Pemeliharaan Kawasaan Hijau 
Seksi Pegawasan dan Pengusutan mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengusutan 
terhadap kegiatan yang diduga terdapat perbuatan melanggar 
hukum atas tindakan terhadap keselamatan dan jalur 
penghijaun kota. 
11. Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota 
Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota mempunyai 
tugas melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan 
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masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat. 
penyuluhan/pembinaan dan penyadaran masyarakat dalam 
bidang teknik Pengelolaan Kebersihan/Persampahan. Bidang 
Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota menyelenggarakan 
fungsi. 
a. Melaksanakan penyusun rencana kerja sesuai tugas 
pokok dan fungsinya 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis 
kelembagaan peran peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan Bidang Pengembangan Kapasitas 
Kebersihan Kota. 
c. Penyiapan bahan bimbingan teknis, penyuluhan, 
sosialisasi kebijakan penyelenggaraan Bidang 
Pengembangan Kapasitas Kebrsihan Kota. 
d. Mengembangkan lokasi - lokasi percontohan peran serta 
masyarakat dalam kegiatan kebersihan/persampahan 
serta mempromosikan kegiatan 3R; kegiatan 
persampahan (pengelolaan daur ulang) yang berorientasi 
peningkatan sumber daya manusia, lingkungan dan 
ekonomi. 
e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
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12. Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 
Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan msayarakat 
dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan. 
13. Seksi Pengembangan Partisipasi 
Seksi Pegembangan Partisapasi mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat 
dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kebersihan/ 
persampahan kota. 
14. Seksi Penyeluhan dan Pembinaan Teknik 
Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat 
dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota. 
15. Bidang Penataan Kebersihan Kota 
Bidang Penataan Kebersihan Kota mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pengembangan teknik pengelolaan 
kebersihan kota, melaksanakan monitoring dan evaluasi 
Kebersihan Kota dan Pemeliharaan peralatan dan alat berat. 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas 
pokok dan fungsinya. 
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b. Penyiapan bahan/data perencanaan dan perumusan 
teknik pengembangan penyelenggaraan Bidang 
Penataan Kebersihan Kota. 
c. Penyelenggaraan pengelolaan persampahan meliputi 
pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan sampah dan 
Tempat Sampah Pengeloloaan Akhir (TPA). 
d. Melaksanakan penataan sistem dan mekanisme 
pembersihan jalan, pengelolaan TPS/Kontainer dan 
penataan zona/blok/jalur pelayanan pengangkutan 
sampah. 
e. Penyiapan bahan perumusan standar pelayanan 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota. 
f. Penyiapan bahan perumusan kebutuhan sarana dan 
prasarana penyelenggaraan kebersihan/ persampahan 
kota. 
g. Melaksanakan penelitian/kajian, obesrvasi 
pengembangan sistem pengelolaan kebersihan/ 
persampahan. 
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem 
pelaksanakan peyelenggaraan kebersihan/ 
persampahan kota. 
i. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan alat berat. 
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j. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
16. Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota 
Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota 
mempunyai tugas melaksanakan penelitian/kajian, 
pengembangan sistem dan teknologi pengelolaan dalam 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota.Seksi 
Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja 
Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan 
Kota. 
b. Melaksanakan kajian dan perencanaan dan perumusan 
pengembangan teknik penyelenggaraan pengelolaan 
kebersihan/persampahan kota. 
c. Melaksanakan perumusan standar pelayanan 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota. 
d. Melaksanakan penelitian/kajian pengembangan sistem 
dan teknologi pengelolaan kebersihan/persampahan 
kota. 
e. Melaksanakan pengumpulan sampah, pengangkutan 
sampah meliputi pembersihan/penyapuan jalan, 
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pengelolaan TPS/Kontainer dan pengangkutan sampah 
dari sumber TPA. 
f. Melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan 
kebersihan/persampahan kota. 
g. Menyiapakan bahan/data sistem dan teknik pelaksanaan 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota. 
h. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis 
rencana dan program pengelolaan Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA). 
i. Melaksanakan pengangkutan sampah langganan, 
sampah umum dan sampah galian dan pengangkutan 
hasil semua sampah dalam arti luas. 
j. Menyiapakan bahan/data sistem dan teknik pelaksanaan 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota. 
k. Penyiapan bahan perumusan kebijakasanaan teknis 
rencana dan program pengelolaan Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA). 
l. Melaksanakan pengakutan sampah langganan, sampah 
umum dan sampah galian dan pengakutan hasil dan 
semua sampah dalam arti luas. 
m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 
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n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 
17. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota 
Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota 
mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan 
kota. 
18. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat 
Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat mempunyai tugas 
melaksanakan pemeliharaan dan pengendalian alat/peralatan 
dan alat berat. 
Adapun struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar dapat dilihat pada Gambar 5. 
Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar 
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4.3 Pelaksanaan Program Gemar MTR di Bidang Kebersihan 
Pelaksanaan sebuah kebijakan merupakan salah satu tahapan penting 
dalam siklus kebijakan. Pelaksaan sebuah kebijakan sering dianggap hanya 
merupakan bagian yang kurang berpengaruh, hanya berupa sebuah putusan 
oleh legislatif atau para pengambil. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan 
pelaksanaan sebuah kebijakan menjadi begitu penting karena suatu 
kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan 
baik dan benar. Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap dimana suatu 
kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan 
kebijakan itu sendiri.  
Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan perwujudan dari 
keputusan para pengambil keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah 
atau pun masyarakat atau pun non pemerintah dengan harapan akan 
memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu 
kebijakan yang dikeluarkan.  
Setiap harinya, manusia secara alamiah menghasilkan sampah, baik 
sampah organik maupun an-organik. Sampah organik merupakan limbah 
yang berasal dari sisa makhluk hidup (alam) seperti hewan, manusia, 
tumbuhan yang mengalami pembusukan atau pelapukan, dan ramah 
lingkungan karena dapat diurai oleh bakteri secara alami dan berlangsung 
cepat. Sampah an-organik merupakan limbah yang berasal dari sisa manusia 
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yang sulit untuk di urai oleh bakteri, sehingga membutuhkan waktu yang 
cukup lama (hingga ratusan tahun) untuk di uraikan. 
Kota Makassar memiliki jumlah penduduk 1.370.080 jiwa. Setiap 
penduduk akan menghasilkan minimal satu sampah an-organik perharinya. 
Jika sampah plastik 1.370.080 yang dihasilkan oleh penduduk Kota Makassar 
tidak ditangani maka kanal dan selokan akan penuh bahkan Kota Makassar 
akan tertimbun oleh sampah.  
Masalah persampahan dan kebersihan merupakan permasalahan 
yang akan terus terjadi tiap harinya. Penanggulangan yang efektif dan 
berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Berangkat dari 
hal tersebut, Ir.H.Moh, Ramdhan Pomanto selaku Walikota Makassar 
meluncurkan sebuah program bernama Gerakan Masyarakat Makassar ta‟ 
Tidak Rantas atau biasa dikenal dengan singkatan Gemar MTR. 
Program ini lahir berdasarkan Visi Misi Walikota yang terpilih kemudian 
mengeluarkan Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 
tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) 
Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Makassar Ta‟ Tidak Rantasa 
(Gemar MTR) Kota Makassar. Program ini menyangkut seluruh aspek yang 
ada di Kota Makassar karena ingin membuat Kota Makassar menjadi lebih 
layak atau tidak „rantasa’ yang siap menjadi Kota dunia. Penulis lebih 
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mengkerucutkan pada aspek kebersihan dalam penelitian ini, mengingat 
bahwa masalah kebersihan adalah masalah yang tiap hari harus ditangani 
oleh masyarakat dan pemerintah. 
Gemar MTR dalam aspek kebersihan telah meluncurkan berbagai 
program yang terkait dengan kebersihan, seperti LISA, Mabasa, Mabelo, dan 
Aku dan Sekolahku Tidak Rantasa. LISA singkatan dari Lihat Sampah Ambil 
yang bertujuan menyampaikan, mengisyaratkan dan menyuruh kepada 
seluruh masyarakat Kota Makassar untuk senantiasa mengambil sampah 
yang berserakan yang ada di sekitarnya untuk dibuang ke tempat sampah. 
Mabasa singkatan dari Makassar bebas sampah yang bertujuan meciptakan 
Kota Makassar terbebas dari sampah – sampah yang berserakan baik di 
sudut – sudut jalan sampai ke rumah – rumah warga. Mabelo singkatan dari 
Makassar Bersih Lorong yang bertujuan lorong – lorong yang ada di Kota 
Makassar dapat tertata dengan rapi dan bersih serta tidak semrautan. 
Sementara Aku dan Sekolahku Tidak Rantasa merupakan program khusus 
untuk sekolah – sekolah yang ada di Kota Makassar yang bertujuan untuk 
menanamkan jiwa bersih sejak dini melalui lingkungan sekolah yang 
diharapkan para siswa mampu mengaplikasikannya juga di lingkungan 
rumahnya. 
Keempat program dari Gemar MTR ini telah dilaksanakan oleh 14 
(empat belas) kecamatan yang ada di Kota Makassar. Hal tersebut sesuai 
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dengan arah dari Walikota Makassar baik pada peluncuran program Gemar 
MTR pada acara a’bbulo sibatang lompoa di Celebes Convention Center 
(CCC) maupun pada setiap pertemuan para camat se-Kota Makasssar. 
Penulis telah memiliki indikator pencapaian pelaksanaan Gemar MTR dalam 
aspek kebersihan untuk melihat dan kemudian menganalisis pelaksaan 
Gemar MTR di setiap kecamatan di Kota Makassar. Melalui indikator 
tersebut, penulis dapat mengetahui pencapaian pelaksanaan setiap program 
dari Gemar MTR.  
4.3.1 Regulasi 
Regulasi sangat penting dalam sebuah kebijakan karena menjadi 
payung hukum sekaligus acuan pelaksanaan sebuah kebijakan. Gemar MTR 
memiliki banyak aspek di dalamnya dan dalam penelitian ini penulis lebih 
kepada aspek kebersihan. Regulasi untuk Gemar MTR adalah Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 4  tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. 
Regulasi ini adalah landasan bagi Pemerintah Kota Makassar dalam 
menjalankan Gemar MTR terkait kebersihan. Adapun kedepannya akan ada 
regulasi hasil revisi yang tidak jauh beda dengan regulasi sebelumnya namun 
ada perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat Kota Makassar. 
Hal ini diungkapkan langsung oleh Walikota Makassar, 
“Dalam hal regulasi, payung hukum yang digunakan oleh Gerakan 
Masyarakat Makassar ta‟ Tidak rantasa untuk saat ini regulasi 
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kebersihan yang sudah ada sebelumnya. Kelak akan dibuatkan 
regulasi khusus yang sesuai dengan perkembangan masyarakat saat 
ini.” (Hasil wawancara 6 Maret 2016) 
Pernyataan dari Walikota sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan ini 
menjelaskan bahwa Gemar MTR memiliki payung hukum dalam 
pelaksanaanya di bidang kebersihan. Hal yang senada juga diungkapkan 
oleh Kepala Bagian Partisipasi Masyarakat Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar, 
“Regulasi khusus terkait Gemar MTR belum ada tapi untuk saat ini 
pemerintah masih menggunakan regulasi sebelumnya untuk 
menjalankan beberapa program seperti proses pengangkutan sampah 
dan lain – lain”. (Hasil wawancara 10 Februari 2016) 
Pernyataan beliau terkait regulasi menguatkan pernyataan dari Walikota 
Makassar. Saat ini Gemar MTR dalam aspek kebersihan masih 
menggunakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4  tahun 2011 
tentang Pengelolaan Sampah yang di dalamnya termuat serangkaian 
pengelolaan sampah dari pengangkutan, retribusi hingga sanksi. 
Penulis dapat mengatakan bahwa Gemar MTR berjalan bukan hanya 
berdasarkan arahan dari pembuat kebijakan tapi telah memiliki perencanaan 
yang strategis dengan tetap berpedoman pada regulasi yang telah ada 
sebelumnya. Berdasarkan Teori Sistem Wlillam Dunn, regulasi ini 
menggerakkan seluruh pelaku kebijakan untuk memberikan perubahan 
secara merata di lingkungan kebijakan. Sementara dalam Teori Grindle juga 
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menjelaskan bahwa indikator implementasi kebijakan dari segi isi kebijakan 
ada Letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya 
yang dilibatkan. Ketika dikaitkan dengan Gemar MTR ini, pembuat kebijakan 
(Walikota Makassar) mengeluarkan sebuah keputusan dengan meluncurkan 
Gemar MTR ini sudah sepaket dengan strategi pelaksanaannya. Gemar MTR 
lahir atas berbagai pertimbangan yang ada dan perencaan pelaksanaan yang 
strategis serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Gemar MTR 
merupakan inovasi program dari regulasi yang ada jadi secara teknis 
pelaksanaannya tetap berpedoman pada regulasi tersebut dengan 
menggerakkan semua sumber daya yang mendukung. 
4.3.2 Sosialisasi 
Sebagai kebijakan yang baru, tahap sosialisasi sangat penting untuk 
mengenalkan kepada masyarakat tentang kebijakan tersebut. Ada banyak 
media atau sarana yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi, baik 
media cetak, elektronik maupun pelaksanaan kegiatan yang mampu 
menghadirkan banyak orang.  
Gemar MTR lahir dengan harapan terjadi perubahan perilaku warga 
Kota Makassar menjadi lebih baik. Kata ‘rantasa’  dalam bahasa Makassar 
yang bermakna kotor, jorok, tidak indah, tidak baik merupakan sebuah kata 
yang memiliki arti yang tidak baik apalagi jika predikat tersebut melekat pada 
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manusia. Melalui kata ‘rantasa’ ini pemerintah berpandangan jika tidak ada 
warganya ingin mendapatkan predikat tersebut sehingga akan senantiasa 
hidup tidak ‘rantasa’ baik dalam kebersihan lingkungan, pribadi, serta saat 
berinteraksi.  
Pada tahap awal Gemar MTR lebih berfokus pada kebersihan. 
Dimunculkanlah berbagai program yang terkait dengannya. Program tersebut 
adalah LISA, Mabasa, Mabelo, dan Aku dan Sekolah ku Tidak Rantasa. Hal 
ini berimplikasi pada pemahaman warga jika Gemar MTR adalah program 
kebersihan.  
Tabel 4. Sumber Informasi Masyarakat 
Indikator Frekuensi 
Persentase 
(%) 
Media  
cetak/elektronik 
24 53.3 
Pemerintah setempat 16 35.6 
Masyarakat  5 11.1 
Total 45 100.0 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
 
   
Masyarakat di Kecamatan Makassar mengungkapkan, 
“Makassar ta tidak rantasa‟ adalah program kebersihan kota 
Makassar. Sama seperti Lisa dan Mabelo. Pemerintah ingin 
menciptakan Kota Makassar yang bersih terhindar dari sampah – 
sampah yang berserakan” (Hasil wawancara 3 Maret 2016). 
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Pernyataan warga tidak salah, namun Gemar MTR memiliki makna yang 
lebih luas dibandingkan hanya dikatakan sebagai program kebersihan saja. 
Sumber informasi yang diperoleh warga yang minim menjadi penyebab 
utama makna dari Gemar MTR tidak tersampaikan secara utuh. Kebanyakan 
warga dari hasil penelitian pada Tabel 4. mengetahui setiap program dari 
spanduk – spanduk yang ada di pinggiran jalan dan media lainnya sebanyak 
24 orang atau 53,3% dan dari pemerintah hanya berkisar 35% atau 16 orang 
saja. Hal tersebut membuat pemahaman warga hanya sebatas tulisan yang 
ada media cetak yang mereka baca. Salah satu masyarakat di Kecamatan 
Manggala mengungkapkan,  
“MTR kami tahu itu dari spanduk – spanduk yang ada dipinggiran 
jalan, khusus Aku dan Sekolahku tidak rantasa itu kami tahu dari 
sekolah – sekolah Lisa dan Mabelo dari tulisan – tulisan tembok yang 
ada di lorong – lorong. Kami tidak pernah ditemui oleh pemeintah, RT 
dan RW pun tidak” (Hasil wawancara 20 Januari 2016). 
Pemahaman masyarakat sangatlah penting dalam hal ini. Kebijakan Gemar 
MTR bisa sukses ketika semua elemen termasuk masyarakat juga bisa turut 
berpastisipasi. Sumber informasi yang diperoleh masyarakat dari Koran, 
majalah, radio atau pun televisi serta tulisan – tulisan yang ada di tembok – 
tembok lorong belum cukup memahamkan masyarakat makna dari 
dikeluarkannya Gemar MTR ini. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, masyarakat lebih banyak 
mengetahui tentang Gemar MTR dan program lainnya melalui media cetak 
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atau pun elektronik. Salah satu media lainnya adalah gambar – gambar dan 
tulisan yang ada di lorong – lorong (Lihat lampiran gambar nomor 1). Wajar 
jika masyarakat memahami Gemar MTR hanya sebatas program kebersihan 
saja karena sumber informasi yang mereka peroleh juga minim. 
Peran pemerintah sangat dibutuhkan saat ini. Sebagai kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah maka yang berperan penting dalam 
memahamkan masyarakat adalah pemerintah. Berdasarkan himbauan dari 
Walikota, semua elemen berperan untuk memahamkan masyarakat, baik dari 
Dinas sampai ke Rukun Warga (RW) dan Rukun Tangga (RT). Berbagai 
kegiatan yang dapat menghadirkan banyak orang dilakukan oleh pemerintah. 
Baik dari dinas, kecamatan, kelurahan, sekolah. Hal ini diungkapkan oleh 
Kepala Bagian Partisipasi Masyarakat Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar, 
“Tahap awal sosialisasi, menggerakkan semua Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada 143 kelurahan kemudian dari 
dinas – dinas lain seperti Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda dan 
olahraga serta di kecamatan membuat program masing – masing 
dengan mengundang lurah, RT/RW dan tokoh masyarakat” (Hasil 
wawancara 10 Februari 2016) 
Upaya sosialisasi kepada masyarakat dari Pihak Kecamatan Manggala juga 
mengungkapkan, 
“Makassar ta tidak rantasa itu adalah gerakan moral, perbaikan 
perilaku masyarakat yang rantasa menjadi lebih baik, mulai dari 
pribadi, rumah mereka dan lingkungan sekitar. Hal tersebut kami terus 
memberitahukan kepada masyarakat pada setiap kegiatan kecamatan 
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ataupun kelurahan dan bahkan menemui mereka secara langsung” 
(Hasil wawancara 20 Januari 2016). 
Pemerintah telah melakukan berbagai inovasi dalam 
mengsosialisasikan Gemar MTR. Mulai dari bertemu langsung melalui 
sebuah kegiatan maupun pada saat melakukan kerja bakti. Dari serangkaian 
kegiatan yang dilakukan, masih ada masyarakat yang merasa tidak tersentuh 
oleh kegaiatan sosialisasi tersebut. Hal ini bisa dilihat pada Tabel 4. yang 
menunjukkan hanya 16 orang yang tersentuh pemerintah dari 45 narasumber 
seperti Salah satu masyarakat Kecamatan Manggala mengungkapkan, 
“Makassar ta‟ tidak rantasa itu adalah program kebersihan pemerintah, 
sama dengan slogan Lisa atau pun Aku dan Sekolahku Tidak 
Rantasa, semuanya tentang kebersihan. Saya mengetahuinya dari 
banyaknya spanduk – spanduk dipinggiran jalan dan tulisan di lorong – 
lorong” (Hasil wawancara 18 Februari 2016). 
Dari hasil wawacara pernyataan masyarakat atas minimnya sumber informasi 
yang diperoleh berimplikasi pada pemahaman mereka sehingga pada hasil 
penelitian pada Tabel 5. dari 45 responden hanya 9 orang atau berkisar 
20,0% saja yang megetahui makna dari Gemar MTR. Terlihat adanya 
kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat. Makna dari Gemar MTR 
belum mampu ditransfer secara penuh oleh pemerintah kepada masyarakat.  
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Tabel 5. Pemahaman Masyarakat tentang Gemar MTR 
 
Indikator Frekuensi 
Persentase 
(%) 
Gerakan moral 
Program kebersihan 
9 
36 
20,0 
80,0 
Total 45 100,0 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
    
Hal ini membuat penulis dapat mengatakan bahwa pemerintah belum 
mampu menghimpun seluruh masyarakatnya. Berdasakan Teori Sistem 
William Dunn, kebijakan Gemar MTR telah menggerakkan seluruh pelaku 
kebijakan untuk mampu berperan aktif. Sementara yang terjadi, peran dari 
salah satu bagian dari pelaku kebijakan yakni pemerintah belum mampu 
optimal dalam hal sosialisasi mengakibatkan masyarakat tidak secara merata 
paham dengan makna dari Gemar MTR. Teori Grindle juga mengungkapkan 
dalam konteks implementasi, indikatornya ada Kekuasaan, strategi aktor 
yang terlibat. Keterlibatan semua struktur pemerintahan hingga RT/RW 
merupakan strategi pelaksanaan program yang dilakukan pembuat kebijakan 
dalam hal ini Walikota Makassar.Terkhusus pemerintah yang ada di tingkat 
RW dan RT yang juga menjadi aktor yang terlibat dalam mengsosialisasikan 
Gemar MTR, kemaksimalan sosialisasi dari pihak tersebut sangat diperlukan 
karena RW dan RT adalah pemerintah yang paling dekat dengan 
masyarakat. Bukan hanya para tokoh masyarakat yang paham tapi seluruh 
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masyarakat karena Gemar MTR ditujukan untuk seluruh warga Kota 
Makassar.  
4.3.3 Lisa (Lihat Sampah Ambil) 
Lisa adalah gerakan moral dari Gemar MTR yang ingin menggerakkan 
seluruh masyarakat dalam hal kebersihan. Partisipasi masyarakat dibutuhkan 
sehingga sampah masyarakat bukan hanya petugas kebersihan yang 
mengurusnya tapi pribadi masing – masing masyarakat. Program ini ingin 
menanamkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa menciptakan 
kebiasaan hidup bersih kapan pun dan dimana pun. 
Rata – rata masyarakat telah mengenal dan mengetahui program Lisa. 
Pada Tabel 6, dari 45 narasumber masyarakat, mereka telah mengetahui 
program ini.  
Tabel. 6. Pengetahuan Masyarakat tentang Lisa 
Indikator Frekuensi 
Persentase 
(%) 
Ya  
Tidak  
45 
0 
100,0 
0,0 
Total  45 100,0 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
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Masyarakat di Kecamatan Makassar mengungkapkan, 
“Lisa adalah Lihat Sampah Ambil. Jelas ini adalah program 
kebersihan. Lisa ini bagian MTR untuk menciptakan Makassar yang 
bersih dan tidak rantasa harus bebas dari sampah” (Hasil wawancara 
3 Maret 2016). 
Berdasarkan pernyataan masyarakat, pemahaman dari program Lisa telah 
dipahami oleh masyarakat. Pemerintah juga telah memfasilitasi masyarakat 
dalam menunjang program tersebut. Pengadaan kantong plastik dan tempat 
sampah telah diadakan oleh pihak pemerintah setempat, atau lebih tepatnya 
pemerintah Kecamatan. 
Fasilitas yang disediakan adalah berupa tempat sampah basah dan 
kering yang ada di sepanjang jalan yang disebut tempat sampah gendang 
dua. Tempat sampah yang telah dipasangi kantong plastik sampah ketika 
sudah penuh, akan diganti dengan kantong plastik yang baru. Tempat 
sampah ini mengajarkan masyarakat untuk mampu memilah sampah yang 
mereka akan buang. 
Tempat sampah gendang dua ini adalah ide inovatif dari pemerintah 
yang patut diapresiasi. Tempat sampah gendang dua ini ditujukan kepada 
masyarakat pejalan kaki atau pun yang berkendara ketika ingin membuang 
sampah seperti sampah minuman, puntung rokok dan sampah – sampah 
kecil lainnya. Hal ini berangkat dari banyaknya masyarakat yang membuang 
sampah dijalanan karena tidak menemukan tempat sampah. 
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Hal yang terjadi pada masyarakat jauh dari harapan pemerintah. 
Pemerintah dari Kecamatan Bontoala mengungkapkan,  
“Keberadaan gendang dua ini sangat inovatif, kreatif dan efektif. 
Gendang dua ini membantu masyarakat yang ada di jalan untuk 
membuang sampahnya, terutama masyarakat yang merokok sambil 
berkendara, mereka tidak perlu membuang punting rokok 
disembarangan lagi. Bukan hanya punting rokok, botol air minun, dan 
bungkusan makanan kecil juga bisa dibuang di sana apalagi 
dibedakannya sampah kering dan basah. Namun, masyarakat masih 
kurang paham dalam penggunaannya. Buktinya masyarakat malah 
membuang sampah rumah tangga mereka di sana sehingga gendang 
dua tidak mampu menahan beban sampah rumah tangga tersebut 
karena muatan gendang dua tidak besar. Selain itu, sampah rumah 
tangga mengundang hewan – hewan seperti kucing, tikus, anjing 
bahkan ayam pun ikut merusak gendang dua yang menggunakan 
kantong sampah yang mudah  untuk dirusaki. Selain itu ada 
masyarakat yang malah sengaja mengambail kantongannya bahkan 
mengambil besinya juga ” (Hasi wawancara 29 Februari 2016). 
Tempat sampah gendang dua memang tetap dijadikan tempat sampah oleh 
masyarakat tapi sampah yang dimaksud oleh masyarakat berbeda dengan 
sampah yang dimaksud oleh pemerintah. Tempat sampah gendang dua 
dijadikan tempat sampah sementara oleh masyarakat untuk membuang 
sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga yang memiliki muatan yang 
lebih besar dibandingkan sampah – sampah kecil membuat tempat sampah 
gendang dua tidak mampu menahan beban sampah rumah tangga 
masyarakat. Akibatnya, tempat sampah gendang dua banyak yang 
mengalami kerusakan bahkan ada yang sudah tidak bisa digunakan kembali. 
Selain dari itu, sampah rumah tangga yang ditaruh di tempat sampah 
gendang dua mengundang hewan – hewan seperti ayam, kucing, anjing 
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bahkan sapi untuk menghamburkannya sehingga sampah tersebut 
berserakan di jalanan. 
Hal ini dialami oleh semua kecamatan Kota Makassar. Sebagai proyek 
kecamatan yang berasal dari Pemerintah Kota Makassar, pada Tabel 7. 
tempat sampah gendang dua ini dianggap sebagai proyek yang sangat 
efektif. Pemerintah pada Tabel 8. hanya meyayangkan masyarakat yang 
masih tidak paham akan kegunaan dari tempat sampah gendang dua 
tersebut. 
Tabel. 7. Pendapat aparat Pemerintah tentang efektifitas pengadaan tempat 
sampah gendang dua  
Indikator Frekuensi 
Skor Persentase 
(%) Nilai Total 
Sangat tidak efektif  
Tidak efektif 
efektif  
Sangat efektif 
0 
1 
4 
20 
1 
2 
3 
4 
0 
2 
12 
80 
0,0 
4,0 
16,0 
80,0 
Total  25  94 100,0 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
   X = Σ f.i  
 n  
 = 94 = 3,76 
 25 
Pada Tabel 7, pemerintah menyetujui adanya gendang dua ini dengan 
rata – rata yang sangat tinggi. Sebagai ide yang kreatif dan inovatif, gendang 
dua sangat membantu pemerintah dalam mencegah sampah yang menjadi 
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masalah di Kota Makassar. Setelah penulis melalukan probing, ditemukan 
bahwa Pemerintah yang awalnya melihat gendang dua ini efektif dengan 
presentase 80% sangat efektif dan 16% efektif setelah melihat realita yang 
terjadi, keberadaan gendang dua ternyata tidaklah efektif. Hal ini ditunjukkan 
pada Tabel 8 yang sebenarnya pemerintah juga menganggap pengadaan 
gedang dua ini tidak efektif dari 25 responden, 19 orang atau 76,0% pihak 
pemerintah menilai masyarakat masih belum paham dengan pengadaan 
gendang dua ini.  
Tabel. 8. Alasan aparat Pemerintah pengadaan tempat sampah gendang dua 
menjadi tidak efektif 
Indikator Frekuensi Persentase (%) 
Memudahkan masyarakat dalam 
membuang sampah 
Boros kantong plastik 
Masyarakat belum paham 
penggunaannya 
5  
1 
19 
20,0 
4,0 
76,0 
Total  25 100,0 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
    
Berdasarkan pernyataan pihak pemerintah tentang diluncurkannya 
gendang dua ini ada tujuan besar yang ingin dicapai. Memfasilitasi para 
penggunan jalan sehingga tidak membuang sampah di sembarangan tempat 
lagi. Sementara kondisi ideal dari gendang dua ini sudah jarang ditemukan di 
sudut – sudut jalan (Lihat lampiran gambar nomor 2) 
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Perbedaan pendapat terjadi antara masyarakat dan pemerintah. 
Masyarakat di Kecamatan Panakukkang mengatakan,  
“Gendang dua proyek gagal. Selain boros kantong sampah, juga boros 
anggaran. Buktinya belum lama dikeluarkan sudah rusak. Kantong 
sampahnya rusak bahkan ada gendang dua yang tidak ada kantong 
sampahnya, ada yang sudah tidak utuh bahkan tercabut dari 
tempatnya.” (Hasil wawancara 23 Januari 2016). 
Pernyataan masyarakat yang menganggap keberadaan gendang dua ini 
tidak memberikan pengaruh yang baik bagi kebersihan Kota Makassar 
bahkan hanya boros anggaran saja. Hal ini bukan hanya masyarakat di 
Kecamatan Panakukkang yang berpendapat demikian tapi pada beberapa 
kecamatan yang lainnya juga beranggapan sama, bisa dilihat pada Tabel 9 
dan Tabel 10. 
Tabel. 9. Pendapat masyarakat tentang pengadaan tempat sampah gendang 
dua 
Indikator Frekuensi 
Skor Persentase 
(%) Nilai Total 
Sangat tidak efektif  
Tidak efektif 
efektif 
Sangat efektif  
8 
27 
7 
3 
1 
2 
3 
4 
8 
54 
21 
12 
17,78 
60,0 
15,56 
6.67 
Total  45  95 100,0 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
  
   X = Σ f.i  
 n  
 = 95 = 2,11 
 45 
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Tabel. 10. Alasan masyarakat pengadaan tempat sampah gendang dua 
menjadi tidak efektif 
Indikator Frekuensi Persentase (%) 
Memudahkan masyarakat dalam 
membuang sampah 
Boros kantong plastik 
Masyarakat belum paham 
penggunaannya 
Tidak tahan lama 
10 
 
6 
11 
  
18              
22,2 
 
13,3 
24,4 
 
40,4 
Total 45 100,0 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
    
Pada Tabel 9. hasil rata – ratanya tinggi, masyarakat mengganggap bahwa 
keberadaan tempat sampah gendang dua tidak efektif. Gendang dua ini 
hanya berpontensi membuat Kota Makassar menjadi lebih kotor sehingga 
pengadaannya tidak efektif. Selain itu, pada Tabel 10. mengungkapkan 
proyek ini dianggap hanya memboroskan dana pemerintah karena kontruksi 
tempat sampah gendang dua ini tidak tahan lama dan membutuhkan kantong 
plastik yang harus selalu diganti.  
Penuturan Pemerintah di Kecamatan Ujung Pandang mengutarakan, 
“Jumlah tempat sampah gendang dua yang berada di setiap 
kecamatan yaitu merata sebanyak 125 unit perkecamatan jika 14 
kecamatan totalnya sekitar 1.750 unit yang berada di Kota Makassar 
dengan anggarannya mencapai Rp. 1.000.000,- lebih perunit. 
Sehingga alokasi yang digunakan untuk pengadaannya mencapai Rp. 
1,75 miliar.” (Hasil wawancara 29 Februari 2016). 
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Data dari Kejaksaan Negeri Kota Makassar, berdasarkan sumber dana dari 
APBD 2014 nilai Proyek  gendang dua ini sebesar Rp. 2.625.000.000 M.  
Sementara kondisi gendang dua ada yang tidak layak pakai bahkan ada yang 
harusnya tidak difungsikan lagi (Lihat lampiran gambar nomor 3). Sudah 
sangat jarang menemukan gendang dua pada kondisi idealnya. Penumpukan 
sampah lebih banyak terjadi pada gendang dua. Sementara banyaknya 
anggaran dan unit yang disebarkan di seluruh wilayah Kota Makassar belum 
terhitung anggaran untuk kantong  sampah yang harus diganti setiap penuh, 
menunjukkan proyek gendang dua tidak berhasil mencapai tujuan 
pengadaannya bahkan memboroskan anggaran pemerintah  
Perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat menunjukkan 
bahwa sarana untuk mendukung program Lisa ini masih perlu evaluasi lagi. 
Pengadaan gendang dua ini juga memakan biaya yang cukup besar 
sementara efetivitasnya di lapangan sangatah minim. Mengingat bahwa Lisa 
adalah program yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat 
untuk senantiasa hidup bersih dengan membuang sampah pada tempatnya. 
Namun, kesadaran ini sulit untuk terbangun jika tidak ada sarana yang 
menunjang.  
Dari serangkaian uraian di atas, penulis dapat mengatakan bahwa 
program Lisa sangat kreatif. Indikator isi kebijakan menurut Grindle dari segi 
Tipe manfaat dan Derajat perubahan yang diharapkan, Lisa dengan 
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pengadaan gendang dua ini memiliki manfaat yang sangat baik bagi 
perkembangan Kota Makassar ke depanya. Lisa merupakan program ajakan 
dengan memberi contoh langsung tentang bagaimana bersikap saat melihat 
sampah berserakan di sekitar kita, dimanapun dan apapun kegiatan yang 
dilakukan. Program yang dilakukan secara spontan tanpa diawali oleh 
perintah atau intruksi tapi gerakan yang berasal dari ajakan pribadi diri 
sendiri.  Sarana dari Lisa juga sangat inovatif yakni pengadaan tempat 
sampah gendang dua yang disebarkan di seluruh jalan Kota Makassar. 
Ketika melihat dari segi perubahan yang diharapakan tidak sesuai dengan 
yang terjadi di lapangan. Keefektifan dari gendang dua ini menjadi minim 
dirasakan oleh pemerintah atau pun masyarakat karena perbedaan 
penafsiran penggunaan dari tempat sampah gendang dua tersebut membuat 
proyek gendang dua ini menjadi proyek gagal dengan melihat banyaknya 
kondisi gendang dua yang sudah tidak layak pakai. Sementara berdasarkan 
dari Teori sistem William Dunn, penulis juga melihat pelaku kebijakan belum 
mampu saling bekerjasama sehingga perubahan yang terjadi di lingkungan 
kebijakan tidak tampak bahkan lebih banyak lagi ditemukan sampah yang 
menumpuk di beberapa pinggiran jalan raya Kota Makassar. 
4.3.4 Mabasa (Makassar Bebas Sampah) 
Mabasa adalah salah satu program yang bertujuan mengubah Kota 
Makassar terbebas dari sampah. Dalam mewujudkan hal tersebut, banyak 
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program yang terkait dengan pengelolaan sampah untuk menciptakan Kota 
Makassar yang terbebas dari sampah. Di sudut jalan bebas sampah, di 
kantor bebas sampah, di sekolah bebas sampah, bahkan di Tempat 
Pembuangan Sampah Akhir bisa bebas sampah. 
Program ini didukung oleh rangkaian kegiatan lainnya. Pertama, 
pengelolaan sampah yang tersistematik. Pengelolaan yang sistematik dan 
setiap kecamatan memiliki sistem pengelolaan sampah masing – masing. 
Pemerintah Kecamatan Tallo mengungkapkan,  
“Saat ini setiap kecamatan memiliki sistem pengambilan sampah yang 
berbeda – beda. Seperti di Kecamatan kami ini di Tallo, pembuangan 
sampah harus di malam hari yang pengambilannya di bagi per-zona, 
ada 3 zona. Setiap zona akan ada mobil Tangkasaki yang menunggu 
pada satu titik kemudian motor Fukuda menyisir semua jalanan, lorong 
sampai tidak ada lagi sampah masyarakat yang di simpan depan 
rumah mereka dan biasa sampai 3 kali menyisir baru selesai. Setelah 
itu dibawa ke mobil Tangkasaki dan jika sudah penuh langsung 
dibawah ke TPA.” (Hasil wawancara 22 Februari 2016) 
Di kawasan lain seperti di Kecamatan Manggala, Pihak Kecamatan 
mengungkapkan,  
“Di Kecamatan Manggala, pembuangan sampah itu di malam hari. Ada 
pun Fukuda yang menyisir di pagi hari itu sebenarnya dikhususkan 
untuk mengambil sampah para penyapu jalan. Tapi karena masih ada 
masyarakat yang belum paham jadi kami tetap mengambil sampah.” 
(Hasil wawancara 20 Januari 2016). 
Pola pengambilan sampah masyarakat oleh pemerintah berdasarakan 
penyataan dari pihak kecamatan itu berbeda – beda. Ada yang 
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melaksanakan secara perzona, ada yang melakukan sekali dalam dua hari 
dan ada yang melakukan hanya pada malam hari. Proses Pengambilan 
sampah dilakukan sesuai dengan inovasi dari tiap – tiap kecamatan selama 
tidak keluar atau bersebarangan dengan isi Peraturan Daerah yang ada. 
Sementara petugas kebersihan akan menyapu jalanan pada pagi hari setiap 
hari pada titik- titik tertentu (Lihat lampiran gambar nomor 4). Hal ini rutin 
dilakukan karena sampah selalu ada di jalan dan tiap hari mobil truk sampah 
yang muatannya penuh pada saat mengangkutnya ke TPA, sampahnya 
berterbangan di jalanan. 
Sarana pembuangan sampah masyarakat berupa kontainer yang 
disediakan oleh kecamatan, sampah masyarakat di letakkan di depan rumah 
kemudian diambil oleh mobil Tangkasaki dan khusus yang bermukim di 
lorong diambil oleh motor 3 (tiga) roda atau motor Fukuda. Setelah motor 
Fukuda penuh maka akan dibawa ke mobil Tangkasaki dan akan menyisir 
kembali jalanan bila masih ada sampah yang belum dijangkau oleh motor 
Fukuda tersebut. Sementara untuk mobil Tangkasaki jika telah penuh maka 
akan langsung dibawa ke TPA yang ada di Kelurahan Tamangapa 
Kecamatan Manggala. Proses pengangkutan sampah dapat dilihat pada 
Gambar 6 dan Gambar 7. Waktu pengambilan sampah sesuai himbauan dari 
Walikota Makassar adalah di malam hari mulai pukul 20.00 hingga pukul 
104 
 
21.00 WITA. Sementara masih ada Kecamatan yang melakukan 
pengambilan sampah pada pagi hari. 
Tabel. 11. Waktu Pembuangan Sampah Masyarakat 
Indikator Frekuensi 
Persentase 
(%) 
Pagi hari 
Malam hari 
Pagi dan malam hari 
2 
12 
11 
8,0 
48,0 
44,0 
Total  25 100,0 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
   
Gambar 6. Proses pengambilan sampah oleh petugas Kecamatan 
 
 
 
 
 
 
 
Petugas Kecamatan yang masih melakukan pengambilan sampah 
pada pagi hari kurang tepat. Kecamatan diberikan kebebasan melakukan 
inovasi dalam proses pengangkutan sampahnya walaupun secara tidak 
penuh sesuai pada Gambar 6. Namun, sesuai arahan dari Walikota jika 
pembuangan sampah harus dilakukan pada malam karena  
105 
 
bertujuan, waktu beraktifitas masyarakat antara pukul 06.00 sampai 17.00 itu 
bisa bebas dari sampah yang berserakan di jalan. Sementara sampah – 
sampah yang berterbangan saat diangkut oleh mobil Tangkasaki atau mobil 
truk lainnya menuju ke TPA pada malam hari bisa dibersihkan oleh petugas 
kebersihan yang menyapu jalanan di pagi. 
Kedua, pengadaan mobil „Tangkasaki‟ sebagai mobil pengangkut 
sampah yang baru. Sistem pelayanan pengangkutan sampah di Kota 
Makassar sebelumnya dilayani oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar namun saat ini diserahkan kepada kecamatan. Sebagaimana yang 
diungkapakan oleh Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar,   
“Gemar MTR dalam makna sempit itu tentang kebersihan dan dalam 
Undang – Undang nomor 18 tahun 2011 masalah kebersihan itu dibagi 
menjadi dua hal, pertama tentang pengurangan sampah dan kedua 
tentang penataan kebersihan. Dalam penataan kebersihan ada banyak  
jenjangnya, mulai dari memahamkan masyarakat tentang memilah 
sampah, menyiapkan tempat sampah, memproses daur ulang sampah, 
mengumpulkan sampah, dan memproses akhir sampah, sedangkan yang 
dilimpahkan ke kecamatan adalah proses pengangkutannya saja” (hasil 
wawancara 10 Februari 2016). 
Pernyataan dari Dinas yang mengungkapkan adanya pembagian tugas 
dengan pihak Kecamatan diharapkan ada kerjasama yang baik untuk 
membebaskan Kota Makassar dari sampah. Setiap kecamatan memiliki 
jumlah angkutan sampah  yang berbeda – beda. Hal ini bisa dilihat pada 
Tabel 12.  
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Tabel 12. Luas wilayah, jumlah penduduk, timbulan sampah dan Jumlah 
transportasi angkutan sampah di setiap kecamatan 
No. Kecamatan 
Luas 
Wilayah 
Jumlah 
Penduduk/Jiwa 
Timbulan 
Sampah 
Jumlah 
Kontiner 
1. Mariso 1,82 59.612 187,36 10 
2. Mamajang 2,25 65.824 207.17 12 
3. Tamalate 20.21 165.979 522.09 27 
4. Rappocini 9,23 156.427 490.40 15 
5. Makassar 2,52 67.088 284.40 15 
6. Ujung Pandang 2,63 31.365 98.24 6 
7. Wajo  1,99 38.214 129.50 9 
8. Bontoala 2,52 90.900 252.50 7 
9. Ujung Tanah  5,94 52.532 250.50 9 
10. Tallo  5,83 147.224 276.00 20 
11. Panakukang  17,05 147.659 462.00 28 
12. Manggala,  24,14 108.185 345.00 12 
13. Biringkanaya  48,22 140.691 485.00 29 
14. Tamalanrea. 31,85 97.530 310.52 7 
Total 175,77 1.370.080   4.301,18 206 
Menurut analisis penulis jumlah angkutan sampah pada setiap 
kecamatan yang berbeda – beda yang tidak seimbang dilakukan 
berdasarakan beberapa hal antara lain: 
c. Luas wilayah 
d. Jumlah penduduk 
e. Jumlah timbulan sampah 
Ketiga, retribusi sampah. Sesuai dengan Perda Kota Makassar 
tentang retribusi pelayanan persampahan, wajib retribusi diberikan kepada 
orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 
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oleh Pemerintah kota. Salah satu masyarakat di Kecamatan Ujung Tanah 
mengungkapkan, 
“Dulu ada retribusi sebesar Rp. 5.000,-/bulan, cuma lama tidak datang 
yang ambil retribusi jadi saya kira sudah tidak ada. Ini ada lagi baru 
orang minta retribusi, banyak orang yang tidak mau kasih karena tidak 
ada penyampaian dari pemerintah setempat tapi ada juga yang kasih 
ala kadarnya, uang capek untuk petugasnya.” (Hasil wawancara 22 
Februari 2016). 
Kewajiban retribusi sampah ini pernah hilang beberapa waktu memberikan 
pengaruh kepada retribusi sampah saat ini. Apalagi retribusi sampah 
masyarakat banyak yang belum mengetahuinya sehingga membuat 
masyarakat sangsi. Dari hasil penelitian pada Tabel 13. retribusi ini masih 
sebatas pemberian suka rela dari masyarakat kepada petugas pengambil 
sampah. 
Tabel. 13. Retribusi 
Indikator Frekuensi 
Persentase 
(%) 
Tidak ada regulasi 
Sesuai perda 
Masih sosialisasi 
Sukarela/kesepakatan 
masyarakat 
7 
4 
0 
34 
15,6 
8,9 
0,0 
75,6 
Total  45 100,0 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
    
Retribusi ini masih belum berjalan merata. Sesuai Tabel 13.  yang 
membayar secara sukarela berkisar 34 orang atau 75,6%. Ada yang 
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membayar dan ada yang tidak. Hal ini disebabkan, sosialisasi regulasi yang 
terbaru terkait retribusi belum merata sehingga pembayaran yang diberikan 
masyarakat jatuh ke tangan petugas kebersihan. Narasumber dari 
Pemerintah Kecamatan Tamalanrea juga mengungkapkan demikian, 
“Kalau tentang retribusi, sebenarnya sudah ada regulasi terbaru 
cuman masih dalam tahap sosialisasi. Kalau ada warga yang 
memberikan itu masih secara sukarela dan jatuh ke tangan petugas 
kebersihan sebagai uang capek” (Hasil wawancara 23 Februari 2016). 
Retribusi yang diberikan masyarakat sesuai pernyataan dari pihak kecamatan 
jatuh ke tangan petugas yang mengambil sampah. Sosialisasi terkait regulasi 
terbaru tentang retribusi ada pada Perwali Nomor 56 tahun 2015 masih 
belum dioptimalkan. Perwali ini masih dalam tahap sosialisasi sehingga 
masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi aktif dalam pembayaran 
retribusi sampah. Saat ini masyarakat masih melakukan pembayaran secara 
sukarela kepada petugas kebersihan yang uang tersebut diambil oleh 
petugas itu sendiri.sehingga wajar jika masih ada masyarakat yang tidak rutin 
atau bahkan ada yang tidak membayar retribusi mereka. 
Keempat, sanksi bagi pelanggaran pembuangan sampah di 
sembarangan tempat. Sesuai Perda Kota Makassar tentang pengelolaan 
sampah, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan yang 
diatur dalam Perda tersebut akan diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau dendan paling banyak Rp. 50.000.000,-. Sampai saat ini 
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dalam pelaksanaan Gemar MTR, sanksi ini belum pernah terealisasikan, 
bahkan pada Tabel 14 menunjukkan ada masyarakat yang tidak tahu 
menahu tentang sanksi ini. Pemerintah Kecamatan Wajo mengungkapkan, 
“Sesuai Perda, sanksi bagi oknum yang buang sampah itu ada, namun 
kami dari pihak pemerintah belum menerapkannya. Kami memberikan 
teguran karena hal ini butuh pendekatan yang baik antara pemerintah 
dan masyarakat. Sanksi sosial lebih kejam dibandingkan sanksi materi 
dalam lingkup masyarakat kita jadi hal ini yang kami lakukan saat ini” 
(Hasil wawancara 1 Maret 2016). 
Sanksi ini belum terlaksana karena dianggap bahwa masyarakat masih 
membutuhkan teguran bukan hukuman. Masyarakat lebih baik dihukum 
berupa sanksi sosial dibandingkan sanksi denda. 
Tabel. 14. Masyarakat tahu tentang adanya sanksi pelanggar membuang 
sampah di sembarangan tempat 
Indikator Frekuensi 
Skor Persentase 
(%) Nilai Total 
Sangat tidak tahu 
Tidak tahu 
tahu 
Sangat tahu 
0 
38 
7 
0 
1 
2 
3 
4 
0 
76 
21 
0 
0,0 
84,4 
15,6 
0,0 
Total  45  97 100,0 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
   X = Σ f.i  
 n  
 = 97 = 2,16 
  45 
Masyarakat masih ada yang tidak tahu tentang adanya sanksi tersebut. pada 
Tabel 14.  menunjukkan yang mengetahui sanksi ini hanya 7 orang atau 
15,6% sedangkan yang tidak tahu berkisar 84,4% atau 38 orang dengan rata 
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– rata tinggi. Penengakkan sanksi ini belum maksimal. Selain alasannya 
karena sulitnya menangkap oknum yang buang sampah di sembarangan 
tempat, pemerintah juga memberikan hukuman tidak sesuai dengan Perda. 
Berbeda dengan sistem yang diterapkan di sekolah (baca poin Aku dan 
sekolahku tidak rantasa), sanksi yang keras diberikan untuk menumbuhkan 
efek jera pada diri siswa sehingga siswa tidak mengulanginya lagi. Sanksi 
yang diberikan saat ini belum mampu memberikan efek jera pada 
masyarakat. 
Keempat program ini harus terlaksana di daerah pasar. Pasar sebagai 
tempat umum yang mempertemukan penjual dan pembeli. Setiap hari penjual 
dan pembeli akan menghasilkan sampah. Pembuangan sampah harus di 
sore hari pada waktu jam pasar akan ditutup. Setiap pasar memiliki kontainer 
yang dikelola oleh Perusahan Daaerah (PD) Pasar dari Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar. Walaupun pasar dibawah naungan PD 
Pasar, tapi kecamatan akan selalu berkoordinasi dengan PD Pasar. 
Kontainer harus setiap hari diangkut oleh mobil Tangkasaki karena sehari 
saja tidak diangkut akan menyebabkan penumpukan sampah dan jika tidak 
diangkut maka kecamatan memiliki tugas untuk mengambil alih 
pengangkutan tersebut bila diperlukan. Hal tersebut dijelaskan oleh 
Pemerintah di Kecamatan Wajo yang di daerahnya ada Pasar Panampu,   
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“Pasar Panampu memang berada di wilayah kami, tapi yang 
mengelolanya tetap Perusahaan Daerah Pasar namun tetap berkoorsinasi 
dengan kami. Pemerintahan ini harus bisa berkoordinasi secara vertical, 
horizontal atau pun diagonal. Jadi semisal, kontainer dari Perusahaan 
Daerah bermasalah maka kami dari pihak kecamatan akan mengambil 
alih sementara pengangkutan sampahnya” (Hasil wawancara 1 Maret 
2016). 
Kondisi yang terjadi di pasar tidak jauh beda dengan kondisi yang 
terjadi di masyarakat. Mulai dari sistem pengambilan sampahnya sampai 
pada retribusinya. Jika di pasar ada retribusi keamaan, pada beberapa 
pemukiman masyarakat juga menerapkan yang demikian. Hal yang 
membedakan, produksi sampah dari pasar rutin sehingga retribusi 
sampahnya juga harus lancar yang kemudian diolah oleh PD Pasar. 
Keempat kegiatan dari kecamatan dalam pengelolaan sampah ini 
dianggap telah mampu membuat Kota Makassar meraih Adipura. Pemerintah 
tidak memungkiri masih ada yang perlu dibenah kembali. Pengaturan jam 
pembuangan sampah sehingga sampah masyarakat hanya terlihat pada satu 
waktu saja. Selain itu, seperti efektifitas mobil Tangkasaki. Mobil Tangkasaki 
memiliki postur mobil yang lebih baik dibanding mobil truk sampah 
sebelumnya. Jika penuh, tidak akan berhamburan jatuh ke tanah jika terkena 
angin karena memilki atap. Jika dibawah ke Tempat Pembuangan Akhir 
sampah tidak menimbulkan bau. Di samping hal tersebut petugas kebersihan 
juga memiliki keluhan berupa proses bongkar muat sampah yang 
menggunakan tenaga manual menyebabkan prosesnya lama dan 
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menimbulkan kemacetan di daerah Keluarahan Tamangapa. Hal ini berbeda 
dengan mobil truk yang bongkar muat sampahnya menggunakan tenaga 
mesin mobil tersebut. Selain mobil Tangkasaki, sanksi yang belum 
dimaksimalkan sehingga tidak ada efek jera yang dirasakan oleh masyarakat 
yang melanggar. Sementara retribusi yang tidak meratas di masyarakat 
menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap petugas kebersihan 
atau pun masyarakatnya. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan oleh penulis jika program 
Mabasa masih perlu perhatian masyarakat. Kontesk implementasi dari 
Grindel indikatornya salah satunya Kepatutan daya tanggap. Kepatutan daya 
daya tanggap masyarakat sangat diharapkan dalam Mabasa ini. Dari sekian 
banyak kegiatan yang terkait dengan program Mabasa kemaksimalannya 
masih minim.  Pengahargaan Adipura yang diperoleh oleh Kota Makassar 
bukan menjadi tolak ukur jika Makassar telah bebas sampah. Mengingat di 
awal pembahasan jika masalah sampah adalah masalah yang berkelanjutan 
yang akan muncul tiap waktu. Program yang hanya bersifat sementara tidak 
dapat menanggulangi permasalahan ini. Seperti, pembuangan sampah yang 
harusnya pada malam hari saja masih saja ada yang di luar dari jam tersebut 
dan penegakkan sanksi bagi pelanggaran pembuangan sampah yang tidak 
terlaksana serta masih adanya kontainer sampah yang dijadikan tempat 
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sampah sementara bagi warga yang sangat tidak terurus mengakibatkan 
banyak sampah yang berserakan. 
4.3.5 Mabelo (Makassar Bersih Lorong) 
Mabelo adalah program kebersihan ke lorong – lorong yang ada di 
Kota Makassar. Program ini memanfaatkan lorong – lorong untuk lebih 
produktif dengan berbagai tanaman. Tanaman tersebut kemudian dipasarkan 
sehingga bisa bernilai ekonomis bagi masyarakat. 
Program ini menuntut lorong – lorong bisa berbenah dan menjadi 
tempat yang nyaman dan aman untuk dijadikan tempat untuk berkumpul 
bersama dengan masyarakat baik yang muda dan tua. Di lorong akan 
dibenah menjadi lebih rapi dan bersih baik di selokan maupun tembok yang 
ada di lorong tersebut. Sehingga rasa kekeluargaan akan terbangun melalui 
kerja bakti secara rutin dalam pembenahan lorong dan bisa berlanjut pada 
hari – hari setelahnya.  
Di awal pembenahan pun, Pertamina mengeluarkan dana Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam membantu membenah lorong – lorong 
tersebut. Awal pembenahan ini, dipilihlah 14 (empat belas) lorong dari 14 
kecamatan untuk dijadikan lorong percontohan bagi lorong – lorong yang lain 
dan kemudian dilombakan. Setiap lorong memiliki fasilitator dari Yayasan 
Peduli Negeri (YPN) yang mengkordinir pelaksanaan pembenahan lorong 
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tersebut. Setiap lorong mendapatkan dana bantuan senilai Rp. 10.000.000,00 
yang diserahkan secara berangsur dalam bentuk perlengkapan penunjang 
pembenahan lorong seperti, bibit, pot, tempat sampah, sapu dan berbagai 
macam perlengkapan penunjang lainnya. Masyarakat Kecamatan Rappocini 
selaku fasilitator dari Pertamina dalam penataan lorong mengungkapkan,  
“Setiap tahun itu, Pertamina mengeluarkan dana CSR untuk 
mendukung kegiatan pemerintah. Tahun lalu ada sumbangan motor 
fukuda, kemudian penataan lorong atau disebut „lorong garden 
Pertamiana‟ dimana ada 14 lorong pilihan dari tiap kecamatan untuk 
dibina menjadi „lorong garden‟, sekarang itu ada sumbangan mobil truk 
angkut sampah serta gas dan oli untuk bank sampah” (Hasil 
wawancara 5 Maret 2016). 
Pernyataan dari fasilitator tersebut menunjukkan perhatian Pertamina pada 
setiap program dari Gemar MTR. Setiap tahunnya Pertamina memberikan 
dana CSR-nya untuk membantu pelaksanaan setiap program. Salah satu 
bantuan yang sangat menonjol saat ini adalah penataan loron yang oleh 
Pertamina disebut Longgar atau Lorong Garden Pertamina. 
Pihak akademisi juga memberikan sumbangsihnya kepada program 
ini. Pengadaan program KKN Lorong pada beberapa Universitas di Kota 
Makassar. KKN Lorong ini sampai saat ini telah dilaksanakan oleh 
Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Islam 
Negeri, Universitas Vetran Republik Indonesia, Universitas Bosowa, dan 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Reski. Hadirnya mahasiswa di lorong – 
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lorong sangat membantu masyarakat dan pemerintah setempat dalam 
pembenahannya. Pihak Pemerintah Kecamatan Manggala mengungkapkan, 
“Gemar MTR itu bukan hanya tugas dari pemerintah untuk 
melaksanakannya. Masyarakat dan pihak swasta juga memberikannya 
kontribusi apalagi dari akademisi harus bisa meluangkan waktu untuk 
memikirkan sebuah inovasi atau minimal berpartisipasi dalam setiap 
program. Seperti saat ini kami menerima mahasiswa dari Unibos, kami 
meminta kepada mahasiswa tersebut bisa membenah salah satu 
lorong di kecamatan ini” (Hasil wawancara 20 Januari 2016). 
Pernyataan dari pihak Kecamatan menunjukkan program Gemar MTR 
ini juga membutuhkan bantuan dari pihak akademisi. Memanfaat intelektual 
mereka, pihak akademisi misi menyumbangan beberapa ide kreatif dan 
inovatif dalam penataan lorong di kecamatan – kecamatan yang mereka 
tempati. 
Pada pembenahan lorong ini, pemerintah dan masyarakat mampu 
bekerja sama dalam pembenahannya. Apalagi dengan adanya perlombaan 
lorong bersih menambah semangat masyarakat. Walaupun ada lorong yang 
pembenahannya dilakukan berdasarkan swadaya masyarakat tidak membuat 
mereka menjadi patah semangat bahkan menjadi event ini sebagai ranah 
‟seru – seruan‟ bersama masyarakat yang lain. Seperti yang diungkapkan 
oleh salah satu masyarakat Kecamatan Rappocini, 
“Kami yang sediakan bunga – bunganya sendiri, kami juga yang 
membersihkan. Kalau pemerintahnya selalu memberikan kami 
motivasi, biasa juga membersihkan bersama – sama kami. Kami 
senang karena bisa ngumpul – ngumpul dengan masyarakat lain 
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apalagi hal ini bisa mempercantik lorong kami ini jadi enak dilihat” 
(Hasil wawancara 24 Januari 2016). 
Pernyataan dari salah satu masyarakat menunjukkan antusias mereka dalam 
lomba – lomba lorong. Selain dapat berkumpul bersama dengan para 
tetangga yang lain, lorong – lorong mereka bisa tertata dengan baik sehingga 
perlengkapan lorong walaupun bukan berasal dari dana CSR Pertamina tapi 
berdasarkan swadaya masyarakat.  
Dibalik dari antusias dan kesuksesan dari program Mabelo ini, terjadi 
hal yang tidak diinginkan di lapangan. Masyarakat Kecamatan Rappocini 
selaku fasilitator dari Pertamina dalam penataan lorong kembali 
mengungkapkan bahwa, 
“Ini Longgar juga ada terjadi masalah di salah satu lorong binaan kami. 
Ada lorong yang mencari dana CSR-nya secara utuh, ada juga 
pemerintah yang bertemu sama kami kalau ada sesi dokumentasi, ada 
juga masyarakat yang tidak mau berpartisipasi” (Hasil wawancara 5 
Maret 2016). 
Dari pernyataan fasilitator tersebut, program ini memiliki serangkaian 
permasalahan. Pertama, dana CSR dari pertamina menjadi perbicangan bagi 
masyarakat yang lorongnya dipilih untuk dibenah. Dimulai dari dana yang 
diketahui oleh masyarakat dianggap tidak sepenuhnya jatuh kepada 
masyarakat karena sistemnya yang dikeluarkan secara berangsur – angsur. 
Partisipasi pemerintahan setempat yang minim membuat kurangnya 
kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah serta fasilitatornya 
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Kedua, efektifitas Longar dari Pertamina dan KKN Lorong kurang 
dirasakan oleh masyarakat (Lihat lampiran gambar nomor 6). Selepas KKN 
Lorong, lorong – lorong yang ditinggalkan oleh mahasiswa jadi terbengkalai 
karena minimnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan dan 
mempertahankan keindahan lorong yang telah dibenah. Akibatnya setelah 
lomba, lorong – lorong tersebut menjadi tidak terawat. 
Serangkaian permasalahan tersebut tidak dirasakan oleh semua 
lorong. Lorong yang terbentuk di luar dari program CSR Pertamina dan KKN 
Lorong mampu mengembangkan dan mempertahankan kondisi lorongnya. 
Selain kesadaran masyarakat yang terbentuk, koordinasi dari pemerintah 
setempat juga cukup baik. (Lihat lampiran gambar nomor 7).   
Pemerintah dan masyarakat mampu bekerja sama dalam menciptakan 
kondisi lorong yang sesuai dengan tujuan dari program Mabelo. Selain itu, 
kehadiran Bank sampah di setiap lorong yang dibenah menambah antusias 
warga untuk menjaga lorong tetap bersih dan bebas dari sampah karena 
sampah mereka sekarang telah bernilai. Respon yang baik dari masyarakat 
juga bisa dilihat pada Tabel 15. Yang menunjukkan penerimaan masyarakat 
dengan adanya Bank sampah. 
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Tabel. 15. Pendapat Masyarakat tentang adanya Bank Sampah 
Indikator Frekuensi 
Skor Persentase 
(%) Nilai Total 
Sangat tidak setuju 
Tidak setuju 
Setuju  
Sangat setuju 
0 
0 
2 
43 
1 
2 
3 
4 
0 
0 
6 
172 
0,0 
0,0 
4,4 
95,6 
Total  45  178 100,0 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
   X = Σ f.i  
 n  
 = 178 = 3,98 
  45 
 
Masyarakat merespon baik adanya bank sampah ini. Pada Tabel 15.  
Dengan rata – rata yang sangat tinggi, ada 95,6% yang sangat setuju dengan 
adanya bank sampah ini. Bank sampah yang bisa ditukar dengan beras, 
uang, gas, dan oli memudahkan masyarakat khususnya masyarakat kategori 
miskin. Alur bank sampah diungkapkan oleh salah satu pegawai dari Bank 
Sampah Pusat Kota Makassar, 
“Masyarakat awalnya harus menjadi nasabah. Setelah menjadi 
nasabah, masyarakat bisa menabung sampah yang diinginkan dengan 
harga yang telah disepakati sebelumnya. Pencarian dananya bisa per-
3 bulan, per-awal tahun ajaran baru, dan per-hari raya. Nasabah bisa 
memilih menukarnya dengan barang – barang yang tersedia” (Hasil 
wawancara 19 Maret 2016)  
Alur yang diungkapkan oleh pegawai Bank sampah pusat menujukkan 
bahwa pencairan dana atau penukaran barang dengan sampah in memilki 
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jenjag waktu. Melihat bahwa pencairannya per-3 bulan atau per-awal tahun 
atau per-hari raya bisa membuat nasabah atau masyarakat di sini menabung 
uang atau barang yang nantinya ditukarkan dengan sampah mereka, 
sehingga hasilnya lebih tampak. 
Bank sampah bisa mengurangi sampah yang diserahkan ke TPA. 
Selain dari itu, masyarakat menengah ke bawah atau kategori miskin bisa 
memanfatkannya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Seperti yang 
terjadi di Kecamatan Tallo, 
“Di Kecamatan Tallo, sudah mencapai 3.000 nasabah dengan bank 
sampah mencapai 100 bank sampah. Kecamatan Tallo sebelum 
adanya Gemar MTR sudah memiliki bank sampah tapi sejak adanya 
Gemar MTR, bank sampah di sini semakin meningkat” (Hasil 
wawancara 22 Februari 2016). 
Dari keseluruhan kecamatan yang ada di Kota Makassar, Kecamatan Tallo 
memiliki bank sampah dan nasabah paling banyak. Salah satu penyebabnya 
karena kondisi masyarakatnya sesuai data dari Dinas Sosial Kota Makassar, 
Keluarga miskin Kecamatan Tallo mencapai 11.211 orang (terlampir). 
Hadirnya bank sampah, kategori keluarga miskin ini bisa terbantukan karena 
sampah yang mereka hasilkan bisa bernilai. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengatakan bahwa 
program Mabelo adalah program yang kreatif dan inovatif. Lorong dianggap 
sebagai urat nadi Kota Makassar sehingga ide pembenahan ini mendapatkan 
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respon yang baik. Pelaku kebijakan dalam Teori Sistem William Dunn, 
pemerintah harus mengawal setiap program untuk memberikan motivasi 
kepada masyarakat sehingga selain sebagai bentuk pengawasan pemerintah 
tapi dapat menjadi bentuk kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam 
pelaksanaan program. Lorong – lorong yang mampu bertahan adalah lorong 
yang mendapat perhatian dari masyarakatnya dan masyarakat yang sukarela 
menjaga keindahan lorong adalah masyarakat yang mendapat perhatian dari 
pemerintahnya. Dilihat dari kontesk implementasi Grindel yang salah satu 
indikatornya adalah strategi aktor yang terlibat, pembenahan lorong ini 
sangat bergantung pada kerjasama masyarakat sementara antusias 
masyarakat bisa dipicu dengan adanya pemerintah yang mengawal setiap 
kegiatan. Pendekatan pemerintah kepada masyarakat adalah salah satu 
strategi pelaksanaan program dan kehadiran pihak luar seperti pihak swasta 
bisa membantu dalam menyokong pelaksanaan program tersebut. 
Keberlanjutan program ini yang sangat penting, maka kesadaran warga perlu 
dibangun agar lorong yang telah dibenah bisa bertahan dan lebih 
dikembangkan lagi. 
4.3.6 Aku dan Sekolah ku Tidak Rantasa 
Aku dan Sekolah ku Tidak Rantasa adalah program yang mengajarkan 
sejak dari dini anak – anak sekolah tentang kebersihan. Kebersihan ini 
mencakup diri pribadi siswa dan lingkungan sekolah. Semua yang bersifat 
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„rantasa‟ dalam diri siswa bisa dihilangkan dan membentuk pribadi siswa 
yang lebih baik. Menjaga kebersihan sekolah diharapkan bukan hanya 
sampai di sekolah saja, tapi kebiasaan hidup bersih ini bisa diaplikasikan di 
lingkungan rumah juga. 
Semua sekolah baik yang dari tingkat dasar sampai tingkat menengah 
ke atas telah melaksanakan program ini. Para guru dan siswa juga merespon 
baik program tersebut. Semua sekolah menerapkan sistem kebersihan yang 
berbeda tapi senada dengan tujuan dari program Aku dan Sekolah ku Tidak 
Rantasa. 
Warga sekolah telah mengenal dan paham dengan program ini. Selain 
dari spanduk – spanduk, pihak sekolah selalu mengingatkan warganya setiap 
upacara sekolah. Sehingga wajar jika semuanya telah mengenal dan paham 
dengan program tersebut. 
Tidak ada warga sekolah yang tidak mengenal Gemar MTR terlebih 
lagi Aku dan Sekolahku Tidak Rantasa. Sekolah berusaha agar guru dan 
murid paham dan mengaplikasikannya di lingkungan sekolah. Walaupun 
pemahaman siswa hanya sekedar soal hidup bersih tapi berangkat dari itu, 
pola hidup bersih dapat dibelajarkan sekolah sejak dari dini.  
Setiap sekolah turut menyukseskan Gemar MTR melalui Aku dan 
Sekolah Tidak Rantasa. Sarana tempat sampah basah dan kering yang ada 
di sekolah sebagai wujud pengajaran sekolah kepada siswa untuk mampu 
memilah sampah sejak dini. Selain itu, setiap hari siswa memiliki piket 
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membersihkan dan sekolah menyediakan sarana alat kebersihan utamanya 
tempat sampah di dalam kelas. 
Setiap sekolah menerapkan hukuman dan penghargaan dalam 
pelaksanaan program ini. Para guru menganggap hukuman dianggap bisa 
menjadi efek jera bagi siswa yang masih „bandel‟ dengan membuang sampah 
di sembarangan tempat dan tidak ikut membersihkan. Penghargaan menjadi 
cara para guru untuk meningkatkan semangat siswa dalam menjaga dan 
meningkatkan kebersihan kelas dan sekolahnya. Salah satu murid SMPN 20 
Makassar mengungkapkan, 
“Kalau ada buang sampah disembarangan tempat ada hukumannya. 
Harus membayar seharga sampah yang dibuang dan sekarang 
banyak teman yang mendapat hukuman tersebut.” (Hasil wawancara 
19 Januari 2016). 
 
 
Salah satu guru SDN Unggulan Toddopuli Makassar mengungkapkan, 
“Di sekolah ini, kami memberikan sanksi kepada murid yang 
membuang sampah disembarangan tempat sebagai efek jera. Seperti 
membayar seharga makanannya atau membersihkan kelasnya. Uang 
yang diserahkan dari murid itu akan dikembalikan kepada kas kelas.” 
(Hasil wawancara 15 Februari 2016). 
 
Pernyataan murid dan guru tersebut menunjukkan sanksi yang berat adalah 
cara sekolah untuk memberian efek jera kepada siswanya. Masalah 
persampahan jika tidak ditangani sejak dini, generasi penerus akan membuat 
Kota Makassar tertimbun sampah. Melalui sanksi ini, ada pesan moral yang 
ingin disampaikan oleh pihak sekolah kepada muridnya. 
Salah satu murid di SDN 1 Ujung Tanah  mengungkapkan, 
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“Tiap pekan itu kami ada piket membersihkan di kelas, kalau saya hari 
kamis. Kalau hari sabtu, semua siswa dan guru membersihkan sekolah. 
Ada juga membersihkan setiap tanggal 9. Biasanya itu kami 
membersihkan sampai ke depan sekolah seperti selokan dan jalananya” 
(Hasil wawancara 22 Februari 2016). 
 
Salah satu guru di SMAN 15 Makassar mengatakan, 
“Sebelum ada Gemar MTR, murid – murid memang sudah diberikan 
tugas piket membersihka tiap hari. Khusus hari sabtu, semua siswa dan 
guru diberikan waktu beberapa jam untuk membersihkan. Sejak ada 
Gemar MTR, ada juga waktu khusus membersihkan setiap bulannya, 
tanggal 9 jam 9 itu kami juga membersihkan sekolah dan di luar sekolah” 
(Hasil wawancara 25 Februari 2016). 
Sekolah menerapkan waktu khusus untuk membersihkan. Semua sekolah 
kompak, setiap hari sabtu pagi melakukan gotong royong membersihkan 
sekolah selama satu sampai dua jam. Selain itu, sesuai himbauan 
pemerintah, setiap bulannya pada tanggal 9 jam 9 dilakukan gotong royong 
membersihkan sekolah dan di luar lingkungan. 
Ada penerapan jadwal rutin di sekolah. Setiap hari ada jadwal khusus 
membersihkan para murid. Setiap hari sabtu, semua murid dan guru 
membersihkan. Setiap bulan ada hari dan jam khusus yakni tanggal 9 pada 
jam 9, murid dan guru membersihkan sekolah dan luar lingkungan sekolah. 
Jadwal rutin ini diharapkan mampu membuat anak – anak terbiasa hidup 
bersih dan tidak malas untuk membersihkan khususnya lingkungan di sekitar 
mereka. 
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Tabel. 16. Pihak sekolah dan siswa mampu bersatu dalam menjaga 
kebersihan sekolah 
Indikator Frekuensi 
Skor Persentase 
(%) Nilai Total 
Sangat tidak setuju 
Tidak setuju 
Setuju  
Sangat setuju 
4 
6 
10 
10 
1 
2 
3 
4 
4 
12 
30 
40 
13,3 
20,0 
33,3 
33,3 
Total  30  86 100,0 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
  
X = Σ f.i  
 n  
 = 85 = 2,86 
 30 
 
Berdasarkan Tabel 16. Kerjasama yang baik telah diciptakan di 
sekolah. Rata – rata tinggi dengan pernyataan setuju dan sangat setuju  
mencapai 33,3%. Guru dan siswa mampu saling menjaga kebersihan, guru 
senantiasa mengingatkan dan siswa senantiasa mendengarkan. Sehingga 
lingkungan sekolah bisa terjaga kebersihan dan kerapian baik di dalam 
maupun di luar lingkungan sekolah. 
Setiap program tidak akan lepas dari masalah yang timbul. Hal ini 
dirasakan oleh salah satu sekolah Adiwiyata Kota Makassar yang mewakili 
Kota Makassar menerima pengahargaan Sekolah Adiyata di Jakarta. Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 30 Makassar adalah sekolah yang pertama kali 
melaksanakan program Aku dan Sekolahku Tidak Rantasa. Sekolah ini 
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terpilih karena banyaknya penghargaan kebersihan yang disumbangkan 
kepada pemerintah Kota Makassar. SMPN 30 telah membina lebih dari 10 
sekolah dalam hal kebersihan. Sekolah ini memiliki ekstrakulikuler yang 
sangat diminati oleh siswa yang disebut Green School Makassar (GSM) Di 
samping pengahargaan dan pergerakan dari SMPN 30 Makassar ini, ada 
keresahan yang dirasakan oleh para gurunya. Hal ini diungkapkan oleh salah 
satu Pembina GSM SMPN 30 Makassar, 
“Kami melihat ini pemerintah kurang memberikan apresiasi kepada 
kami yang telah membawa nama baik Kota bahkan Provinsi sebagai 
sekolah yang mewakili Kota Makassar sebagi sekolah Adiwiyata. 
Penghargaan yang diberikan hanya sekedar ucapan saja, tidak ada 
bantuan yang secara kasat mata sebagai penunjang ke depannya” 
(Hasil wawancara 23 Ferbruari 2016). 
 
Di balik kesuksesan SMPN 30 Makassar, ada keresahan yang dirasakan 
pihak sekolah. Pertama, sebagai sekolah adiwiyata, pengelolaan kebersihan 
lebih mengandalkan siswanya tapi tetap dalam pengawasan guru. Guru yang 
mengawas adalah Pembina dari ektakulikuler tersebut dan hal ini membuat 
Pembina harus mengurus sendiri ekstrakuliler tersebut tanpa bantuan dari 
guru yang lain sehingga beban kebersihan diserahkan penuh hanya pada 
beberapa guru. Kedua, penghargaan yang banyak telah ditorehkan oleh 
SMPN 30 Makassar namun apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada 
pihak sekolah sangantlah minim. Mengingat sekolah tidak membawa nama 
sekolah saja tapi juga membawa nama daerah sehingga harapan untuk 
mendapatkan apresiasi dari pemerintah sangat dinanti oleh pihak sekolah. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Aku dan Sekolah 
Tidak Rantasa telah berhasil mengubah sekolah – sekolah yang ada di Kota 
Makassar menjadi lebih bersih, rapi dan indah. Para guru dan siswa telah 
mampu memahami program ini. Mereka mampu berkerjasama untuk 
menyukseskan program tersebut. Indikator isi kebijakan menurut Grindle dari 
Kepentingan yang dipengaruhi, Tipe manfaat, dan Derajat perubahan yang 
diharapkan, Aku dan Sekolahku Tidak rantasa telah memenuhinya. Semua 
elemen sekolah terlibat dalam pelaksanaan pogram ini. Sekolah bisa menjadi 
lebih bersih karena bukan hanya petugas kebersihan yang bertugas 
membersihkan tapi siswa diajarkan menjaga kebersihan dan ini berimplikasi 
dengan perubahan pola perilaku sebagian besar siswa yang senantiasa 
hidup bersih. Terlepas dari adanya permasalahan yang dirasakan, hal 
tersebut membutuhkan kepekaan pemerintah untuk menyelesaikannya. 
 
4.4 Faktor – Faktor  yang Mempengaruhi Pelaksanaan Setiap Program 
Gemar MTR di Bidang Kebersihan  
Pada sistem kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn terdapat 3 
(tiga) elemen yang saling mengaitkan. Kebijakan, pelaku kebijakan dan 
lingkungan kebijakan. Kebijakan yang dibuat pemerintah dikeluarkan untuk 
melakukan pengaturan dalam masyarakat. Para pelaku kebijakan bertugas 
untuk menjalan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan dari pemerintah. 
Sedangkan lingkungan kebijakan mempengaruhi jalannya kebijakan tersebut. 
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Berangkat dari Visi Misi Wali Kota Makassar, Gemar MTR muncul 
sebagai kebijakan awal pemerintahannya yang menjadi program revolusi 
mental bagi Kota Makassar. Pelaksanaan Gemar MTR, pemerintah 
berkeinginan untuk mengubah masyarakat yang berperilaku “rantasa” 
menjadi pribadi yang bersih. Gemar MTR ini mempengaruhi dua elemen 
dalam sistem kebijakan, yakni Lingkungan dan Pelaku Kebijakan. Gemar 
MTR dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat selaku pelaku kebijakan 
yang berimplikasi pada lingkungan kebijakan. Para pelaku kebijakan 
diharapkan mampu menjadi pendukung dengan berpartisipasi bukan menjadi 
penghambat dalam kebijakan tersebut. Pemerintah diharapkan mampu 
memahamkan dan memfasilitasi setiap program dari Gemar MTR yang 
dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam pelaksanaan 
kebijakan. Pemahaman masyarakat harus ditingkatkan demi menumbuhkan 
kesadaran masyarakat akan pentingnya berperilaku tidak „rantasa‟. Gemar 
MTR yang dalam penelitian ini berfokus pada bidang kebersihan diharapkan 
mempengaruhi lingkungan kebijakan dari lingkungan yang „rantasa‟ menjadi 
lebih bersih. Kemudian pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan saling 
mempengaruhi, ketika pelaku kebijakan dapat maksimal dalam 
melaksanakan setiap program dari Gemar MTR maka akan terjadi perubahan 
pada lingkungan kebijakan dan begitu pula sebaliknya. 
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Melalui sistem kebijakan, Gemar MTR dapat dianalisis faktor – faktor 
yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi bisa menjadi 
pendukung atau pun penghambat. Dikatakan mendukung jika bisa membantu 
dan ikut menyukseskan pelaksanaan kebijakan tersebut. Sementara 
dikatakan penghambat jika hal tersebut memperhambat atau memperlambat 
pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun indikator dari setiap elemen 
tersebut sebagai acuan penulis dala menganalisis pengaruh yang 
ditimbulkan. Pelaku kebijakan ada Pemerintah sebagai pembuat dan 
pelakasana kebijakan dan masyarakat sebagai pendukung dan juga 
pelakasana kebijakan. Lingkungan kebijakan ada kondisi sosial dan budaya 
masyarakat serta jumlah penduduk.  
4.4.1 Pelaku Kebijakan 
4.4.1.1 Pemerintah 
Pemerintah adalah kekuasaan, tanpa kekuasaan maka 
pemerintah tidak punya arti apa – apa. Kebijakan pemerintah harus dapat 
diartikan sebagai suatu penyataan kehendak yang dilakukan oleh 
pemerintah atas dasar kekuasaan yang dimilikinya. Sementara subtansi 
dari kebijakan pemerintah adalah membuat/melakukan pengambilan 
keputusan untuk kemudian melakukan tindakan oleh pemerintah secara 
bersama – sama dengan pihak rakyat yang dikuasai dan diatur dan atau 
secara sepihak oleh pemerintah terhadap rakyat.  
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Kebijakan Gemar MTR adalah keputusan Pemerintah khususnya 
Walikota Makassar, Mohammad Danny Pomanto yang berasal dari 
penjabaran Visi Misinya. Kebijakan ini bertujuan untuk mengubah pola 
pikir masyarakatnya untuk menjadi lebih baik dan bercirikan masyarakat 
dunia. Di awal kebijakan ini, dimulai dari sisi kebersihan Kota Makassar. 
Pemerintah sangat memberikan pengaruh pada keberlangsungan 
jalannya Gemar MTR. Mulai dari tahap sosialisasi kepada masyarakat. 
Kemudian tahap pengawalan dan pengawasan pelaksanaannya. 
Terakhir pemberian motivasi kepada masyarakat untuk mempertahankan 
dan mengembangkan Gemar MTR. 
a. Pendukung 
Posisi pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan 
sangat berperan dalam pelaksanaan kebijakan Gemar MTR. Pemerintah 
hadir dengan slogan – slogan yang unik sehingga menarik perhatian. 
Selain itu, program – program inovatif dan kreatifnya yang dimunculkan. 
Pengawalan dan motivasi yang diberikan menunjukkan kerjasama yang 
baik dengan masyarakat. 
Penulis mengangkat 4 ` program yang memilki nama yang unik – 
unik. Lisa yang menyerupai nama seorang wanita memliki makna Lihat 
Sampah Ambil. Mabasa ketika diaksenkan dengan bahasa Makassar 
berarti basah yang dalam program ini berarti Makassar bebas sampah. 
Mabelo yang hadir di lorong – lorong yang bermakna Makassar bersih 
130 
 
Lorong. Aku dan Sekolah ku Tidak Rantasa yang mengaharapkan ada 
pembentuka hidup bersih sejak dini siswa – siswi Kota Makassar. 
Sementara Gemar MTR yang bermakna Gerakan Masyarakat Makassar 
ta Tidak Rantasa ingin membentuk warga Kota Makassar yang tidak 
“rantasa” atau kotor, jorok dan tidak baik. Semua nama ini berusaha 
untuk bisa diterima dan mudah diingat oleh masyarakat dengan 
familiarnya nama – nama tersebut. Hasilnya masyarakat tidak asing 
dengan nama – nama tersebut.  
Program pemerintah terkait kebersihan sangat mendukung 
pelaksanaan kebijakan Gemar MTR. Salah satunya diungkapkan oleh 
masyarakat dari Kecamatan Ujung Tanah, 
“Mobil Tangkasaki adalah pelengkap dari mobil truk biasa. 
Walaupun masing – masing memiliki kekurangan, tapi untuk saat 
ini masih bisa untuk ditalangi. Seperti mobil truk biasa proses 
pengangkutan sampahnya mudah namun dapat menyebabkan bau 
yang tidak sedap dan membuat sampah berjatuhan ketika diangkut 
menuju TPA. Sementara mobil Tangkasaki dapat menutupi itu 
semua namun untuk proses bongkar muat sampah harus 
menggunakan tenaga manual sehingga proses memakan waktu 
yang cukup lama.” (Hasil wawancara 1 Februari 2016). 
 
Pernyataan tersebut menunjukkan pengadaan mobil Tangkasaki yang 
berangkat dari kekurangan mobil truk biasa menjadikan mobil Tangkasaki 
sebagai pelengkap keterbatasan mobil truk biasa.  Kekurangan dari mobil 
truk biasa bisa tertanggulangi dengan adanya mobil Tangkasaki. 
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Program lain dari pemerintah yakni penataan lorong. Mengingat 
Kota Makassar memiliki puluhan lorong dan rata – rata masyarakat 
bermukim di lorong sehingga program ini selain untuk menjaga 
kebersihan Kota Makassar tapi juga menguatkan hubungan antarwarga 
yang bermukim di lorong. Hasil dari program ini memberikan perubahan 
yang cukup baik di lorong – lorong karena sebelum ada program ini, 
daerah – daerah di lorong cukup tidak mengenakkan karena tidak adanya 
kesadaran masyarkat untuk menjaga kebersihan di luar dari rumah 
mereka (Lihat lampiran gambar nomor 8). 
 Program selanjutnya, sampah tukar beras. Sebelum ada Gemar 
MTR, Bank sampah sudah diluncurkan namun dengan hadirnya sampah 
tukar besar, efektifitas dari bank sampah lebih terlihat. Apalagi sampai 
saat ini dengan kerjasama bersama pihak swasta kini bukan hanya 
sampah bisa ditukar dengan uang dan beras, tapi bisa juga dengan gas 
dan oli. Pengurangan sampah yang masuk di TPA diharapkan bisa 
dilakukan melalui bank sampah dan masyarakat yang berekonomi 
rendah lebih memilih untuk mengumpulkan sampah – sampah yang 
bernilai jual dibandingkan harus menjadi pengemis. Hal ini juga didukung 
ungkapan Pemerintah dari Kecamatan Tallo, 
“Bank sampah sudah lama ada, dan di Tallo ada beberapa 
sebelum ada Gemar MTR. Untuk saat ini, sudah ada puluhan 
bank sampah dengan 3.000 nasabah. Mengingat masyarakat 
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kami ini rata – rata ekonominya dibawah standar jadi 
keberadaan bank sampah di Kecamatan ini sangat 
berpengaruh bagi masyarakat.” (Hasil wawacara 22 Ferbruari 
2016). 
Keberadaan sampah tukar beras berdasarkan pernyataan tersebut, 
sangat memberikan pengaruh pada masyarakat miskin yang ada di 
Kecamatan Tallo. Wajar jika di Kecamatan Tallo memiliki nasabah paling 
banyak  
Selain slogan dan program yang kreatif dan inovatif, pengawalan 
dan motivasi dari pemerintah adalah faktor pendukung pelaksanaan 
kebijakan ini. Pemerintah terus melakukan pengawalan pada setiap 
pelaksanaan kebijakan seperti Mabasa. Mengingat keikutsertaan 
pemerintah memacu semangat partisipasi masyarakat untuk ikut 
menyukseskan Gemar MTR (Lihat lampiran gambar nomor 9). 
Pemerintah dari Kelurahan Gunung Sari mengungkapan, 
“Masyarakat akan ikut serta dalam pelaksanakan kebijakan Gemar 
MTR jika pemerintah juga terjun dalam pelaksanaannya. Kami ini 
harus jadi panutan dan contoh bagi masyarakat sehingga 
masyarakat dapat bergerak tanpa disuruh lagi misalnya seperti ikut 
membersihkan ketika masyarakat melakukan kerjabakti di 
lingkunggannya pada hari kerja bakti” (Hasil wawancara 19  
Januari 2016). 
Pengawalan dan motivasi dari pemerintah menjadi bentuk 
penyemangat bagi masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dapat 
dilakukan dengan sukarela tanpa walaupun tanpa arahan dari 
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pemerintah lagi. Hal ini menunjukkan kerjasama yang baik antara 
pemerintah dengan masyarakat (Lihat lampiran gambar nomor 10). 
 
b. Penghambat  
Posisi pemerintah dalam pelaksanaan Gemar MTR juga bisa 
menjadi pengahambat. Minimnya sosialisasi, kurangnya pengawasan 
dan tidak adanya ketegasan bagi okmun yang melanggar merupakan 
kekurangan dari pemerintah. 
Peningkatan sosialisasi masih harus ditingkatkan. Seperti pada 
Tabel 17, Pemerintah menganggap  telah melakukan cukup banyak 
dalam hal sosialisasi. Semua sumber daya telah dikerahkan, dari 
Dinas, Kecamatan, Kelurahan, LPM serta media cetak dan elektronik. 
Upaya pemerintah untuk memahamkan masyarakat baik secara 
langsung maupun tidak langsung telah dilakukan. Hal ini berbeda 
dengan yang dirasakan masyarakat seperti pada Tabel 4. 
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Tabel 17. Sumber Informasi Masyarakat 
Indikator Frekuensi 
Persentase 
(%) 
Media  cetak/elektronik 2 8,0 
Bertemu dengan masyarakat 1 4,0 
Mengamanatkan kepada RT/RW 9 36,0 
Media cetak/elektronik dan bertemu 
dengan masyarakat 
12 48,0 
Lainnya  1 4,0 
Total 25 100.0 
Sumber: Hasil olah data primer 2016 
 
   
Pengawasan pemerintah juga masih kurang. Pengadaan gendang 
dua yang ada di sudut jalan yang masih jauh dari kefektifannya, 
pembuangan sampah yang tidak sesuai jadwal, dan penumpukan 
sampah di TPS yang tidak terkendali (Lihat lampiran gambar nomor 11). 
Pengawasan pemerintah dalam hal ini masih lemah. Hal ini 
menyebabkan Makassar bebas dari sampah menjadi terhambat. 
Pemerintah yang kurang tegas menghadapi oknum yang 
membuang sampah tidak pada tempatnya juga menjadi penghambat. 
Pada Grafik 1 bisa dilihat, Pemerintah masih dalam tahap pemberian 
sanksi  berupa teguran ketimbang memprosesnya sesuai regulasi yang 
ada dengan dalih sanksi sosial lebih baik daripada sanksi materi. 
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Grafik 1. Sanksi yang diberikan Pemerintah kepada masyarkat yang 
membuang sampah di sembarangan termpat 
 
 
Penulis melihat hal tersebut kurang efektif karena masyarakat saat 
harus diberikan efek jera supaya tidak mengulang hal tersebut. ketika 
hal tersebut maka penumpukan sampah pada area – area yang dilarang 
buang sampah akan terus terjadi (Lihat lampiran gambar nomor 12).  
Pengawasan pemerintah masih kurang. Hal ini akan terus terjadi 
jika pemerintah tidak mengawasi dan memberikan efek jera kepada 
oknum – oknum yang terlibat.  Kota Makassar bisa menjadi kota yang 
bebas dari sampah jika masyarkatnya mampu hidup bersih dari diri 
sendiri dan lingkungan sekitar. 
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4.4.1.2 Masyarakat  
Masyarakat sebagai salah satu indikator dalam pelaku kebijakan 
juga memberikan pengaruh dalam pelaksanaan Gemar MTR. Kebijakan 
yang sesuai kebutuhan masyarakat Kota Makassar, akan memacu 
partisipasinya. Partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program 
dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh anggota 
masyarakat perdesaan demi akselerasi pembangunan.. Keikutsertaan 
masyarakat menjadi penunjang dalam penyelenggaraan kebijakan daerah 
dan dapat mengoptimalkan output dari kebijakan tersebut. 
Posisi masyarakat dalam memberikan pengaruh bisa mendukung 
dan bisa juga menghambat. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan 
masyarakat dan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap 
peraturan pemerintah yang dalam hal ini berkaitan dengan Gemar MTR. 
a. Pendukung 
Masyarakat yang dalam kebijakan Gemar MTR juga ikut serta 
dalam pelaksanaannya. Dari sisi masyarakat mendukung kebijakan ini 
dari keikutsertaannya dalam program Mabelo dan Bank sampah. Mabelo 
adalah program yang tidak dapat terwujud tanpa keikutsertaan 
masyarakat karena objeknya ada di lingkungan yang sangat dekat dari 
masyarakat yakni pemukiman mereka. Melalui inovasi dan motivasi dari 
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pemerintah, walaupun belum mencapai 100%, kondisi Kota Makassar 
khususnya di lorong – lorong telah tampak perubahannya (Lihat lampiran 
gambar nomor 13) yang tidak lepas dari campur tangan dari masyarakat 
seperti pada (Lihat lampiran gambar nomor 14). 
Di lorong, selain keikutsertaan dalam penataan lorong, 
masyarakat juga ikut serta dalam mengurangi sampah di lorong melalui 
bank sampah. Bank sampah hadir untuk mengajarkan masyarakat untuk 
mampu memilah sampah sekaligus menjadikan sampah bernilai 
ekonomis. Masyarakat yang tidak mampu dapat memanfaatkan program 
ini untuk menambah penghasilan mereka. Sampah bukan lagi musuh 
bagi sebagian masyarakat tapi menjadi sumber penghasilan (Lihat 
lampiran gambar nomor 15). 
a. Penghambat  
Masyarakat juga dapat menjadi pengahambat pelaksanaan 
kebijakan Gemar MTR. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian di 
tataran pemeritahan pada Grafik 2. Kesadaran dan kepatuhan 
masyarakat dalam melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan 
masih kurang. Lemahnya pengawasan pemerintah membuat 
masyarakat menjadi mudah untuk melanggar dan belum mampu sadar 
akan pentingnya hidup bersih.  
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Grafik 2. Kesadaran masyarakat masih kurang dalam menjaga kebersihan 
 
Masih ada masyarakat yang tidak taat seperti membuang sampah di 
luar jam pembuangan dan membuang sampah yang bukan pada 
tempatnya (Lihat lampiran gambar nomor 16). Hal ini menimbulkan 
penghambatan Kota Makassar menjadi Kota yang bebas sampah. 
Kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang masih minim. 
Membuang sampah pada waktu yang tidak sesuai dengan arahan dari 
pemerintah. Minimnya rasa kesadaran akan pentingnya kebersihan 
lingkungan menghambat pelaksanaan Gemar MTR ini.  
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4.4.2 Lingkungan Kebijakan 
4.4.2.1 Sosial dan Budaya 
Meningkatkan kesadaran untuk membuat lingkungan bisa 
bersih tidak bisa dilakukan secara instan perlu perubahan yang 
menyeluruh dan bertahap. Dari kondisi sosial, perilaku bersih dan 
sehat harus menjadi bagian dari perilaku setiap orang dalam 
kehidupan sehari – hari. Jika semua orang memiliki presepsi yang 
sama tentang konsep bersih dan sehat yang diterapkan dalam 
pergaulan sehari – hari dengan orang lain dalam lingkungan atau 
komunitas maka akan terwujud masyarakat yang bersih dan sehat.  
a. Pendukung 
Sifat ingin tolong menolong masyarakat perdesaan itu tinggi. 
Masyarakat Kota Makassar adalah salah satu kota yang tingkat 
gotong royongnya kuat. Rasa saling membantu dan rasa memiliki 
tempat itu kuat. Hal ini berdampak pada pelaksanaan Gemar MTR.  
Melaui pemberian motivasi dari pemerintahan, masyarakat 
mudah untuk dimobilisasi. Pemerintah harus bisa berkomunikasi baik 
dengan masyarakat. Masyarakat kita saat acuh pada sesuatu yang 
asing, tapi ketia sudah familiar maka ada dorongan sendiri atau rasa 
malu yang besar jika tidak ikutserta dalam pelaksanaan Gemar MTR. 
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Masyarakat antusias ikut membersihkan lingkungan sekitar 
(Lihat lampiran gambar nomor 17). Kehadiran pemerintah di tengah – 
tengah mereka memberikan semangat bagi masyarakat untuk 
membersihkan lingkungan sekitar. Pemberian motivasi dan apresiasi 
dari pemerintah sangat dibutuhkan di tengah masyarakat karena bisa 
menjadi sosialisasi secara tidak langsung dan perhatian pemerintah 
terhadap masyarakatnya. 
b. Penghambat 
Perilaku bersih selain ditentukan oleh faktor lingkungan, juga 
terkait dengan tradisi yang telah melembaga di dalam kehidupan 
masyarakat. Masyarakat di Kota Makassar terbentuk dari kaum urban 
perdesaan yang sejak awal memiliki tradisi permisif terhadap 
kebersihan lingkungan. Masyarakat perdesaan kurang memiliki tradisi 
kebersihan lingkungan. Sebagai contoh, binatang ternak bisa hidup 
serumah dengan pemiliknya. Bukan di belakang rumah, akan tetapi di 
samping atau bahkan di depan rumahnya. Hal tersebut menunjukkan 
kebersihan lingkungan bukan menjadi prioritas utama dalam 
kehidupannya. Kotoran sapi bisa menggunung di depan rumah. 
Mereka tetap menikmati bau kotoran sapi itu tanpa terganggu. 
Dunianya memang berdekatan dengan sapi, kambing, ayam, dan 
sebagainya. Selain itu, diperdesaan juga terdapat banyak tanah 
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lapang. Banyak halaman rumah yang luas, kebun dan lading yang 
luas, sehingga orang bisa membuang sampah di sembarangan 
tempat. Bisa membuang sampah di kebun, di pinggir jalan, di sekitar 
rumah dan seterusnya. Tradisi ini terus berkembang hingga sekarang. 
Ironisnya, di perdesaan tidak ada sangsi moral apapun terhadap 
perilaku kebersihan lingkungan. Hal ini mengakibatkan banyak 
sampah berceceran di mana – mana. 
Ketika masyarakat melakukan migrasi melalui proses 
urbanisasi, maka keberlanjutan tradisi tidak menjaga kebersihan 
lingkungan juga tetap terjadi. Sampah berserakan tidak dapat 
terkendali di tempat – tempat yang banyak berkerumunan orang 
seperti terminal, bandara, sekolah, universitas dan sebagainya. 
Banyak sampah seperti punting rokok, kertas, plastik sebagainya. 
Kebiasaan menjadi penyebab perilaku masyarakat perdesaan. Seperti 
yang diungkapkan oleh Pemerintah di Kecamatan Tamalanrea, 
“Masyarakat Kota Makassar sebenarnya sudah tahu dengan 
program Gemar MTR. Hanya saja, masyarakat Kota Makassar 
di siang hari dan malam hari itu berbeda – beda. Banyak 
masyarakat luar dari Makassar datang ke Makassar untuk 
melakukan perdagangan. Masyaakat kategori ini lah yang 
menjadi penghambat Gemar MTR di kecamatan kami untuk 
bisa berjalan baik. Kedatangan masyarakat yang berbeda dari 
hari ke hari menyulitkan kami” (Hasil wawancara 23 Februari 
2016). 
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Pernyataan dari pihak kecamatan yang disulitkan oleh keberadaan 
masyarakat di luar dari Kota Makassar yang belum paham dengan 
program kebersihan ini membuat pihak kecamatan terkendala dalam 
mengatasi masalah persampahan di daerahnya. Perilku dari daerah 
yang tidak sesuai dengan program yang ada di Kota Makassar 
menjadi penghambat dalam pelaksanaanya Gemar MTR. 
Berdasarkan pernyataan tersebut, masyarakat perdesaan atau 
masyarakat di luar dari Kota Makassar menjadi penghambat. 
Pernyataan dari salah satu kecamatan di Kota Makassar yang juga di 
rasakan oleh kecamatan – kecamatan yang berada di perbatasan 
seperti Kecamatan Manggala yang berbatasan dengan Kabupaten 
Gowa dan Maros serta Kecamatan Rappocini yang berbatasan 
Kabupaten Gowa. Tidak dipungkiri jika sosial budaya masyarakat juga 
mempengaruhi. 
4.4.2.2 Jumlah penduduk 
Masalah persampahan dan kebersihan merupakan 
permasalahan yang akan terus terjadi tiap harinya. Penduduk Kota 
Makassar mencapai 1.370.080 jiwa. Setiap penduduk akan 
menghasilkan minimal satu sampah an-organik perharinya. Jika 
sampah plastik 1.370.080 yang dihasilkan oleh penduduk Kota 
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Makassar tidak ditangani maka Kanal dan selokan akan penuh bahkan 
Kota Makassar akan tertimbun oleh sampah.  
a. Pendukung 
Jumlah penduduk mempengaruhi pelaksanaan Gemar MTR. 
Hal ini terlihat dari pembentukan Bank sampah pada setiap 
kecamatan. Jika bank sampah telah ada sebelum ada Gemar MTR, 
namun efektifitas bank sampah lebih terasa sejak adanya Gemar 
MTR.   
Tabel 18. Jumlah Penduduk dan Keluarga Fakir Miskin di Kota Makassar 
NO NAMA 
KECAMATAN 
Jumlah 
Penduduk/Jiwa 
Keluarga Fakir 
Miskin 
1 Mariso  59.612 5.632 
2 Mamajang 65.824 2.525 
3 Tamalate 165.979 7.427 
4 Rappocini 156.427 5.632 
5 Makassar 67.088 7.838 
6 Ujung Pandang 31.365 1.050 
7 Wajo 38.214 825 
8 Bontoala 90.900 3.010 
9 Ujung Tanah 52.532 3.778 
10 Tallo 147.224 11.211 
11 Panakukkang 147.659 8.259 
12 Manggala 108.185 5.750 
13 Biringkanayya 140.691 5.206 
14 Tamalanrea 97.530 3.279 
Total  1.370.080 71.429 
Sumber data dari Dinas Sosial Kota Makassar 2015 
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Berdasarkan Tabel 18. menunjukkan Kecamatan Tallo terdapat 
keluarga fakir miskin 11.211 yang menjadi kecamatan yang paling 
banyak keluarga fakir miskin. Hal tersebut berdampak pada efektivitas 
dari keberadaan Bank Sampah. Kebanyakan nasabah dari Bank 
Sampah berasal dari keluarga fakir miskin karena sampah yang 
mereka cari dan tukarkan bisa bernilai ekonomis bagi mereka. 
Sampah bisa menjadi penghasilan tambahan bagi kehidupan mereka.  
b. Penghambat  
Jumlah penduduk juga bisa menjadi penghambat dalam 
pelaksanaan Gemar MTR. Tabel 19. akan menunjukkan pengaruh dari 
jumlah penduduk tersebut. 
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Tabel 19 : Data Timbulan Sampah Kota Makassar Tahun 2014 
NO NAMA 
KECAMATAN 
Jumlah 
Penduduk/Jiwa 
TIMBULAN 
SAMPAH 
TIMBULAN 
TERTANGANI 
1 Mariso  59.612 187,36 169,09 
2 Mamajang 65.824 207.17 186,95 
3 Tamalate 165.979 522.09 471,12 
4 Rapocini 156.427 490.40 442,52 
5 Makassar 67.088 284.40 256,64 
6 Ujung Pandang 31.365 98.24 88,65 
7 Wajo 38.214 129.50 108,38 
8 Bontoala 90.900 252.50 192,00 
9 Ujung Tanah 52.532 250.50 149,76 
10 Tallo 147.224 276.00 218,87 
11 Panakukkang 147.659 462.00 416,45 
12 Manggala 108.185 345.00 306,52 
13 Biringkanayya 140.691 485.00 398,45 
14 Tamalanrea 97.530 310.52 275,87 
Total  1.370.080 4.301,18 3.881,25 
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Tamalate berjumlah 
147.224 jiwa dengan timbulan sampah terbanyak pula sebanyak 
276.00.  Berdasarkan Tabel 19. masih ada sampah yang belum 
tertangani berkisar 419,93. Sampah yang tidak tertangani menjadi 
masalah Kota Makassar yang harus bisa ditanggulani. Masyarakat 
harusnya bisa menangani sampah yang mereka hasilkan sehingga 
tidak ada lagi sampah yang tidak tertangani. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan secara singkat 
faktor – faktor yang  mempengaruhi pelaksanaan Gemar melalui Tabel 
20. berikut. 
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Tabel 20. Faktor – faktor yang mempegaruhi pelaksanaan Gemar MTR 
Indikator Pendukung Penghambat 
Pelaku 
kebijakan 
Pemerintah 
1. Slogan – slogan yang 
unik sehingga 
menarik perhatian 
2. Program – program 
inovatif dan 
kreatifnya yang 
dimunculkan. 
3. Pengawalan dan 
motivasi kepada 
masyarakat 
1. Minimnya sosialisasi 
2. Kurangnya 
pengawasan 
3. Tidak adanya 
ketegasan bagi 
okmun yang 
melanggar 
Masyarakat 
1. Keikutsertaannya 
dalam program 
Mabelo 
2. Keikutsertaannya 
dalam program Bank 
sampah. 
1. Minimnya kesadaran 
dalam beberapa 
program 
2. Kepatuhan 
masyarakat dalam 
melaksanakan yang 
masih kurang. 
Lingkungan 
kebijakan 
Sosial budaya 
1. Kerjasama atau 
Gotong royong  
1. Kebiasaan hidup 
dengan kondisi yang 
kotor 
2. Kondisi masyarakat 
luar Makassar 
Jumlah penduduk 
1. Jumlah Keluarga 
Fakir miskin 
meramaikan Bank 
sampah 
1. Produksi sampah 
yang banyak di setiap 
Kecamatan dan 
masih ada yang 
belum tertangani. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1    Kesimpulan 
1. Pelaksanaan Gemar MTR dilihat dari teori yang dkemukakan oleh 
Grindle belum terlaksana secara maksimal. Indikator yang tidak 
terpenuhi yaitu derajat perubahan yang diharapakan dan sumber 
daya yang dilibatkan. Dari hasil uji data statistik SPPS 
menggunakan korelasi, kesadaran masyarakat yang kurang 
dengan minimnya sosialisasi dari pemerintah sig.(2-tailed) sebesar 
0,703 untuk informan masyarakat yang menunjukkan adanya 
korelasi yang sangat kuat dan sig.(2-tailed) sebesar 0,539 untuk 
informan pemerintah yang menunjukkan adanya korelasi yang 
kuat. Minimnya sosialisasi dari pemerintah khususnya dari pihak 
RT/RW mengakibatkan pemahaman masyarakat tentang Gemar 
MTR hanya sebatas persampahan saja. Lahirnya serangkaian 
program lain yang mendukung diantaranya ada Lisa, Mabasa, 
Mabelo dan Aku dan Sekolah ku Tidak Rantasa. Lisa dan Mabasa 
mengalami pencapaian yang minim dalam pelaksanaannya. 
Pemahaman, infastruktur dan respon masyarakat yang masih 
minim. Sementara untuk program Mabelo dan Aku dan Sekolah Ku 
Tidak Rantasa yang berfokus pada lorong dan sekolah mendapat 
respon yang baik. 
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2. Melalui Teori Sistem dari William Dunn, Pelaku kebijakan dan 
Lingkungan Kebijakan serta Kebijakan saling mempengaruhi. 
Pelaku kebijakan yang dalam hal ini pemerintah dan masyarakat 
mempengaruhi lingkungan kebijakan dan kebijakan itu sendiri. 
Lingkungan kebijakan yakni jumlah penduduk dan kondisi sosial 
dan budaya masyarakat dapat menjadi pendukung dan 
penghambat dalam pelaksaanaanya. Ketidakberhasilan kebijakan 
salah satu tolak ukurnya dari perubahan yang terjadi pelaku 
kebijakan dan di lingkungan kebijakan. Kebijakan tersebut harus 
bisa berinovasi sehingga pencapaian perubahan yang diinginkan 
dapat tercapai. Kebijakan harus mampu menanggulangi kondisi 
masyarakat dan lingkungan dari kebijakan tersebut sehingga 
kebijakan mampu mengikuti ritme dari objek lingkungannya. 
Kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dan daerah/lingkungan, sehingga kebijakan dapat 
diterima dan mampu dilaksanakan oleh pelaku kebijakan dan 
memberikan perubahan pada lingkungan kebijakan. 
 
5.2 Saran  
1. Pelaksanaan Gemar MTR harus didukung penuh oleh semua 
elemen yang terkait, yakni Pemerintah dari tingkat atas sampai 
tingkat RT/RW dan masyarakat masyarakat menengah atas 
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sampai menengah ke bawah. Pemerintah harus tegas kepada 
pegawai pemerintahan yang tidak turut dalam 
mengsosialisasikan Gemar MTR agar kesadaran masyarakat 
dapat terwujud. Pemerintah harus bisa meneggakan sanksi 
dalam undang – undang sehingga masyarakat merasa terawasi. 
Pemerintah harus aktif menjalin kerjasama dengan semua 
elemen baik  organisasi masyakat, swasta, dan utamanyan 
masyarakat sehingga Gemar MTR bukan menjadi kewajiban 
dari petugas tapi semua elemen ikut aktif di dalamnya.  
2. Pemahaman pemerintah dan masyarakat harus mampu sejalan 
dengan optimalisasi sosialisasi dari tingkat atas ke bawah 
dengan melakukan terjun langsung door to door antara 
pemerintah dengan masyarakat. Peningkatan infrastruktur dan 
cara penggunaanya harus didemokan kepada masyarakat 
sehingga tidak terjadi kesalahpahaman penggunaannya. 
Pengawalan pemerintah setempat dalam setiap kegiatan yang 
dilakukan oleh masyarakat harus dirutinkan untuk memberikan 
motivasi kepada masyarakat sekaligus pengawasan. 
Pemerintah harus peka terhadap kebutuhan ataupun keluhan 
masyarakat untuk membuat inovasi dalam kebijakan tersebut. 
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